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Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus
diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalu i

gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan
BHQGLGLNDQ 3DQFDVLOD VHEDJDL EDJLDQ GDUL SHQJXDW

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk
peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar
kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan
diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
semangat Bhinneka Tunggal lka, dan komitmen Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata
pelajaran Pendidikan Pancasila, telah disusun buku teks utama Pendidikan
Pancasila yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Panduan Guru. Keduanya
merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan oleh satuan
pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Buku yang dikembangkan saat ini
mengacu pada Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan
keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan
minat peserta didik sesuai karakteristiknya masing-masing. Buku teks u tama
Pendidikan Pancasila disajikan dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran
untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran.

Dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila,
Kemendikbudristek berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. BPIP memili ki
kewenangan dalam memastikan muatan pembelajaran Pancasila dalam
buku, mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menjadi
landasan ideologi negara. Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP
dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila memungkinkan



pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktik-
nya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan
bekerja sama dalam proses penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila.
Besar harapan kami agar buku ini dimanfaatkan sebagai pedoman semua
satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar
Pancasila. Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat
Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas,
beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.

Jakarta, Juli 2023
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Kata Pengantar

Salam Pancasila!

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar,
pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa,
dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang
ada, sekaligus sebagai “bintang penuntun” ( leitstar ) yang dinamis dengan
gerak evolusioner pemikiran manusia. Untuk itu, sudah selayaknya kita,
bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila dari waktu ke waktu dan
dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila
senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Buku Pendidikan Pancasila ini merupakan buku teks utama yang
digunakan dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya.
Buku ini hadir dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila.
Penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila ini mengacu pada Capaian
Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang telah diselaraskan dengan
Capaian Kompetensi BPIP. Dalam penyusunannya, digunakan buku bahan
ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP) sebagai salah satu
sumber rujukan (referensi). Hadirnya buku bahan ajar tersebut ber awal
dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang saat itu didampingi oleh Menteri
Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada 2 2
Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pada kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo berpesan kembali tent ang
pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan
bagi peserta didik.

Dalam upaya memenuhiharapan Presiden, BPIP bersama Kemendikbudristek
melakukan penyusunan bersama buku teks utama Pendidikan Pancasila
dengan melibatkan tim penulis yang terdiri atas guru, pakar, serta praktis i
bidang pendidikan dan ideologi Pancasila yang mendapatkan peran aktif dari
Dewan Pengarah BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah, Dewan Pakar
BPIP, dan unsur pimpinan lainnya. Buku ini disusun sesuai dengan amanat



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk menerapkan mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

Penulisan buku teks utama ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang
autentik. Buku ini diharapkan menjadi penuntun bagaimana memahami
dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual sehingga
mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Oleh karena itu,
digunakanlah metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada peserta
didik ( student-centered learning ). Metode ini dapat membuat peserta didik

lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara ny ata
yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Penyampaian materi yang ada di

dalam buku ini, mendorong agar para peserta didik dapat mengeksplorasi rasa
ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasi la.

Buku teks utama Pendidikan Pancasila ini menggunakan konsep “Tri
Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh
seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai pem angku
kepentingan ( stakeholder ) terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat
langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa
pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatin ya
merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotong-
royong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak, baik dari BPIP, Kemendikbudristek, dan pihak
lainnya yang telah bergotong-royong dengan tekun sedari awal menyus un
buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya, saya haturkan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa selalu melimpahkan rida dan rahmat-Nya kepada seluruh masyarakat
Indonesia.

~Jakarta, Juni 20
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Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Atas
anugerah hidayah dan ilmu-Nya, penulisan buku siswa Pendidikan Pancasila
dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini diperuntukkan bagi peserta did ik
kelas VIl sekolah menengah pertama (SMP).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi turut memberikan dampak
pada dunia pendidikan. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses
informasi dengan berselancar di internet. Kondisi ini melahirkan gene rasi
digital native . Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi penulis buku teks
pelajaran untuk dapat menulis buku yang tidak hanya informatif, tetapi ju ga
menarik, memantik proses berpikir, dan menggugah makna sehingga buku ini
ditulis dengan pendekatan berbeda.

Buku ini dirancang untuk memantik kemampuan berpikir abad ke-21
peserta didik SMP. Dengan diperkaya oleh ragam aktivitas pembelajaran,
buku ini dapat memacu semangat belajar peserta didik. Tautan pengayaan
dalam buku ini memotivasi peserta didik untuk belajar lebih dal am dan luas.

Selain itu, sesuai dengan penekanan capaian pembelajaran Pendidikan
Pancasila yang berdimensi sikap, baik sosial maupun spiritual, buku i ni juga
dirancang untuk mengokohkan pembentukan sikap dan kepribadian peserta
GLGLN .RQWHQ UH5HNVL SDGD EXNX LQL PHQJIEMDXDWD VD
secara emosional dan spiritual.

Kehadiran buku ini juga tak lepas dari jasa para penelaah, yaitu Dr. As ep
Dahliyana dan Hilwan Givari, yang telah berbaik hati menelaah dan mem-
berikan masukan dalam proses penulisan buku ini. Selain itu, juga tak bi sa
dilupakan jasa para pengolah naskah yang telah mendesain buku ini menjadi
artistik sehingga nyaman dibaca oleh peserta didik. Kami mengucapkan
terima kasih.

Semoga buku ini menghadirkan manfaat yang besar, terutama bagi
peserta didik SMP. Selamat belajar!

Jakarta, Mei 2023

Tim Penulis
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Petunjuk
Penggunaan Buk

Sebelum kalian menggunakan buku ini,
kalian perlu membaca bagian petunjuk
ini untuk mempermudah kalian dalam
memahami isi dari buku ini. Selamat
belajar!

Q Pertanyaan Pemantik

Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang
memancing rasa ingin tahu peserta didik untuk
mempelajari materi yang disajikan.
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@ Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan
sasaran yang akan dicapai dalam
proses pembelajaran.

C Peta Konsep

Peta konsep merupakan peta pembahasan dalam
setiap bab agar kalian memperoleh gambaran
materi yang dibahas dalam setiap babnya.
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-==®  Apersepsi Siswa Aktif

Apersepsi merupakan ? Siswa aktif merupakan
pembukaan i aktivitas pembelajaran
pembahasan untuk E supaya kalian semakin
mengantarkan kalian E memahami, menghayati,
masuk ke dalam i dan menguasai materi
materi setiap bab. E yang dibahas dalam
E setiap bab.
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Uji Kompetensi

Uji kompetensi merupakan penilaian kompetensi

setelah kalian mempelajari setiap bab.
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@ Pengayaan PREESEESEESE=SS ® Glosarium

Pengayaaan merupakan Glosarium merupakan
pengembangan materi penjelasan kata-kata asing
pembelajaran bagi kalian

untuk lebih mendalami dan

dan sulit dipahami.

memperluas wawasan.

e ———————————

@ SHS5HNVL

S5H5HNVL PHUXSDNDQ SHQLODLDQ GLUL XQWXN
memperkuat pembentukan akhlak mulia
pada diri kalian.
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Daftar Pustaka S N

Daftar pustaka merupakan daftar referensi yang
digunakan dalam menulis buku ini.
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Bab 1
Pancasila dalam
Kehidupan Bangsaku

Sebutkan satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang

mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!




+) Tujuan Pembelajaran ~

Pada babini, kalian akan diajak mempelajari, memahami, dan menjelaskan
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa,
serta ideologi negara. Setelah mempelajari materi ini, kalian dihar apkan
memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup
bangsa, dan ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah,

dan masyarakat.

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memahami
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan
ideologi negara, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

- J
=

=

E Pancasila E pandangan hidup bangsa

E dasar negara E ideologi negara
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Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku

O
Pancasila sebagai Pancasila sebagai Pancasila sebagai
Dasar Negara Pandangan Hidup Bangsa Ideologi Negara

Pancasila sebagai Pancasila sebagai Pancasila sebagai
Dasar Negara dalam Pandangan Hidup Bangsa Ideologi Negara dalam
Lingkungan Keluarga dalam Lingkungan Keluarga Lingkungan Keluarga

Pancasila sebagai Pancasila sebagai Pancasila sebagai
Dasar Negara dalam Pandangan Hidup Bangsa Ideologi Negara dalam
Lingkungan Sekolah dalam Lingkungan Sekolah Lingkungan Sekolah

Pancasila sebagai Pancasilé sebagai Pancasila sebagai
Dasar Negara dalam Pandangan'H|dup Bangsa Ideologi Negara dalam
Lingkungan Masyarakat dalam Lingkungan Lingkungan Masyarakat
Masyarakat

Bab 1| Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku 3



Gambar 1.1 Tontowi dan Liliyana Bersatu Padu untuk Kejayaan Bangsa
Sumber: AFP/Goh Chai Hin/liputan6.com (2016)

Bersatu untuk Kejayaan Bangsa

Apakah kalian mengenal atlet bulutangkis nasional, Tontowi Ahmad

dan Liliyana Natsir? Keduanya adalah pasangan atlet bulutangkis sektor
ganda campuran terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tontowi dan
Liliyana adalah atlet berprestasi. Banyak sekali prestasi bergengsi y ang
telah diraih keduanya. Prestasi puncaknya adalah medali emas olimpiade
tahun 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Tahukah kalian, Tontowi dan Liliyana memiliki perbedaan suku,
bahasa, dan agama? Tontowi memiliki latar belakang suku dan bahasa
Jawa serta beragama Islam. Sementara itu, Liliyana memiliki latar
belakang suku dan bahasa Manado serta beragama Katolik. Namun,
perbedaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bersatu menampilkan
performa terbaik di lapangan untuk kejayaan bangsa.

Momen paling mengharukan terjadi saat Tontowi dan Liliyana
berhasil meraih medali emas bulutangkis sektor ganda campuran pada
20LPSLDGH GL 5LR GH -DQHLUR %UDVL@Q\D.HEHWXOD
bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71,
yaitu pada 17 Agustus 2016.
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Perjalanan Tontowi dan Liliyana menuju puncak sangat berliku.
%YHEHUDSD EXODQ PHQMHODQJ ROLPSLDGH JUD4N SHU
Liliyana tidak stabil alias naik turun. Keduanya juga sempat kurang
percaya satu sama lain. Meski demikian, Tontowi dan Liliyana berhasil
saling menyesuaikan diri dan membangun chemistry . Perbedaan bukan
halangan untuk bersatu padu mengharumkan nama bangsa di pentas
dunia.

Perjuangan itu pun berbuah manis. Tontowi dan Liliyana berhasil
merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 setelah mengalah-
kan ganda campuran Malaysia, Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying, pada
SDUWDL 4QDO $IXVWXV OHUHND PHQDQJ GXD VH!
skor 21-14 dan 21-12.

Kemenangan itu dipersembahkan untuk Indonesia tercinta. “Saya
tidak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya persembahkan
untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Tontowi dalam
sebuah wawancara. Tontowi dan Liliyana telah mengamalkan sila ketiga
Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.

Detik-detik Tontowi dan Liliyana memenangkan
pertandingan dan dikumandangkannya lagu
kebangsaan Indonesia Raya di Olimpiade 2016 dapat
kalian saksikan pada tautan video berikut ini.

https://buku.kemdikbud.go.id/s/emasbadminton
PINDAI AKU

Sumber: BeritaSatu/YouTube

Jika kalian memiliki kendala untuk mengakses tautan atau memindai
kode QR, cerita di atas sudah cukup memberikan gambaran tentang
heroisme Tontowi dan Liliyana dalam memberikan prestasi terbaik bag i
bangsa.

‘_@ Ayo, Berpendapat

Dari cerita tersebut, pelajaran apa yang dapat kalian petik? Nilai-nilai
Pancasila apa saja yang dapat kalian temukan dalam perilaku Tontowi
dan Liliyana? Apakah kalian dapat melakukan hal yang sama? Tuangkan
pendapat kalian ke dalam tabel berikut.
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Tabel 1.1 Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kisah Tontowi dan Liliyana

Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Kisah Tontowi dan Liliyana

A. Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupanku

Selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pembelajaran di kelas VII.
Kini, kalian berada di kelas VIII. Kalian patut bersyukur atas pencapaian ini.
Salah satu bentuknya adalah belajar lebih giat lagi agar kalian mempero leh
ilmu sebagai bekal untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Di kelas VI, kalian sudah belajar materi sejarah kelahiran Pancasila.
Apakah kalian masih ingat? Semoga bukan hanya ingat, tetapi kalian juga
memahami dan menghayati dinamika perumusan Pancasila oleh para pendiri
bangsa serta mengambil hikmahnya.

Nah, pada kelas VIII ini, kalian akan belajar tentang kedudukan
Pancasila. Setelah mengerti sejarah kelahiran Pancasila, pengetahuan kalian
akan bertambah lagi dengan mempelajari kedudukan Pancasila. Kalian
akan semakin memahami betapa pentingnya kedudukan Pancasila dalam
kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja kedudukan Pancasila? Ayo, kita belajar
bersama!

Tahukah kalian apa yang membuat gedung pencakar langit bisa berdiri
tegak? Apa juga yang membuat pohon tegak dan kokoh tidak tumbang ketika
dihempas badai?

Ya, fondasilah yang membuat gedung pencakar langit tegak berdiri.
Semakin tinggi gedungnya, semakin dalam fondasinya. Demikian juga dengan
pohon, akarlah yang membuatnya tegak dan kokoh. Semakin tinggi pohon,
akarnya semakin menghujam ke dalam tanah sebagai penopangnya.
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Sebuah negara juga demikian. Negara membutuhkan "fondasi" agar
mampu berdiri tegak dan kuat. Fondasi tersebut merupakan dasar di-
selenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah
Pancasila. Inilah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang menopang
tegak dan kokohnya negara Indonesia.

Gambar 1.2 Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi tegaknya
negara Indonesia seperti fondasi bagi tegaknya gedung pencakar langit.

Sumber: Gints Gailis/unsplash

Pancasila berarti lima dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan
dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila
lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sila pertama mendasari dan menjiwai
empat sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila
ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan ke dua,
serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya.

Bung Hatta dalam uraian Pancasila menjelaskan bahwa Ketuhanan
Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada
jalan kebenaran. Dengan demikian, pada hakikatnya, negara tidak boleh
menyimpang dari jalan lurus.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan praktik hidup yang
dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, letaknya dalam
urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar Ketuhanan Yang Maha
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Esa. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah
satu dan tidak bisa dipecah-pecah. Persatuan digambarkan oleh lambang
negara bhinneka tunggal ika yang berarti bersatu dalam keragaman. Persatuan
Indonesia mengandung persaudaraan yang diliputi suasana kebenaran,
keadilan, kejujuran, dan kesucian yang didasari sila Ketuhanan Yang Maha
Esa.

Sila kerakyatan bermakna kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia
bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan dengan dilandasi dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kerakyatan itu hendaklah berjalan di
atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan kesucian.

SilaKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan u ntuk
mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dengan demikian, menurut
Bung Hatta, sila pertama dan kedua menjadi landasan moral, sedangkan sila
ketiga, keempat, dan kelima merupakan landasan politik. Dengan demikian,
penyelenggaraan negara mendapat dasar moral yang kuat.

=

Ayo, Mencari Informasi

Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba kalian lakukan penelusuran
informasi seputar arti Pancasila sebagai dasar negara. Tulislah inform asi
yang kalian dapatkan ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Analisis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara
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Sekarang, mari kita selaraskan hasil telusur informasi kalian dengan
uraian berikut ini.

Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan ( BPUPK), Sukarno berpidato untuk menyampaikan pemikiran-
nya tentang dasar negara. Pada pidato tersebut Sukarno menyatakan bahwa
dasar negara dalam bahasa Belanda disebut 4ORVR4VFKH JBMRMW@E_GVODJ
IXQGDPHQ 40VDIDW MLZD SLNLUDQ GDQ KDVUDW VHC
atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.

Ketika itu, Sukarno menyampaikan lima dasar bagi negara Indonesia
merdeka yang dinamakan Pancasila. = Panca yang berarti lima dan  sila yang
berarti asas atau dasar. Negara Indonesia berdiri di atas lima dasar. Pada
kemudian hari, momen pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai
Hari Lahir Pancasila dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.

Secara legal formal, Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat yang disahkan pada 18
Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Mengacu pada kalimat “... negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada .... " menegaskan bahwa dasar negara Indonesia
adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi
bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila.

Rumusan Pancasila yang tertulis dalam pembukaan UUD NRI Tahun
1945 tersebut menjiwai UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan
dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup
pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa
penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai Ketuhanan. Maka, pada
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pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdas ar
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pada pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya.

Artinya, tindakan negara harus didasari dengan pengakuan terhadap
adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan itu memunculkan komitmen negara
untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keagungan sifat-
sifat Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang, adil, dan suci. Oleh karena
itu, tindakan negara harus diarahkan untuk mengayomi dan melindungi
rakyatnya, membela keadilan dan menentang kezaliman, menerapkan sistem
bernegara secara jujur dan menentang kecurangan.

Gambar 1.3 Perumusan undang-undang oleh parlemen harus mengacu pada
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Sumber: Rahel/detik.com (2021)

Negara juga memberikan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan
kepercayannya. Dalam konteks ini, negara juga berkewajiban membina
rakyatnya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Negara juga memberikan
bimbingan kepada setiap umat beragama dan penganut kepercayaan di
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Indonesia agar dapat hidup rukun serta bekerja sama (kesalehan sosial) demi
terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan makna dalam
menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan dengan
memosisikan manusia secara adil dan beradab sesuai harkat dan martabatnya.
Misalnya, negara menjamin hak asasi warganya secara menyeluruh yang
mencakup hak hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, diperlakukan sama di mata hukum,
memeluk agama, beribadat menurut agamanya, kebebasan berkumpul,
berserikat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lainnya sebagaimana
tertuang dalam pasal 28 A—J UUD NRI Tahun 1945.

Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam pe-
nyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, negara
menghargai keberagaman penduduknya dalam bingkai persatuan. Negara
memandang keberagaman tersebut sebagai modal untuk menciptakan
kesatuan demi tercapainya tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjag a
sebagaimana amanat dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan memberikan makna bahwa dalam pe-
nyelenggaraan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk
mufakat. Artinya, proses pengambilan kebijakan-kebijakan negara diputuskan
dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini,
setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan
Rakyat bersama presiden untuk mendapat persetujuan dan sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan makna
bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan
sosial demi terciptanya kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang makm ur
dan sejahtera. Artinya, negara harus berupaya mewujudkan kesejahteraan
sosial yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Apakah kalian sekarang sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara?
Nah, supaya kalian tidak hanya memahami, tetapi juga dapat menghayati dan
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mengamalkannya, mari kita belajar bersama implementasi Pancasila sebagai
dasar negara dalam kehidupan.

1. PengamalanPancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan
Keluarga

Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya negara Indonesia. Semakin kokoh
pengamalan Pancasila, semakin kokoh pula negara Indonesia. Karena itu,
pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mesti dilakukan sampai lingkup
sosial terkecil, yaitu keluarga.

Salah satu bentuk pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam
keluarga adalah merumuskan aturan dalam keluarga yang dilandasi nilai-nilai
Pancasila. Aturan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dalam | ingkup
keluarga. Misalnya, berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua,
menyayangi anggota keluarga, belajar, dan menjalankan tugas yang menjadi
tanggung jawab masing-masing, serta mengatur waktu dalam mengelola
berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, apakah kalian sudah mematuhi aturan keluarga kalian? Aturan
dalam keluarga disusun untuk kebaikan semua anggota keluarga agar
terwujud keharmonisan dalam keluarga. Karena itu, selayaknya kalian
dan anggota keluarga mematuhi aturan dalam keluarga masing-masing.
6HNDUDQJ ODNXND Q O Daturan Glelapm\kelddda Kalian yang
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tuangkanlah ke dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 /09?4 6,>4: ?@=,9:/,7,8: 07@,=2,:D,92: 09.0=8496,9:
Nilai-Nilai Pancasila

Aturan dalam Keluarga yang Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila
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2. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan
Sekolah

Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan
untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika

tiada aturan dan hukum di sekolah, kehidupan di sekolah akan kacau dan
berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya jika warga sekolah hidup
dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum.

Tahukah kalian, bentuk pengamalan Pancasila dalam ruang lingkup
sekolah bisa diwujudkan melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata te rtib
sekolah? Dengan demikian, akan terwujud keselarasan dan keharmonisan
dalam lingkungan sekolah.

Selain itu, bentuk lain pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah
bisa diwujudkan dalam bentuk musyawarah dan gotong royong. Selain itu,
musyawarah juga dapat dilakukan saat pengambilan keputusan dalam
organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Ketua dan wakil ketua tidak me ndominasi
setiap rapat OSIS, melainkan memberikan kesempatan kepada setiap anggota
untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian mengambil keputusan secara
mufakat. Hal tersebut merupakan bentuk gotong-royong dan kerja sama
dalam melakukan kegiatan OSIS di sekolah.

Selain itu, dalam interaksi bersama teman-teman di sekolah, kalian harus
memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.
Kalian tidak boleh mengejek, menjelek-jelekkan, mengintimidasi, dan
mengucilkan seorang siswa dalam pergaulan sehari-sehari di sekolah. Kalian
harus berteman dengan baik, saling menghormati, dan menjaga kehormatan

teman kalian.

6HNDUDQJ FRED NDOLDQ LGHQWL4ANDVL EHQWXN EHQWX
Pancasila sebagai dasar negara dalam lingkungan sekolah. Kemudian,
tulislah di dalam tabel berikut.
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Tabel 1.4 Aplikasi Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan Sekolah

Contoh Perilaku di Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara di Lingkungan
Masyarakat

Selain dalam lingkungan keluarga dan sekolah, Pancasila sebagai dasar negara
juga harus diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat. Nah, agar kalian lebih
dapat menghayati pengamalan nilai-nilai Pancasila, buatlah kelas menjadi
beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari empat sampai enam orang

Lakukanlah pengamatan dan wawancara ke masyarakat untuk
mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat
tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian,
diskusikan bersama kelompok kalian untuk memecahkan persoalan yang
kalian temukan.

Misalnya, pada sebuah rukun tetangga terdapat aturan dilarang
menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara nyaring, apalagi pada malam
hari, agar tidak mengganggu tetangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Namun, ada seorang warga
yang terbiasa menyalakan musik dengan suara nyaring. Akibatnya, tetangga
sebelah rumahnya merasa terganggu.

E;?2< 1>05774

Coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian seputar kenyataan
sosial tersebut. Kemudian, rumuskan solusi pemecahan atas masalah
sosial tersebut dan presentasikan di depan kelas! Kemudian, tulislah di
dalam tabel berikut.
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Tabel 1.5 Analisis Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara
/4. 4926 @92,9: ,>D,=,6,?

Fakta Sosial Sesuai Pancasila Tawaran Solusi

B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dalam
Kehidupanku

Kalian sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Semoga kalian
memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan di keluarga,
sekolah, dan masyarakat.

Nah, selanjutnya kalian akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjad i acuan
bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari -
hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan p engalaman
hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk
pandangan hidup kalian.

Demikianlah gambaran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa
Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan
norma yang menjadi pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan
yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila
merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada pidato 1 Juni 1945, Sukarno menyebutkan Pancasila sebagai
Weltanschauung . Weltanschauung berasal dari bahasa Jerman yang terdiri
dari kata welt yang berarti dunia dan  anschauung yang berarti padangan atau
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persepsi. Weltanschauung dapat dimaknai sebagai sekumpulan nilai-nilai
luhur yang menjadi orientasi atau panduan untuk memahami dan menjalani
kehidupan.

3DQFDVLOD PHUXSDNDQ OLPD QLODL 40RVR4V GDQ PHQC
untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan. Sejak dahulu,
bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dan kehidupan dengan
PHQJIJXQDNDQ QLODL Rantadila. KateRaVitRldhy Pancasila disebut
sebagai pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan
nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam
kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam
kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.

Ketika Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,
seluruh nilai Pancasila harus diwujudkan oleh seluruh bangsa Indone sia
melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan dalam kehidupannya
sehari-hari.

e pir taksi, petugas kebersih

pear ojol, su . d
: 1ti makan -

agi yang seaang #st

intuk Ancig,

darikami o rmer.. |

Gambar 1.4 ":74/,=47?,>:":>4,7 :"46,;: 4/@;: ,92>,: 9/:90>4,:D,92: 09.0=8496,9
Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Sumber: Garry Lotulung/kompas.com (2020)

Nilai ketuhanan mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
religius. Nilai-nilai agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan seh ari-
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hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadikan bangsa Indonesia
sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai
kemanusiaan bangsa Indonesia terungkap dalam bantuannya kepada negara
sahabat yang tertimpa musibah bencana alam. Bangsa Indonesia juga menol ak
segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945) alinea pertama.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala  bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kar ~ enatidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang
mencintai persatuan. Pada detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan
Piagam Jakarta, terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur yang
berpotensi memecah persatuan bangsa. Para pemimpin bangsa dari kalangan
Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pe rtama
dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila
telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu
lahir. Pandangan hidup ini memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan
mengenai kehidupan berbangsa.

Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa
yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan
dan memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik
dengan cara-cara yang sopan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Hal
ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28, “Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tu  lisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.”

Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang
dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup rukun dalam tradisi gotong-
royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi
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pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan
sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa
Indonesia.

Kalian bisa mempraktikkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari lingkungan keluarga.

1. PengamalanPancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di
Lingkungan Keluarga

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam lingkungan
keluarga bisa diwujudkan dengan membangun pandangan hidup dalam
keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, memilih hidup
sederhana meski secara kemampuan materi keluarga kalian sebetulnya
mampu untuk menampilkan standar hidup mewabh.

Kalian dan anggota keluarga memahami bahwa kemuliaan bukan terletak
pada banyaknya harta, melainkan pada kebermanfaatan bagi sesama. Cara
pandang hidup sederhana dalam keluarga akan melahirkan keharmonisan
dalam kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial tidak akan muncul karena
keluarga kaya tidak memamerkan kekayaannya dalam kehidupan sosial.

6HNDUDQJ LGHQWL4NDVLODK EHQWXN EHQ@Wwasid ODLQ GDU
sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga! Kemudian,
tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Implemantasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
di Lingkungan Keluarga

Contoh Sikap Hidup di Keluarga
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2. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di
Lingkungan Sekolah

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah
bisa dilakukan dengan mewujudkan proses pembelajaran yang selaras dengan
nilai-nilai  Pancasila. Misalnya, kalian bisa membantu teman kalian yang
kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Kalian tidak boleh merasa diri lebih
pintar dari teman kalian tersebut.

Kalian harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing. Jika ada teman kalian yang kesulitan mengikuti
pembelajaran matematika, bisa jadi dia memiliki kelebihan pada mata
pelajaran lainnya. Bisa jadi dia unggul dalam mata pelajaran bahasa. Karena
itu, sikap yang perlu dikembangkan adalah berkolaborasi untuk saling
melengkapi sehingga kalian bisa meraih prestasi pada bidang keunggulan
kalian masing-masing.

Gambar 1.5 ",7492: 08-,9?@:/,9: 060=5,:",8,:>0-,2,4: 09?®@tcasd®®2,8,7,9:
sebagai Pandangan Hidup Bangsa di Sekolah

Sumber: Tanoto Foundation/kompas.com (2022)

Ini merupakan cara pandang dalam memosisikan manusia sesuai harkat
dan martabatnya. Dengan demikian, kalian telah mempraktikkan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah.
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6HNDUDQJ LGHQWL4NDVLODK EHQWXN EHRwasih ODLQ GDU
sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah! Kemudian,
tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
di Lingkungan Sekolah

Contoh Sikap Hidup di Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa di
Lingkungan Masyarakat

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga harus mampu diimplementasi-
kan dalam lingkungan masyarakat. Setiap anggota masyarakat diupayakan
memiliki cara pandang kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan individualistis dalam masyarakat bukanlah cerminan pandangan
hidup bangsa Indonesia. Sejak dahulu, bangsa Indonesia hidup rukun dalam
kebersamaan dan solidaritas sosial. Kita bisa dengan mudah menemukan
pandangan hidup ini dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia.
Misalnya, ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya akan berkumpul
di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan menghibur anggota
keluarga yang ditinggalkan.

Demikian pula ketika ada warga yang melangsungkan pesta pernikahan.
Warga lain dengan sukarela ikut membantu mempersiapkan acara agar
berjalan dengan baik. Semua itu berjalan secara alami. Ini merupakan contoh
nyata perilaku dalam masyarakat yang dipengaruhi nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa.
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6HNDUDQJ LGHQWL4NDVLODK EHQWXN E HRwadih ODLQ
sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Tulislah di
dalam tabel berikut!

Tabel 1.8 Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
/4. 4926 @92,9: ,>D,=,6,?

Contoh Sikap Hidup di Masyarakat

C. Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam
Kehidupanku

Jika kalian hendak bepergian, kalian tentu memanfaatkan peta atau dalam
konteks sekarang, Google Maps sebagai panduan perjalanan. Dengan demikian,
kalian bisa mengarah pada rute yang benar dan akhirnya sampai ke tujuan.

Demikian pula dalam konteks bernegara. Negara memerlukan panduan
yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara. Indonesia
menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena
itulah, sebuah bangsa memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam
menjalankan negara dan mencapai tujuan bernegara.

Secara bahasa, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan,
konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; dan  logos yang berarti ilmu. Artinya,
ideologi adalah ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarahkan pada cit a-
cita. Secara istilah, ideologi bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep
dan sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan
arah pada setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
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Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan yang
menunjukan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa memberikan panduan dan arah agar negara menjamin
kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu lalu membangun kehidupan
yang harmonis antarumat beragama.

TULEIAN
HEWREGaIS

Gambar 1.6 Pancasila sebagai ideologi negara layaknya peta yang memberikan arah dan
orientasi menuju pencapaian tujuan bernegara.
Sumber: Daily Genius/liputan6.com (2019)

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan panduan dan arah
agar negara menjamin harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Denganitu, silatersebuttidak hanya memberikan
panduan atau arah agar bangsa Indonesia tidak berlaku sewenang-wenang
terhadap sesama warga negara Indonesia, tetapi juga seluruh umat manus
di muka bumi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga memberikan
panduan dan arah agar bangsa Indonesia saling menghormati dan menghargai
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sila Persatuan Indonesia, memberikan panduan dan arah agar negara
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui
berbagai kebijakan negara yang memperkuat kedudukan NKRI. Sila Persatuan
Indonesia juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang menghargai perbedaan identitas suku, agama, ras, dan
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antargolongan (SARA), sebagaimana ditegaskan dalam semboyan bhinneka
tunggal ika , serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi dan golongan guna menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan memberikan panduan dan arah agar negara
menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di
muka umum dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, dan keadilan sosial. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, juga memberikan
panduan dan arah agar bangsa Indonesia menjadikan musyawarah mufakat
sebagai cara dalam setiap pengambilan keputusan untuk menyelesaikan
berbagai persoalan.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan
panduan dan arah agar negara memastikan distribusi kesejahteraan secara
adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan. Tidak
boleh ada pemusatan kekayaan individu dan golongan yang dapat memicu
kecemburuan sosial dan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia. Oleh karena itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
juga memberikan panduan dan arah agar bangsa Indonesia membangun
solidaritas dan kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Sekarang, bagaimana implementasi Pancasila sebagai ideologi negara
dalam kehidupan? Mari kita belajar bersama.

1. PengamalanPancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan
Keluarga

Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga
bisa diwujudkan dengan setiap anggota keluarga, terutama kalian yang
sedang dalam masa pendidikan, merancang kontribusi terbaik bagi bangsa
dan negara.

Dengan kata lain, ketika setiap keluarga merancang kontribusi terbaik
bagi kemajuan bangsa dan negara, itu artinya setiap keluarga merupakan
aset bangsa dan negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan
makmur.
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6HNDUDQJ LGHQWLANDVLODK EHQW Rac@iRlsehaGaD UL SHQJDP
ideologi negara di lingkungan keluarga! Kemudian, tulislah di dalam t abel

berikut.

Tabel 1.9 Implemantasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Keluarga

2. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan
Sekolah
Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan sekolah
ELVD GLZXMXGNDQ GHQJDQ PHPEDQPxQasilaUslBGai 3HODMDU
WXMXDQ SHQGLGLNDQ GL VHWLDS VDWXDQ SHQGLGLNDQ
Pelajar Pancasila, negara Indonesia memiliki generasi unggul yang mampu
membangun bangsa dan negaranya. Dengan adanya generasi yang memiliki
3UR40 3 HRamrdsimUkeberlangsungan negara Indonesia akan menjadi
lebih baik di masa depan.
Bayangkan jika generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang lemah
dan tidak terdidik karena terjerat perilaku negatif. Bangsa ini akan kehilangan
generasinya. Artinya, keberlangsungan negara Indonesia juga menjadi

terancam dengan hilangnya generasi.

6HNDUDQJ LGHQWL4ANDVLODK EHQWRaNcaBiR képagaD UL SHQJIDP
ideologi negara di lingkungan sekolah. Kemudian, tulislah di dalam t abel

berikut.
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Tabel 1.10 Implemantasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah

Implemantasi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan Sekolah

3. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Lingkungan
Masyarakat

Belakangan ini berkembang gaya hidup konsumerisme dan hedonisme di
tengah masyarakat. Jika kita telusuri lebih dalam, gaya hidup konsumerisme
dan hedonisme merupakan dampak dari paham individualisme yang
semakin membuat orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Dengan
semakin menguatnya paham tersebut, kelompok individu yang merasa
memiliki kekuatan ekonomi akhirnya menunjukkan superioritasnya dengan
menunjukkan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, serta memamerkan
kekayaan ke khalayak umum.

Gambar 1.7 Kesederhanaan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.
Sumber: Ira Gita/lkompas.com (2018)
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Tentu saja gaya hidup tersebut bukan cerminan pengamalan Pancasila

sebagai ideologi negara dalam lingkungan masyarakat. Seharusnya,

masyarakat Indonesia menunjukkan sikap hidup kebersamaan dan solidaritas

sosial guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E;?< 1>05774

Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri dari empat sampai enam orang
Kemudian, diskusikanlah bagaimana sikap kalian menghadapi fenomena
konsumerisme dan hedonisme? Mengapa konsumerisme dan hedonisme
tidak sesuai dengan ideologi Pancasila? Jelaskan argumentasinya! Lalu,
apa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengubah paradigma sebagian
masyarakat Indonesia tersebut? Tulislah di dalam tabel berikut.

Tabel 1.11 Analisis Fenomena Konsumerisme dan Hedonisme

Sikap Menghadapi Fenomena Konsumerisme dan Hedonisme. Mengapa

Konsumerisme dan Hedonisme Tidak Sesuai dengan Ideologi Pancasila?

Uji Kompetensi

A.

26

Pilinlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberik an
tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C atau D!

Pada 1 Juni 1945, saat sidang BPUPK, Sukarno berpidato menyampaikan
pemikirannya tentang lima dasar negara Indonesia merdeka yang
dinamakan Pancasila. Panca berarti lima dan sila berarti asas atau dasar.
Pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah bahwa Pancasila
menjadi ....
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A. pandangan hidup bangsa
B. ideologi negara

C. kepribadian bangsa

D. dasar negara

3DQFDVLOD PHUXSDNDQ IXQGDPHQ 40VDIDW
sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai ....

A. ideologi negara

B. dasar negara

C. pandangan hidup bangsa
D. kepribadian bangsa

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari
penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki
kedudukan sebagai ....

A. dasar negara

B. pandangan hidup bangsa

C. ideologi negara

D. kepribadian bangsa

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia

(2) Tidak mengejek, mengintimidasi, dan mengucilkan teman dalam
pergaulan sehari-hari

(3) Bergotong royong membersihkan selokan desa
(4) Menghormati hak berpendapat teman

Dari pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan pengamalan sila
kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....

A. ldan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4
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5. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah
panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku,
etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa
Pancasila berkedudukan sebagai ....

A. dasar negara
B. pandangan hidup bangsa
C. ideologi negara
D. kepribadian bangsa
6. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Memilih hidup sederhana meski memiliki kemampuan secara mate ri
(2) Mematuhi peraturan lalu lintas
(3) Hidup rukun dalam kebersamaan dan solidaritas sosial
(4) Membayar pajak tepat waktu

Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor ....

A. ldan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4

7. Ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di
rumah warga yang berduka untuk menyampaikan bela sungkawa
dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang
ditinggalkan. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan
Pancasila sebagai ....

A. kepribadian bangsa
B. ideologi negara
C. pandangan hidup bangsa
D. dasar negara
8. Perhatikan pernyataan berikut ini!

B3DQFDVLOD PHUXSDNDQ OLPD QLODL 40RVR4V GDQ PHC
untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan.

(2) Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi
dalam kehidupan bernegara.
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10.

(3) Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan bernegara.

(4) Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia
yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan penjelasan dari Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor ....

A. ldan?2

B. 2dan3
C. 2dan4
D. 1dan4

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk
memandang dunia

(2) Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam
berbangsa dan bernegara

(3) Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai

Pancasila

(4) Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan
bernegara

Dari pernyataan tersebut, yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi
negara ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1dan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4

Pancasila merupakan panduan yang mengarah pada tercapainya tujuan
bernegara, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan ....

A. kepribadian bangsa

B. dasar negara

C. pandangan hidup bangsa
D

ideologi negara
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Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

Di sebuah sekolah terdapat seorang peserta didik yang pintar bernama C.
la tidak mau mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan
sekolah. la merasa hanya membuang waktu. Menurutnya, yang terpenting

dari peserta didik adalah kecerdasan intelektual. Tidak perlu kecerd asan
spiritual. Selain itu, menurutnya, kecerdasan intelektual menjadi faktor
penting kesuksesannya pada masa mendatang.

Bagaimana pandangan kalian terhadap sikap C? Jelaskan sila keberapa
dalam Pancasila yang berhubungan dengan permasalahan tersebut!

Seorang peserta didik bernama A, sudah tiga hari tidak masuk seko lah.
Ketua kelas mengusulkan untuk menjenguk A. Semua pengurus kelas
setuju. Sepulang sekolah, mereka menuju rumah A untuk menjenguk.
Mereka membawa jeruk dua kilogram sebagai oleh-oleh. Sesampainya di
rumah A, semua masuk ke ruang tamu rumah A. Hanya peserta didik D yang
tidak masuk. la memilih menunggu di teras. Rupanya, D merasa minder
untuk masuk rumah A yang megah. Peserta didik A pernah meledek D
sebagai anak miskin.

Jika kamu adalah ketua kelasnya, bagaimana cara kamu mengajak D
agar mau masuk ke ruang tamu rumah A? Jelaskan nilai Pancasila yang
berhubungan dengan peristiwa tersebut!

Peserta didik bernama R, sedang menyapu halaman sekolah. Lalu, secara
tidak sengaja, peserta didik T berlari menabrak R yang sedang menyero k
sampah. Akibatnya, R terjatuh dan sampahnya berserakan. Menyadari
kesalahannya, T segera meminta maaf. Namun, R tidak mau memaafkan T
begitu saja. Peserta didik R mencaci T untuk melampiaskan kekesalannya.
Peserta didik R menilai T berlari dengan ceroboh.

Jika kamu diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana
cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan R dengan T?
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Jelaskan pula sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan
peristiwa itu!

OSIS mengadakan Kkegiatan class meeting selepas penilaian akhir
semester (PAS). Ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada
hari pelaksanaan, penanggung jawab empat cabang olahraga telah siap.
Namun, ada satu penanggung jawab cabang olahraga yang tidak hadir.
Akibatnya, cabang olahraga tersebut tertunda pelaksanaannya. Ketua
OSIS menyalahkan ketua panitia karena dinilai tidak mengawal timnya
dengan baik.

Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu
menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi terbaik? Jelaskan si la
keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu!

Pada sebuah rapat RT, seorang warga bernama Y memaksakan kehendak-
nya agar disetujui oleh semua anggota rapat. Ketua RT sudah menje laskan
agar Y menghormati pendapatwarga lainnya. Namun, Y tetap ngotot karena
merasa dia adalah warga senior di tempat tinggalnya dan orang berada
secara materi. Sementara itu, warga lain juga tetap tidak mau mengikuti
pendapat Y tersebut. Akhirnya, terjadi perselisihan antarpeserta rapat

RT. Kepentingan bersama menjadi terkorbankan karena egoisme pribadi
seorang warga.

Seandainyakalian adalah ketua RT-nya, bagaimana cara kalian menyelesai-
kan persoalan tersebut? Jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang
berhubungan dengan permasalahan tersebut!
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Pengayaan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi
bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan
negara Indonesia. Nah, agar lebih menghayati, kalian
simak tautan video https://buku.kemdikbud.go.id/s/YTPPH.
Kemudian, yang lebih penting lagi, kalian harus meng-
aplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- PINDAI AKU

hari. Sumber: Departemen
Pendidikan Umum FPIPS UPI/
YouTube

1. Setelah kalian mempelajari materi kedudukan Pancasila, cobalah kalian
LGHQWL4NDVL SHULODNXPX VHKDUL KDUL GGNEGNR@DK DS
nilai-nilai Pancasila atau belum, dengan mengisi kolom perbandingan
antara perilaku ideal dengan perilaku riil?

2. Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari
bab 1 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya
pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian
setelah mempelajari bab ini?

3. Berikanlah tanda centang () pada salah satu gambar yang dapat mewakili
perasaan kalian selama mempelajari materi ini!
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Bab 2
Pedoman Negaraku

Apakah di sekolahmu terdapat peraturan atau tata tertib sekolah?

Apakah tujuan dibuat tata tertib sekolah?




Tujuan Pembelajaran ~

Pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami
sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kalian juga akan mempelajari bagaimana
fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu
menunjukkan contoh bagaimana pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945
dalam kehidupan sehari-hari.

==

——

E UUD 1945
E Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
E Kedudukan dan Fungsi UUD 1945
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Bacalah informasi berikut!

Pentingnya Peserta Didik Menaati Peraturan di Sekolah

Gambar 2.1 Mengikuti upacara merupakan salah satu tata tertib sekolah.
Sumber: Tudi Setiawan/Kemendikbudristek (2021)

SMP Negeri 2 Rangkasbhitung rutin mengadakan kegiatan upacara
bendera setiap hari Senin maupun hari besar nasional. Hal ini
dilakukan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai patriotisme,
nasionalisme, dan kedisiplinan terhadap seluruh peserta didik. Pada
Senin pagi itu, yang bertugas sebagai pembina upacara adalah Ibu

Hj. Ema Dharmawati, S.Pd. Pada amanat pembina upacara, hal yang
disampaikan oleh beliau adalah pentingnya melaksanakan hidup
disiplin dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah
bukan hanya slogan dan sebuah dokumen aturan yang dibuat
dan dipelajari oleh semua peserta didik, tetapi juga ada yang leb ih
penting. Hal penting tersebut adalah bagaimana melaksanakannya
dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Setiap sekolah
pasti memiliki tata tertib. Di mana pun kalian bersekolah, tentu kali an
akan menemukan aturan tersebut dan wajib melaksanakannya.

“Apa yang terjadi jika kalian tidak melaksanakan aturan-aturan
sekolah yang telah tercantum dalam tata tertib? Tentu kalian akan
mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib
sekolah. Setiap bentuk pelanggaran, baik yang sifatnya ringan maupun
berat memiliki sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Tata
tertib sekolah dibuat dan disepakati bersama antara sekolah, komite,
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peserta didik, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk menciptakan

suasana pembelajaran dan kehidupan sekolah yang nyaman dan
tentram sehingga sekolah menjadi rumah kedua peserta didik dalam

pembinaan dan pengembangan, khususnya mental disiplin sebagai
bekal nanti hidup bermasyarakat.” Itulah pesan dari Ibu Hj. Ema

Dharmawati, S.Pd. dalam amanat pembina upacaranya.

Sumber: Materi amanat pembina upacara SMPN 2 Rangkasbitung.

Dari materi upacara yang disampaikan tersebut, apa yang dapat kalian
pelajari? Seberapa penting tata tertib diperlukan oleh sekolah dan b agaimana
jika seandainya di sekolah tidak memiliki tata tertib? Tata tertib d ibuat untuk
menciptakan ketertiban di lingkungan sekolah agar tercipta rasa keadilan
bagi seluruh peserta didik. Setiap peserta didik akan diperlakukan d an
mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak sekolah tanpa membedakan
status sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki
kepentingan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kepentingan itu
dilaksanakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan benturan dengan
orang lain yang berbeda kepentingan. Di sinilah diperlukan suatu peraturan
agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian.

Tahukah kalian bahwa negara Indonesia juga memiliki peraturan/
pedoman dalam kehidupannya? Apakah nama pedoman yang dijadikan
pegangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa
mempelajari lebih lanjut materi pada bab ini.

A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan
UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI Tahun
1945, dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

1. Pengertian Konstitusi

Setiap instansi maupun organisasi seperti sekolah pasti mempunyai sebuah
tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata terti b tersebut
dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari pe serta

didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari
nilai dan norma yang diatur di dalamnya.
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Tata tertib setiap sekolah tentu saja tidak sama karena dibuat berdasar kan
keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun, tata tertib memiliki
kesamaan, yaitu bersifat memaksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi
oleh siapa pun di sekolah tersebut. Bisa kalian bayangkan, bagaimana jika di
suatu sekolah tidak terdapat tata tertib? Para peserta didik, guru, m aupun
karyawan bisa saja datang ke sekolah semaunya. Jika peserta didik tidak
mematuhi peraturan sekolah, kegiatan belajar mengajar tidak akan bisa
berjalan dengan baik dan nyaman.

Begitu pula dengan negara, setiap negara memiliki aturan yang wajib
ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan berne gara
tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ap akah
kalian pernah mendengar kedua istilah tersebut?

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa
Belanda Constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau Undang-
Undang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan
untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum
dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tid ak
tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar ( uuD),
sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di sampi ng itu,
terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis.
Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato
kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.

Gambar 2.2 Presiden Jokowi memberi pidato pengantar RAPBN Tahun 2022
pada tanggal 16 Agustus 2021.
Sumber: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden/Detik.com (2021)
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Tahukah kalian tentang contoh lain dari konvensi yang dilaksanakan di
Indonesia? Ayo, kita cek apa saja bentuk-bentuk konvensi yang dilaksanakan
di negara Indonesia!

Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari tentang konstitusi, silakan kalian buat
kesimpulan materi konstitusi dengan melengkapi bagan berikut. Isi bag an
berikut dengan bentuk konstitusi, pengertian, dan contoh-contohnya!

Konstitusi

2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Apakah kalian pernah mencari tahu tentang konstitusi Indonesia? Ya, betul.
Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones ia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan
tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut
menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi
seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah uuD
NRI Tahun 1945.

Tahukah kalian bagaimana proses perumusan UUD NRI Tahun 1945?
Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang
BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno.
Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan
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dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945,
dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “ Piagam
Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam
Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-
Undang Dasar.

Ayo, Mencari Informasi

Apakah kalian mengetahui isi Piagam Jakarta? Carilah isi naskah Piagam
Jakarta dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, lalu bandingkanlah. Di
manakah letak perbedaannya? Tulislah jawabanmu di dalam tabel
berikut dan presentasikan hasilnya di depan kelas!

Tabel 2.1 Perbandingan Piagam Jakarta dengan UUD NRI Tahun 1945

il Piagam Jakarta UUD NRI Tahun 1945
Perbedaan

Pembukaan
Alinea 1
Alinea 2
Alinea 3

Alinea 4

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK
kedua yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI
18 Agustus 1945. Seperti yang dapat kalian lihat dalam Tabel 2.2 d an 2.3,
proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para ang gota BPUPK
menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh
Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK. Apakah kalian masih ingat
dengan Panitia Sembilan tersebut? Betul sekali! Panitia Sembilan merup akan
sekelompok tokoh nasional yang melakukan penyusunan rancangan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) atau Piagam Jakarta.
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Tabel 2.2 Agenda Sidang BPUPK (Masa Sidang |, Reses, dan Masa Sidang Il)
29 Mei — 17 juli 1945

Masa Sidang | Pembahasan tentang dasar negara
(29 Mei - 1 Juni 1945)

Masa Sidang Il 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan
(20 Juli=17 Juli 1945) Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan

2. Pembahasan tentang bentuk negara (republik atau
kerajaan)

Pembahasan tentang wilayah negara
Pembahasan tentang Undang-Undang Dasar

Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan

@ g & w

Pembahasan tentang keuangan dan perekonomian
negara

7. Pembahasan tentang pembelaan tanah air
(pembentukan tentara nasional)

Tabel 2.3 Agenda Sidang Kedua BPUPK (10 s.d. 17 Juli 1945)

Tanggal Agenda Sidang

10 Juli 1945 1. Laporan Sukarno sebagai Ketua Panitia Sembilan tentang
rancangan Pembukaan UUD yang telah selesai disusun pada
masa reses dan persetujuan para anggota BPUPK.
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2. Pemilihan bentuk negara (republik atau kerajaan)

3. Pembahasan tentang wilayah negara

11 Juli 1945 1. Lanjutan pembahasan tentang wilayah negara
2.  Pembentukan panitia-panitia:
a. Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
b. Panitia Keuangan dan Ekonomi
c. Panitia Pembelaan Tanah Air
3. Rapat Panitia Hukum Dasar dan Pembentukan Tim Keclil
Penyusun Rancangan UUD
12 Juli 1945 1. Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
2. Rapat Panitia Keuangan dan Ekonomi
3. Rapat Panitia Pembelaan Tanah Air
13 Juli 1945 Rapat Lanjutan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
14 Juli 1945 Pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota
BPUPK
15 Juli 1945 1. Laporan Panitia Hukum Dasar (Perancang UUD)
2. Pembahasan rancangan UUD oleh seluruh anggota BPUPK
16 Juli 1945 1. Lanjutan pembahasan rancangan UUD oleh seluruh aggota
BPUPK
2. Laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh
anggota BPUPK
3. Laporan Panitia Pembelaan Tanah Air kepada seluruh
anggota BPUPK
17 Juli 1945 1. Pembahasan tentang ibu kota negara

2. Pembahasan tentang pendidikan dan pengajaran

Dari tabel di atas, kalian dapat memahami bagaimana kronologi
perumusan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sejarahnya, perumusan rancangan
batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia
Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia
Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk
merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri
atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Sukarno. Seluruh anggota
Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua
BPUPK.

42 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII



Tabel 2.4 Susunan Keanggotaan Panitia Hukum Dasar BPUPK

1. Ir. Sukarno Ketua

3. R. Oto Iskandar di Nata Anggota

5, H. Agoes Salim Anggota

7. Prof. Dr. Soepomo Anggota

9. K.H. A. Wachid Hasjim Anggota

11.  Mr. Latoeharhary Anggota

13.  Mr. R.M. Sartono Anggota

15. K.R.M.T.H. Woerjaningrat Anggota

17.  Mr. Tan Eng Hoa Anggota

19. Dr. Soekiman Anggota

Pada sore hari tanggal 11 juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan

rapat untuk membahas beberapa materi di dalam Pembukaan UUD yang perlu
dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk Panitia Kecil yang
diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan Panitia
Kecil ditunjuk oleh Ir. Sukarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soep omo dan

beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr.
A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim. Pada akhir rapat, Sukarno
memberi tugas kepada Panitia Kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh

UUD selama dua hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar
pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945.
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Perlu kalian ketahui bahwa Panitia Kecil yang dimaksud di sini bukanlah
Panitia Kecil yang dibentuk tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untu k
merumuskan Pancasila sebagai Dasar Negara, melainkan Panitia Kecil untuk
merumuskan batang tubuh UUD. Untuk lebih memahami dan agar tidak keliru,
kalian bisa perhatikan perbedaan Panitia Kecil pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6

Tabel 2.5 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Rumusan Dasar Negara
(Dibentuk Tanggal 1 Juni 1945)

1.  Sukarno Ketua
2 Wohammedtata gl
&, R. Otto Iskandar Dinata Anggota
4 KHAWehdHesin g
5. Mohammad Yamin Anggota
(6 KBagoesHadiossoemo  mnggoa
7. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo Anggota

Tabel 2.6 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD 1945
(dibentuk tanggal 13 Juli 1945)

1. Prof. Dr. Soepomo Ketua

8 Mr. Soebardjo Anggota

5, Dr. Soekiman Anggota

Tabel tersebut menunjukkan susunan keanggotaan Panitia Kecil penyusun
batang tubuh UUD. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil yang dipi ~ mpin oleh
Prof. Dr. Soepomo menyampaikan hasil rancangan batang tubuh UUD yang
mereka susun dalam rapat Panitia Hukum Dasar untuk pertama kalinya.
Dalam rancangan pertama ini, batang tubuh UUD yang disusun Panitia Kecll
terdiri atas 42 pasal tanpa dipilah ke dalam bab-bab. Setelah dibahas bersama
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dengan para anggota Panitia Hukum Dasar, rancangan UUD yang disusun
oleh Panitia Kecil mendapatkan beberapa masukan perbaikan sehingga
menghasilkan rancangan yang kedua. Pada rancangan kedua ini, pasal-pasal
pada batang tubuh UUD menjadi terbagi ke dalam 14 bab, aturan peralihan,

dan aturan tambahan.

Rapat Besar BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang “Pernyataan
Indonesia Merdeka” atau  Declaration of Independenc e yang merupakan
bagian dari persiapan pembentukan Indonesia merdeka, tetapi berada d i
luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana
yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.

Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, setelah Dr. Radjiman
Wedyodiningrat membuka sidang, Sukarno (selaku ketua Panitia Hukum
Dasar) diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh
anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh UUD. Setelah Sukarno
adalah giliran Prof. Dr. Soepomo untuk berbicara. Pada kesempatan ini, ia
menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK mengenai pembukaan dan
seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh UUD yang telah disusun
oleh Panitia Kecil. Dalam penjelasannya itu, Prof. Dr. Soepomo mengatakan
bahwa rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Hukum Dasar merupakan
rancangan UUD yang bersifat singkat dan supel.

Menurut Prof. Dr. Soepomo, sebuah UUD berarti “* hanya memuat garis-
garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara
negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan nega ra dan kesejahteraan
sosial.” Sementara itu, aturan- aturan yang lebih rinci akan dituangkan ke
dalam undang-undang sebagai aturan turunan dari UUD. Dengan demikian,
UUD sebagai hukum dasar diharapkan mampu mengikuti perkembangan
kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dari masa ke masa.

Setelah Prof. Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, sidang BPU  PK
dilanjutkan dengan pembahasan rancangan kedua batang tubuh UUD yang
disampaikan oleh Panitia Hukum Dasar. Pembahasan mengenai batang tubuh
UUD ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari seluruh anggota
BPUPK. Sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD tidak cukup
berlangsung selama satu hari sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan
harinya pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah mendapatkan masukan dari selu ruh
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anggota BPUPK, Panitia Kecil pimpinan Prof. Dr. Soepomo pun memperbai ki
rancangan batang tubuh tersebut hingga menjadi rancangan ketiga batang
tubuh UUD. Pada rancangan yang ketiga ini, batang tubuh UUD berubah
menjadi 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal Aturan Peralihan dan 1 pasal Aturan
Tambahan. Rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang
tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK.

Untuk menambah pengetahuan kalian tentang rumusan
batang tubuh UUD 1945, baik rancangan pertama, kedua,
maupun ketiga, kalian dapat memindai kode QR di samping
atau mengaksesnya melalui tautan  https://buku.kemdikbud.
go.id/s/BTUUD1945 untuk mengunduh materi. Apabila
kalian tidak memiliki alat untuk memindai, silakan minta PINDAI AKU

bantuan kepada guru kalian untuk memindainya. Sumber: Kusuma (2004)

Gambar 2.3 Lukisan Potret Anggota BPUPK, Perumus UUD NRI Tahun 1945
Sumber: Diilustrasi ulang dari Andrey Gromico/Tirto.id (2022)

Ayo, Mencari Informasi

&DULODK SUR40 ELRGDWD OLPD RUDQJ WRNRK \DQJ PHU
Tahun 1945, baik melalui internet maupun media lainnya! Kemudian,
presentasikan hasilnya di depan kelas.
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3. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Bagaimana kelanjutan penyusunan UUD 1945 setelah sidang BPUPK  selesai?
Pada tanggal 18 Juli 1945, Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK
mengirimkan laporan kepada Pemerintah Jepang bahwa BPUPK telah selesai
melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsekal
Terauchi selaku panglima militer tertinggi Dai Nippon untuk wi layah Asia
Tenggara memerintahkan Gunsei-kan (Kepala Pemerintahan Militer di
Jakarta) untuk membentuk sebuah panitia baru pengganti BPUPK yang akan
melakukan persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Sukarno,
Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat ke Dalat, sebelah Timur Laut
Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), Vietnam. Tujuannya adalah untuk
membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, atas
nama pemerintah Jepang, Terauchi menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa
Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Menurut AB Kusuma dalam b ukunya
yang berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” (2009), PPKI secara
resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945.

Keanggotaan PPKI terdiri dari

a. perwakilan Pulau Jawa dan Madura: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta,
Prof. Dr. Soepomo, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso,
Soetardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, B.K.P.A
Soerjohamidjojo, dan B.P.H. Poeroebojo serta seorang beretnis Tio  nghoa
yang bernama Yap Tjwan Bing;

b. perwakilan Pulau Sumatra: M. Amir, Abdul Maghfar, dan Teuku
Moehammad Hasan;

c. perwakilan Pulau Kalimantan: A.A. Hamidhan;

d. perwakilan Pulau Sulawesi: G.S.S.J. Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani;
serta

e. perwakilan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur): | Gusti Ketut Pudja, dan pulau Maluku diwakili o leh
Johannes Latuharhary.
Akibat mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Il dan mengalami

peristiwa serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 d an

9 Agustus 1945, kaisar Hirohito menyampaikan keputusan bahwa Jepang
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menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui
radio nasional.

Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat Indonesia
kosong dari kekuasaan pihak mana pun. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan
oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Gambar 2.4. Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu menandatangani dokumen
penyerahan Jepang di atas USS Missouri di depan Richard K. Sutherland p ada 2 September 1945.
Sumber: Naval History and Heritage Command (1945)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan
sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dilaksanakan,
Sukarno sebagai ketua PPKI menambah enam orang anggota sehingga
jumlah keseluruhan menjadi 27 orang. Penambahan ini dilakukan untuk
mengantisipasi pendapat bahwa PPKI merupakan badan bentukan Jepang
dan mempunyai sifat representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 2.7 Susunan Pengurus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Ketua . Ir. Sukarno
Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta

Anggota

1. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
2. Raden Pandji Soeroso

3. Abdoel Kadir
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bandoro Pangeran Hario Poeroebojo

H. Abdoel Wachid Hasjim

Ki Bagoes Hadikoesoemo

Mas Sutardjo Kartohadikoesoemo

Prof. Dr. Mr. Soepomo

R. Otto Iskandardinata

B.K.P.A. Soerjo Hamidjojo

A.A. Hamidhan

Mr. J. Latuharhary

| Gusti Ketut Pudja

Sam Ratulangi

Andi Pangeran

Dr. Amir

Abdoellah Abas

Mr. T. Mohammad Hassan

Yap. Tjwan Bing

A. Wiranatakoesoemah (anggota tambahan)
Ki Hajar Dewantara (anggota tambahan)

Mr. Kasman Singodimedjo (anggota tambahan)
Sajuti Melik (anggota tambahan)

Mr. lwa Koesoema Soemantri (anggota tambahan)

Mr. R. Achmad Soebardjo (anggota tambahan)

Rancangan ketiga batang tubuh UUD yang telah disahkan oleh BPUPK
mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada

rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rancangan Pembukaan

UUD. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pada pagi hari tanggal 18
Agustus 1945 oleh Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh Islam, kalimat dalam
rancangan pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal-pasal
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dalam rancangan ketiga batang tubuh UUD yang mengandung syariat Islam

pun mengalami perubahan, misalnya pada pasal berikut. Pertama , Pasal 6 ayat
(1) yang semula berbunyi “ Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama
Islam ” berubah menjadi “ Presiden ialah orang Indonesia asli ”. Kedua , Pasal 29
ayat (1) yang semula berbunyi “ Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluknya " berubah menjadi
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan
keputusan berikut:
1) Mengesahkan UUD 1945
2) Menetapkan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai
wakil presiden Republik Indonesia.

3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Gambar 2.5 Suasana Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia (1945)

Ayo, Simpulkan

Setelah kalian mempelajari sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI

Tahun 1945, buatlah kesimpulan dari materi tersebut, baik dalam bentu k

LQIRJUD4V SRVWHU GLDJUDP NRPLN PDXSXQ GHQJDQ WX
Kemudian, presentasikan hasilnya dan tempel di mading kelas atau

sekolah kalian.
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Ayo, Bermain Peran

Setelah kalian selesai mempelajari materi subbab pengesahan UUD NR I
Tahun 1945, agar kalian bisa memahami lebih dalam dan mengetahui
bagaimana suasana sidang PPKI, kalian dapat memindai kode QR berikut
atau mengaksesnya melalui tautan https://buku.
kemdikbud.go.id/s/R1PPKI untuk mengunduh materi.
Jika tidak memungkinkan, mintalah bantuan Bapak/
Ibu Guru kalian untuk memindai dan mengunduhnya
agar kalian dapat mempelajarinya. Setelah itu,
bentuklah kelompok dan buatlah naskah drama untuk PINDAI AKU

bermain peran tentang pelaksanaan sidang PPKI, lalu

Sumber: Kusuma (2004)

tampilkan di depan kelas.

B. Fungsi dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Pada bagian ini dipaparkan sifat, fungsi, dan kedudukan UUD NRI tahun 1945
Informasi tersebut dipaparkan berikut.

1. Sifat dan Fungsi UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu
hukum tertulis paling tinggi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, setiap
peraturan perundang-undangan yang kedudukan lebih rendah dari UUD

tidak boleh bertentangan dengan UUD. Begitu pula dengan kebijakan maupun
tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara, semuanya
harus berlandaskan UUD.

UUD NRI Tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luwes. Singkat karena
hanya memuat aturan- aturan pokok saja. UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat
garis-garis besar saja sebagai perintah kepada penyelenggara negara unt uk
menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan- aturan pokok yang
terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan le bih lanjut
dalam peraturan- peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada
UUD NRI Tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang- Undang
(UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan perundangan lainnya.

Oleh sebab itu, UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat  aturan-aturan
pokok saja yang bersifat supel atau luwes. Tahukah kalian apa artinya supel
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dan luwes? Supel atau luwes berarti UUD NRI Tahun 1945 dapat me  ngikuti
perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah
begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan
suatu Undang-Undang Dasar yang luwes yang mampu menyesuaikan diri
dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman yang terus berubah.

Undang-Undang Dasar yang sesuai bagi bangsa dan negara Indonesia
adalah UUD NRI Tahun 1945. Hal itu sudah terbukti dan teruji selama
perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sudah melewati berbagai macam
ujian dan cobaan hingga sampai sekarang.

Sebelum kalian melanjutkan mempelajari mengenai fungsi UUD NRI
Tahun 1945, coba kalian simak penggalan berita “Ojek Online” berikut.

Perkumpulan Ojek  Online
Ingin Ajukan Uji Materi UU Lalu Lintas ke MK
(Liputan6.com, Jakarta.)

Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah
Konstitusi pada Senin, 7 Mei 2018. Ketua Presidium KATO Said | gbal
mengatakan, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat (3) yang
menyebutkan, angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan
dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan
dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28G ayat (1).

“Kami akan mendaftarkan judicial review Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin
tanggal 7 Mei 2018 sekitar jam 11.00,” ujar dia dalam keterangan tertu lis
di Jakarta, Minggu (6/5/2018). Presiden KSPI ini menjelaskan, bunyi Pasal
27 ayat (2) adalah “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sementara Pasal 28D ayat (1)
berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.

Sumber: Septian Deny/liputan6.com
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Apa isi berita tersebut? Apa yang dimaksud dengan judicial review ? Apa
hubungannya dengan fungsi UUD NRI Tahun 19457 Untuk lebih memahaminya,
kalian simak penjelasan uraian berikut!

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa perkumpulan ojek online akan
melakukan pendaftaran uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Mahkamah Konstitusi.
Apakah yang dimaksud dengan uji materi? Uji materi bermakna pengujian
materi atau norma di dalam sebuah peraturan yang diduga bertentangan
dengan materi atau norma di dalam peraturan perundang-undangan yang
berkedudukan di atasnya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada du a
lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap
peraturan perundang-undangan, yakni: Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Jika Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji materi
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda) terhadap undang-undang, maka
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi tersebut disebut juga dengan  judicial review.

Contoh kasus uji materi yang merupakan kewenangan MA adalah Putusan
MA Nomor 67 P/HUM/2015 tentang Uji Materiil Peraturan Pemerintah No. 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Di sini yang diuji materi (dan merupakan
kewenangan MA) adalah Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang.
Pada kasus ojek online tersebut, yaitu menguji Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, apakah Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan
UUD NRI Tahun 1945 atau belum. Seiring dengan perkembangan zaman dan
kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, apakah ojek online sudah
diatur dalam undang-undang atau belum. Jika belum, dibutuhkan peraturan
perundangan yang mengatur tentang ojek  online.

Inilah yang dimaksud dengan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai
alat kontrol, yaitu untuk mengecek dan menguji apakah suatu peraturan
perundangan sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika
sesuai, Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Namun, jika tidak sesuai harus
dicabut atau diubah sehingga sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD N RI
Tahun 1945. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa UUD NRI Tahun
1945 memiliki fungsi sebagai:
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a. alat kontrol, apakah suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah
kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945;

b. pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; dan

c. pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Tahukah kalian mengapa setiap negara membutuhkan hukum dasar?
Pada awalnya, Undang-Undang Dasar dibuat untuk membatasi kekuasaan raja
yang absolut dan sewenang-wenang. UUD diperlukan untuk mengatur hak dan

kewajiban penguasa serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah sehingga

tidak terjadi penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. UUD
diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan.

Setiap negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam pembuatan
Undang-Undang Dasar antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Hal ini disebabkan oleh sejarah yang dialami negara bersangkutan, cara
memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan
negara tersebut, dan lain-lain.

Indonesia memiliki UUD sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI Tahun
1945 merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur
jalannya pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dijadikan dasar
dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam
sistem hukum nasional adalah:
a. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis terting gi; dan

b. UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama
kali disahkan sampai dengan sekarang, antara lain periode
1) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 194 9);

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 A  gustus
1950);
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3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli  1959);
4) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999); dan

5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendem en
Tahun 1999-sekarang).
Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI
Tahun 1945 sudah mengalami perubahan (amendemen) sebanyak 4 (empat)
kali menurut sistem anglo saxon. Amendemen pertama pada tanggal 14-2 1
Oktober 1999, amendemen kedua pada tanggal 7-18 Agustus 2000, ame  ndemen
ketiga pada tanggal 1-9 November 2001, dan amendemen keempat pada
tanggal 1-11 Agustus 2002. Amendemen yang telah dilakukan menghasil kan
beberapa perubahan, antara lain dalam hal:

a) pembatasan kekuasaan presiden,
b) perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara,
c) dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM, dan

d) diberlakukannya otonomi daerah.

Ayo, Mencari Informasi

Untuk lebih memahami materi tentang amendemen UUD NRI Tahun
1945, lengkapilah tabel perbandingan UUD NRI Tahun 1945 sebelum d an
sesudah dilakukan amendemen di bawah ini.

Tabel 2.8 Perbandingan UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amendemen

UUD NRI Tahun 1945
Jenis Perubahan Sebelum Amendemen Sesudah Amendemen

Bab

Pasal

Ayat

Aturan Peralihan

Aturan Tambahan
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C. Berani Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 di
Lingkungan Tempat Tinggal

Bagaimana cara kalian dan kita semua dalam menjalankan UUD NRI Tahun
1945? Apakah UUD NRI Tahun 1945 masih dapat diubah dan bagaimanakah
proses perubahan UUD NRI Tahun 1945? Menurut pasal 37 UUD NRI Tahun
1945, pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diubah selam  a prosedur
dan persyaratan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi.

Apakah kalian tahu lembaga negara yang memiliki kewenangan
mengubah UUD NRI Tahun 1945? Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
sebagai lembaga tinggi negara yang berhak mengubah UUD NRI Tahun 194 5
melalui Ketetapan MPR No.IX/IMPR/1999, telah menyepakati untuk tidak
mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama dan tujuan negara yang
menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar yang ditetapkan oleh MPR
yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
2. tetap mempertahankan NKRI,

3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial,

4

penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan
dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh), dan

5. melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila sebagai
dasar negara Republik Indonesia pun kedudukannya tidak berubah. Adapun
yang diubah adalah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai
tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara dan perwakilan rakyat
dalam mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila
sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga
negara tersebut.

Apabila Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diubah, kesepakatan awal
berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang dengan sendirinya. Ini
berarti sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Hal demikian harus kita hindari dengan cara menghayati, mendukung, dan
mengamalkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya dengan tidak mengubah
pembukaan, tetapi juga melaksanakan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD NRI
Tahun 1945.

Pernahkah kalian menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan
sehari-hari? Ada banyak cara sederhana yang bisa kalian lakukan dalam
upaya menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu mungkin saja tidak
pernah kalian sadari bahwa apa yang kalian lakukan merupakan bagian
dari menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Di lingkungan keluarga sebagai
bentuk pelaksanaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bisa kalian laksanakan
dalam bentuk menerapkan musyawarah untuk memutuskan permasalahan
dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menyayangi antaranggota
keluarga, menjaga keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku di rumah
serta bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga di rumah dan
dengan tetangga sekitar.

Kegiatan upacara bendera yang kalian ikuti setiap hari senin maupun
upacara hari besar nasional lainnya di sekolah merupakan bagian dari
menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan upacara merupakan bagian
dari bela negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.

Gambar 2.6 Upacara Bendera sebagai
Bentuk Pelaksanaan UUD NRI Tahun 194
Pasal 30 Ayat (1) tentang Bela Negara

tiawan/Kemendikbud




Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat bisa
dilakukan dengan bermacam cara, di antaranya yaitu aktif terlibat dalam
kegiatan siskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
hidup rukun dengan tetangga; saling menghormati dan menghargai segala
bentuk perbedaan; menjenguk tetangga yang sakit; membantu warga yang
terkena musibah dan kesulitan; serta bentuk kegiatan lainnya yang bisa kalian
lakukan di tempat tinggal kalian.

Kalian juga mungkin sering menyaksikan pelaksanaan pemilihan umum,
baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala dae rah
di tempat tinggal kalian. Seseorang yang menggunakan hak pilihnya dalam
pemilu juga merupakan bentuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, terutama
Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat ( 1) UUD
NRI Tahun 1945.

Gambar 2.7 Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu sebagai Bentuk Pelaksanaan UUD NRI
Tahun 1945 di Lingkungan Bangsa dan Negara

Sumber: Pradita Utama/Detik.com (2021)
ﬁ Ayo, Berkreasi

Carilah contoh bentuk-bentuk lain dari pelaksanaan UUD NRI Tahun
1945, baik melalui media cetak maupun internet, kemudian buatlah

dalam bentuk Kkliping. Sebagai pilihan, kalian dapat membuat kampanye
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tentang komitmen dan tekad kalian dalam melaksanakan UUD NRI Tahun

GDODP EHQWXN SRVWHU YLGHR NRPLN DQLPDVL 3F
5D\HU WXOLVDQ WDQJDQ DWDX EHQWXN ODLQQ\D VHV>
Setelah itu, hasilnya bisa kalian publikasikan di media sosial atau di
sekolah kalian.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberik an
tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C atau D!

1. UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amend  emen.
Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 ....

A. masih terdapat kekurangan dan kelemahan
B. Dbersifat supel dan luwes mengikuti zaman

C. Dbersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
D. sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR

2. Setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketata-
negaraannya yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut,
pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa
konstitusi ....

A. tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis
B. tidak sama dengan UUD

C. lebih luas dari UUD

D. lebih rendah dari UUD

3. Parapendirinegara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama,
suku bangsa, dan kelompok organisasi, telah memberikan sumbangsih
pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus
diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan
UUD 1945 tersebut yaitu peserta didik harus ....

A. mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain
B. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi
C. meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan

D. harus selalu mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok
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Pada masa persidangan BPUPK yang kedua, dibentuk beberapa Panitia
Kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia
kecil tersebut diketuai oleh ....

A. Moh. Hatta

B. Muh. Yamin

C. Soepomo

D. Achmad Soebardjo

Setiap peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah.
Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah ....
A. menggunakan seragam sekolah dengan lengkap

B. melaksanakan semua perintah guru

C. mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah

D. berada di perpustakaan ketika jam belajar

UUD NRI 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus
dicontoh dari tokoh-tokoh negara tersebut adalah ....

A. idealisme dan separatisme

B. heroisme dan egoisme

C. idealisme dan individualisme

D. patriotisme dan nasionalisme

Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan
UUD NRI Tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara ....

A. mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab

B. membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan

C. membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik

D. memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok

Guru Pendidikan Pancasila melakukan survei kepatuhan dan sikap
disiplin peserta didik terhadap tata tertib sekolah selama emp at minggu
(satu bulan) dengan hasil seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini.
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Tabel Kepatuhan terhadap Peraturan

1  Minggu kesatu 95%
3 Minggu ketiga 98%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ....

A. peserta didik yang berperilaku disiplin dalam menaati tata tertib
sekolah paling banyak ditemui pada minggu keempat

B. tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekol ah
paling rendah terjadi pada minggu kedua

C. minggu ketiga menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik
dalam menaati tata tertib sekolah sangat baik

D. tidak ada peserta didik yang menunjukan sikap disiplin dalam menaati
tata tertib di lingkungan sekolah tersebut

Perhatikan tabel berikut.

Tertulis Memuat norma agama  Wahyu Tuhan

I Tidak Memuat norma Dibentuk oleh
Tertulis kesusilaan lingkungan

Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri konstitusi ditunjukan ole h kelompok

oo ® >
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62

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Membayar pajak tepat waktu
(2) Belajar dengan giat dan rajin
(3) Menggunakan hak pilih pemilu
(4) Menghormati orang lain

Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan UUD
NRI Tahun 1945 Pasal 27 ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (2)

B. (1)dan (3)
C. (2)dan (3)
D. (3)dan (4)

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

Dalam proses perumusan UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua kelomp ok
panitia perumus. Berdasarkan penyataan tersebut, apa hubungan kedua
kelompok panitia perancang UUD NRI Tahun 1945 tersebut?

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sej ak

tahun 1999 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa

88' 15, 7TDKXQ EHUVLIDW 5HNVLEHO %HUGEXBWUNDQ SH
bagaimana mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945?

Ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum me  miliki

lembaga negara yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda
pemerintahan sampai terbentuk KNIP yang merupakan salah satu hasil
keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan
tersebut, jelaskan tugas dan fungsi Lembaga KNIP tersebut!
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4. Panitia kecil yang dipimpin oleh Soepomo berhasil menyusun 3 (tiga)
rancangan batang tubuh UUD dan disampaikan dalam rapat panitia
hukum dasar untuk pertama kalinya. Berdasarkan pernyataan tersebut,
jelaskan perbedaan sistematika ketiga rancangan tersebut!

5. Menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan
antara sejumlah tokoh Islam dan kelompok nasionalis sehingga terdapat
perubahan rancangan ketiga batang tubuh UUD. Berdasarkan pernyataan
tersebut, jelaskan perubahan apa saja yang menjadi kesepakatan kedua
kelompok tersebut!

Pengayaan

Setelah kalian mempelajari materi UUD NRI Tahun 1945 mulai dari sejarah
perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945; fungsi dan kedudukan
UUD NRI Tahun 1945; hingga contoh bagaimana bentuk pelaksanaan UUD
NRI Tahun 1945, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai
materi tersebut, kalian dapat mempelajari atau memperdalam materi d engan
menyaksikan video pembelajaran melalui tautan YouTube yang diberikan

oleh gurumu. Kalian juga bisa mencari video dengan judul "Kedu dukan dan
Fungsi UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional" di YouTube.

Isilah penilaian diri di bawah ini dengan sejujur-jujurnya dan seb enar-
benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mempelajari materi bab ini.

1. Materi apa saja yang sudah kalian pelajari?
2. Materi apa saja yang sudah kalian pahami dari bab 2 ini?

3. Bagian materi apa yang belum kalian pahami?
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4. Upaya apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang belum
kalian pahami?

5. Sebutkan hal yang menarik dari pembelajaran yang sudah kalian lakukan,
berikan alasannya!

6. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah
kalian lakukan! Berikan alasannya!

Berilah tanda centang ( ) pada salah satu gambar yang dapat mewakili
perasaan kalian setelah mempelajari materi bab 2 ini!
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Bab 3
Peraturan di Negaraku

Q Apakah di rumah kalian terdapat aturan? Bagaimana kondisi sekolah
tempat kalian belajar? Apakah terdapat aturan yang berlaku?
Apakah aturan tersebut juga ada di tempat tinggal kalian?

S o ¢

UUD NRI
TAHUN 1945

TAP MPR
UU/PERPPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA




Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan bersama-sama belajar tentang hakikat, tata
urutan, jenis, implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku
diIndonesia, dan bagaimana komitmen kalian sebagai warga negara dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun,
sebelum kalian mencari tahu tentang peraturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia, kalian akan diajak untuk memahami aturan yang

ada di sekitar kalian terlebih dahulu, mulai dari lingkup terkecil seperti
keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu memiliki
pemahaman mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia, tata urutan,
implementasi, dan komitmen kalian sebagai warga negara dalam
melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

==

l\"

=
E peraturan E undang-undang
E tatatertib E tata urutan peraturan

perundang-undangan
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Peta Konsep

Peraturan
di Negaraku

Perilaku mentaati aturan

Peraturan di rumah
di Rumahku, -
Sekolahku, Aturan atau tata tertib

Lingkunganku, dan di sekolah

Negaraku Contoh aturan

di lingkungan

Tata urutan peratuan

Pengertian Tata perundang-undangan

Urutan Peraturan

Perundang- Asas tata urutan

undangan peraturan perundang-

undangan

NN NN N

UU yang mendasari tata

Jenis dan Tata urutan perundangan

Urutan Peraturan

AN

Hirarki tata urutan

Perundang-
undangan peraturan perundang-
undangan
Implementasi Tahapan dalam
Peraturan implementasi
Perundang-
undangan di Lembaga-lembaga terkait
Indonesia dengan implementasi
Komitmen

Komitmen penerapan
Penerapan Tata
tata urutan perundang-
Urutan Peraturan

undangan
Perundang-
undangan di Komitmen sebagai warga
Indonesia negara

B e e

NI A A A\
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A. Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku,
dan Negaraku

Bacalah cerita seputar bank sampah berikut!

Mudah karena Ada Aturan

Gambar 3.1 Aktivitas Bank Sampah di salah Satu Wilayah di Jakarta
Sumber: Ryana Aryadita Umasugi/Kompas (2018)

Pada Minggu pagi, Nahda Arzita bersama dengan beberapa anggota
karang taruna terlihat sedang menimbang botol plastik yang
dikumpulkan oleh warga. Sudah hampir satu tahun Nahda bersama
anggota karang taruna yang lain memelopori gerakan bank sampah.

Lahirnya bank sampah diawali dengan tugas yang diberikan
oleh orang tua Nahda. Setiap hari, Nahda mendapat tugas membuang
sampah di kotak sampah. Lalu, satu minggu sekali sampah tersebut
diambil oleh petugas kebersihan. Namun, lebih dari dua minggu
sampah tersebut tidak diambil. Akibatnya, kotak sampah yang berada
di depan rumah Nahda menjadi penuh.

Melihat kotak sampah yang penuh, Nahda berinisiatif memisah-
kan sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak. Sampah yang tidak
bisa didaur ulang seperti botol plastik bekas minuman dipisahkan dan
ditaruh di dalam keranjang.
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Seiring berjalannya waktu, sampah botol plastik menjadi banyak.
Setelah itu, botol plastik dijual kepada pembeli barang-barang be kas.
Setelah dijual, ternyata botol plastik ada nilai ekonomisnya. Berangkat
dari peristiwa tersebut, Nahda mengajak anggota karang taruna untuk
mengumpulkan sampah botol plastik. Awalnya, kegiatan berjalan
lancar, tetapi lambat laun ditemukan banyak kendala. Salah satu
kendalanya adalah tidak tertibnya warga memilah sampah.

Oleh karena menemukan kendala, Nahda bersama dengan
anggota karang taruna mendatangi rumah Ketua Rukun Tetangga (RT).
Tujuannya adalah untuk meminta Ketua RT membuat aturan untuk
warga tentang membuang sampah. Ternyata, aturan yang dibuat
Ketua RT itu sangat efektif.

Satu bulan sekali, warga menyerahkan sampah botol plastik
ke bank sampah. Setelah itu, karang taruna menjualnya. Hasil dari
penjualan sampah plastik tersebut dibagi dua, 70 persen untuk warg a
dan 30 persen untuk karang taruna.

Kegiatan bank sampah yang dikelola oleh karang taruna tersebut
berjalan dengan baik karena kesadaran dan gotong royong warga.
Warga menaati aturan yang dibuat oleh Ketua RT.

Cerita tentang bank sampah tersebut merupakan contoh baik dari

adanya peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan mampu
mempersembahkan kemudahan dan perlindungan bagi warga negara dalam
setiap aktivitasnya, dari tidak tertib menjadi tertib, dari tidak t erkelola menjadi
terkelola. Hal tersebut mampu mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang
penuh dengan ketertiban, keamanan, kedisiplinan, keadilan, dan kenyamanan.

Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah mematuhi peraturan yang ada

di lingkungan tempat tinggal kalian? Harus kalian ingat bahwa peraturan

itu terdapat di mana saja, di mana ada manusia di situ terdapat aturan. Ag ar

kalian menjadi lebih paham, ayo kita simak dan lakukan aktivitas berikut!

1. Peraturan di Rumahku

Apakah kalian memiliki tempat tinggal? Ya, semua orang memiliki tempat

tinggal, meskipun tidak semua orang memiliki rumah pribadi. Walaupu n
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demikian, rumah pribadi ataupun bukan, di dalam rumahnya pasti ada
aturan. Coba kalian tanya teman sebangku, apakah di rumahnya terdapat
aturan? Secara umum jawabannya pasti ada.

Sekarang, kalian coba samakan hasil diskusi dengan teman kalian. Di
rumah kalian pasti terdapat peraturan yang berlaku secara turun-temur un
dari kakek-nenek, kemudian dari kedua orang tua. Bahkan, ada aturan yang
dibuat oleh saudara-saudara kalian, baik itu kakak maupun adik kalian.
Mengapa peraturan tersebut selalu ada? Jawabannya, karena aturan tersebut
akan mampu mewujudkan suatu tatanan keluarga yang harmonis, aman,
damai, dan sejahtera.

Contoh aturan dalam rumah yang berasal turun-temurun dari kakek-
nenek antara lain menjaga sopan santun, menjaga etika, dan menjaga adab
kepada sesama anggota keluarga atau orang lain. Selain itu, kakek-nenek juga
mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras,
dan tanggung jawab.

Aturan dari kakek-nenek tersebut kemudian turun ke orang tua kita. Dari

orang tua kita, aturan tersebut diterapkan di rumah. Aturan dibuat ol eh orang
tua di rumah, mulai dari aturan bangun tidur sampai tidur kembali. Contohnya
seperti bangun pagi hari, lalu merapikan tempat tidur, mandi dan ber pakaian,
sarapan pagi, pergi sekolah, bermain di sore hari, belajar di malam hari, lalu
tidur kembali.

Ada juga aturan dari kakak atau adik kalian. Kakak dan adik kalian
memiliki aturan yang sama seperti menjaga kebersihan rumah; menghormati
orang tua dan anggota keluarga yang lain; membantu orang tua dalam
mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, merapikan
mainan setelah selesai digunakan; dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, coba kalian ingat-ingat kembali bahwa aturan
yang dibuat secara turun-temurun dari kakek-nenek, orang tua, kakak, dan
adik itu ada yang dituliskan dan ada juga yang tidak. Aturan yang ditulis
biasanya ditempelkan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap ang gota
keluarga. Aturan yang tidak tertulis biasanya aturan yang dibuat berdasar kan
kesepakatan dari anggota keluarga dan dilaksanakan oleh setiap anggota
keluarga. Sekarang coba kalian cermati gambar berikut.
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peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Walaupun memiliki
perbedaan peraturan yang berlaku di setiap rumah, hal tersebut tidak menjadi
masalah. Hal itu justru mampu memberikan informasi kepada kalian betapa
kompleksnya peraturan yang ada di rumah teman-teman kalian. Sekarang,
dengan bantuan tabel di bawabh ini, coba kalian buat daftar aturan yang ada di
rumah kalian masing-masing.

Tabel3.1 /09?4 6,>4: 0=,?7@=,9:/4:'@8,3

Tata Tertib di Rumahku

3. Dan seterusnya
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kalian masing-masing, selanjutnya kalian presentasikan di depan kelas agar
teman-teman kalian yang lain juga mengetahui aturan- aturan yang ada di
rumah kalian.

Setelah presentasi, kini kalian mengetahui peraturan yang berlaku di
rumah teman-teman kalian. Dalam benak kalian pasti ada pertanyaan, untuk
apa peraturan itu ada? Peraturan di dalam rumabh itu ada agar seluruh anggo ta
keluarga kalian berinteraksi dan bergaul dalam keadaan damai dan tidak
melakukan kegiatan yang merugikan anggota keluarga. Secara umum, dengan
adanya aturan atau tata tertib di rumah, keseimbangan, ketertiban, keadilan,
ketentraman, dan kebahagiaan setiap anggota keluarga dapat tercipta.

2. Peraturan di Sekolahku

6HEHOXPQ\D NDOLDQ WHODK P Ha&ubaN YaNdada diGutmaWw L4ND V L
kalian masing-masing. Dari beberapa presentasi, kalian dapat mengetahui

aturan- aturan yang ada di rumah teman kalian. Pasti menyenangkan, bukan?

Dari presentasi tersebut, kalian dapat menambah pengetahuan tentang

aturan- aturan di rumah teman kalian. Bisa saja aturan yang baik tersebut

kalian terapkan di rumah.

Ternyata, aturan tidak hanya ada di rumah, tetapi di sekolah juga ada
aturannya. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain memiliki aturan yang
berbeda, baik di perkotaan maupun di perdesaan, di sekolah negeri mau pun
swasta. Secara umum, masing-masing sekolah pasti mempunyai aturan yang
sama seperti menjaga ketertiban di sekolah, memakai seragam sekolah s esuai
dengan jadwal, membuang sampah pada tempatnya, berkata dan bersikap
sopan kepada siapa pun, menghormati guru dan warga sekolah yang lain,
dan memakai masker. Lalu, bagaimana dengan sekolah kalian? Pasti juga ada
aturannya, bukan?

Tentu kalian semua sudah mengetahui aturan atau tata tertib yang ada
di sekolah kalian masing-masing. Supaya kalian semakin memahami aturan
\DQJ DGD GL VHNRODK PDUL EHUVDPD VDP&undiad ODNXNDQ
tata tertib yang ada di sekolah.
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Tabel 3.2 /09?4 6,>4: 0=,?7@=,9:/4:"06:7,3

m Tata Tertib di Sekolahku

3. Dan seterusnya

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang mampu menampung banyak

peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari

sukunya, bahasanya, agamanya, adatnya, maupun budayanya. Para guru

dan staf administrasi juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Latar

belakang yang berbeda-beda tersebut harus ada sesuatu yang mengikat atau

sesuatu yang mengaturnya. Itulah yang disebut dengan aturan atau tata terti b.
Di sekolah terdapat aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf ,dan

peserta didik. Aturan-aturan tersebut berlaku untuk warga sekolah, seperti

kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf pendukung.

Kepala sekolah membuat aturan untuk dipatuhi semua warga sekolah,
seperti aturan kedatangan dan jadwal pulang bagi guru dan pegawai; aturan
jam masuk sekolah bagi seluruh peserta didik; dan aturan bagi gur u dan
pegawai ketika berhalangan hadir.

Begitu juga dengan guru. Guru mempunyai aturan yang harus dipatuh i

oleh peserta didik. Contohnya yaitu tidak boleh mengganggu keterti ban
belajar; hadir di kelas tepat waktu; harus hadir lebih awal jika mendapat
tugas piket; dilarang menggunakan ponsel di dalam kelas; dilarang memb awa
senjata tajam; peserta didik pria dilarang memiliki rambut panjang; dan

memakai masker.

Demikianlah beberapa aturan yang ada di sekolah. Apakah ada kemiripan
dengan sekolah kalian? Persamaan dan perbedaan aturan yang berlaku
di sekolah itu adalah hal yang biasa karena aturan tersebut menyesuaikan
dengan lingkungan dan kebutuhan dari sekolah masing-masing.
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llustrasi di atas hanyalah contoh aturan yang ada di sekolah atau yang
sering kalian ketahui sebagai tata tertib. Tata tertib di sekolah h arus ditaati
dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan
peserta didik yang berkarakter positif, bermutu, disiplin, penu h tanggung
jawab, dan sebagainya. Selain itu, aturan berguna untuk menciptakan tenaga
pendidik yang dapat dijadikan teladan.

-~

Diskusikan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kalian. Dari tata
tertib tersebut, coba kalian berikan alasan apakah aturan itu sudah tepat
atau belum.

Untuk mengerjakan tugas ini, buatlah kelompok! Masing-masing
kelompok beranggotakan maksimal lima orang. Diskusikan dan
presentasikan hasilnya di depan kelas, ya!
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3. Peraturan di Lingkunganku

Apa nama daerah tempat tinggalmu? Bagaimana keadaan masyarakat di
sana? Apakah di sana juga memiliki aturan atau tata tertib? Sebagai bagian

dari masyarakat, tentu kalian harus berinteraksi dengan warga lain yang ada

di tempat tinggal kalian. Kita sebagai makhluk sosial tentu tidak bis a hidup
sendiri. Hidup bermasyarakat pasti membutuhkan tetangga.

Ketika kita berinteraksi dengan tetangga, tentu ada aturan- aturan yang
harus dipatuhi, seperti yang telah sama-sama kita pelajari di atas, ada aturan
di rumah dan aturan di sekolah. Tentu kita semua harus menaati aturan-
aturan yang ada tersebut.

Begitu juga di masyarakat, terdapat aturan yang tujuannya juga sama,
yaitu untuk kedisiplinan dan ketertiban bersama warga masyarakat. Di
masyarakat, terdapat lembaga yang membuat aturan seperti di tingkat RT,

RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan. Di tingkat RT/RW, aturan dibuat
oleh ketua RT/RW. Di desa atau kelurahan, aturan dibuat oleh kepala de sa atau
lurah. Di tingkat kecamatan, aturan dibuat oleh camat.

Berikut ini adalah contoh aturan yang ada di tingkat kecamatan di
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kantor pelayanan di kecamatan ini
tetap buka pada hari Sabtu untuk memberikan pelayanan kependudukan
kepada warganya. Warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan
seperti membuat KTP, mengurus kartu keluarga, surat keterangan, dan sur at
pengantar dapat datang pada hari Sabtu.

Gambar 3.4 Warga mengantre untuk
mengurus administrasi kependudukan

Sumber: Sukoco/kompas.com (2020)
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Aturan tersebut merupakan contoh aturan yang dibuat oleh camat yang
berguna untuk mempermudah pelayanan kependudukan bagi masyarakatnya.
Bagaimana dengan wilayah kecamatan di tempat kamu tinggal? Apakah ada
aturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakatnya?

Tidak hanya di kecamatan, di tingkat kelurahan atau desa pun ada
aturannya. Salah satu contohnya adalah gotong royong. Gotong royong
merupakan tradisi dari nenek moyang yang harus kita jaga dan lestarikan
bersama. Beberapa contohnya yaitu gotong royong memperbaiki jalan,
membersihkan saluran air, dan membangun rumabh.

Di beberapa daerah, gotong royong memiliki penamaan yang berbeda-
beda. Di Riau, ada istilah batobo untuk sebutan gotong royong saat menggarap
ladang atau sawah. Di wilayah Yogyakarta, gotong royong memiliki sebutan
sambatan . Selain itu, masih ada banyak lagi sebutan-sebutan lain dari gotong
royong.

Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku atau teman
yang duduk di depan atau belakang kamu. Adakah sebutan lain dari gotong
royong di tempat kalian tinggal?

Aturan yang ada di masyarakat tidak hanya soal gotong royong, tetapi
masih ada banyak aturan lainnya. Satu daerah dengan daerah lain tentu
memiliki aturan yang berbeda tergantung karakteristik daerahnya masing-
masing, salah satu contohnya yaitu aturan jam wajib belajar masyarakat di
lingkup RT/RW yang ada di salah satu perumahan di Kota Bekasi, Provins i
Jawa Barat.

Mendidik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab kedua orang tua di
rumah atau guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab ling kungan
atau masyarakat. Peran serta semua kalangan tersebut sangat diperlukan
untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong
royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif.
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Gambar 3.5 Spanduk yang berisi jam belajar di masyarakat
Sumber: Faisal Abu Fayadh/retizen.republika (2021)

Aturan atau tata tertib bertujuan untuk ketertiban, kedisiplinan, dan
kenyamanan bersama. Kalian tahu tidak, apa yang dimaksud dengan aturan
atau peraturan? Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud
dengan peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat
untuk mengatur. Peraturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bers ama
yang telah dirumuskan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.

Ayo, Menganalisis

Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, coba kalian buat esai pendek tentang
aturan yang ada di tempat kalian tinggal. Isi esai dimulai dari latar
belakang mengapa aturan itu ada, dampak dari adanya aturan tersebut,
dan lain-lain. Tuliskanlah esai pendek tersebut dengan tulisan tangan
di kertas folio atau HVS. Setelah selesai, kumpulkan kepada guru kelas

kalian masing-masing, ya.

4. Peraturan di Negaraku

6HWHODK NDOLDQ PHPSHODMDUL G RtQra® &tde EaxaDanibLGHQW L 4
yang ada di keluarga, sekolah, lingkungan/masyarakat, kini kita akan bersama-

sama mempelajari aturan yang ada di lingkup yang lebih besar, yaitu | ingkup

berbangsa dan bernegara.
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Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu
akan mempermudah setiap warga negara dalam bertindak. Oleh sebab itu,
setiap aktivitas warga negara telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas
mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan keberagaman yang luar biasa.
Suku, ras, adat, bahasa, agama, serta budayanya beragam. Dari keberagaman
itu, harus ada suatu aturan yang disepakati bersama dan bersifat mengi kat
agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan penuh keharmonisan. Aturan
tersebut dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti RT/R W, desa/kelurahan,
kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga negara.

Pada bagian di bawah ini, kalian akan mempelajari pengertian
tata urutan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan
peraturan perundang-undangan, implementasi peraturan perundang-
undangan di Indonesia, dan komitmen penerapan tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Apakah kalian semua sudah siap untuk
mempelajarinya? Mari kita pelajari satu persatu secara bersama-sama, ya!

B. Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan

Pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari aturan dan norma dalam
bernegara. Kalian juga sudah bersama-sama mempelajari aturan atau tata
tertib yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kali ini, kita pelajari tata urutan yang ada di negara kita, ya. Bicara soal
tata urutan perundang-undangan, pada dasarnya terdapat “dua golongan

aturan”, yakni yang bersifat superior (lebih tinggi) dan yang bersi fat inferior
(lebih rendah). Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang
lebih tinggi.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya
memiliki aturan. Sebagaimana terdapat di Pasal 1 ayat (3) dalam UUD NRI
Tahun 1945, disebutkan, "Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, negara
Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan.
Adanya urutan peraturan perundang-undangan berarti setiap peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau
berurutan (hierarkis) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem
hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan
disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 9
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi

a) UUD NRI Tahun 1945;

b) Ketetapan MPR (Tap MPR);

¢) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu);

d) Peraturan Pemerintah (PP);

e) Peraturan Presiden (Perpres);

f)  Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Untuk mempermudah kalian dalam memahaminya, tata urutan tersebut
digambarkan dengan piramida tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan
piramida tersebut, UUD NRI Tahun 1945 merupakan piramida di bag ian
paling atas. Selanjutnya, terdapat undang-undang, peraturan pemerintah,
dan peraturan presiden di bagian bawahnya. Peraturan daerah provinsi serta
peraturan daerah kabupaten/kota berada di piramida paling bawah.

Piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Nomor 2019 dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun piramida tata urutan peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dilihat gambar berikut.
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Sumber: Diilustrasikan ulang dari Maria Farida Indrati S./Pusdik .MKRI (2021)

Setelah melihat piramida tersebut, apakah kalian semakin paham dengan
tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita? Semoga kalian
semakin paham, ya. Jika belum, cermati kembali piramida tersebut.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pemerintah pusat
maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat
dalam Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kejelasan tujuan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin

dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila

dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang.
3) Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi
muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya.
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4)

5)

6)

7

Dapat dilaksanakan

Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitas-
Q\D GL PDV\DUDNDW VHFDUD 40RVR4V VRVLRORJLYV

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta ber-

manfaat untuk mengatur warga.

Kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis

seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum.

Keterbukaan

Transparan di setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan/penetapan, hingga tahap pengundangan.

Demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia. Selain itu, dengan memahami tata urutan peraturan perundang-

undangan dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang

tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lainnya. Sekarang, kalian

sudah semakin paham tentang asas dan tata urutan peraturan perundang-

undangan yang ada di negara kita, bukan?

Coba kalian buat ulang piramida tata urutan
peraturan perundang-undangan di atas agar
kalian lebih memahaminya. Kalian dapat
menggambar atau mempresentasikannya dalam
bentuk lain.

Sebagai contoh, lihatlah yang dilakukan
oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH), Fakultas
llmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta di
samping.

Gambar 3.7 4=,84/,:
#,2,:$=@7?,9: 0=,7@=,9:
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Sumber: Fishipol Universitas Negeri
Yogyakarta (2019)
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Sekarang, buatlah tata urutan peraturan perundang-undangan
di negara kita dengan bagus dan sekreatif mungkin. Tujuan tugas ini
adalah mendapatkan proses transfer pengetahuan yang lebih mendalam.
Dengan membuat sendiri, kalian akan semakin paham dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan di negara kita. Selamat berkreasi.

C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan

Seperti yang telah sama-sama kita pelajari, tata urutan peraturan perund ang-
undangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Jika melihat tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk
piramida di atas, UUD NRI Tahun 1945 berada di kotak piramida pali ng atas.
Oleh karena itu, pembentukan semua aturan hukum yang ada di Indonesia
harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

Berikut ini, kalian akan bersama-sama mempelajari satu per satu tata
urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Penjelasan
singkat dari masing-masing tata urutan peraturan disajikan di bawah ini.

1. UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 194  5)
merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945.

Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami peru bahan
beberapa kali melalui amendemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan
2002. Namun, esensi dari isi UUD tersebut tidak diubah sebagai turunan dari
nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu artinya, UUD NRI Tahun 1945 merupakan
perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan
utama dalam penyusunan perundang-undangan.
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Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa
kesepakatan mendasar yang dipertahankan, antara lain pembukaan uuD
NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah; bentuk negara adalah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; menegaskan sistem pemerintahan presidensial;
penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasal-
pasal; serta melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya
melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

Adapun bab-bab yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain Bentuk
dan Kedaulatan; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kekuasaan Pemerintahan
Negara; Kementerian Negara; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat;
Dewan Perwakilan Daerah; Pemilihan Umum; Hal Keuangan; Badan Pemeriksa
Keuangan; serta Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat juga bab-bab dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Wilay ah
Negara; Warga Negara dan Penduduk; Hak Asasi Manusia; Agama; Pertahanan
dan Keamanan Negara; Pendidikan dan Kebudayaan; Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial; Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; Lagu
Kebangsaan; serta Perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan MPR (TAP MPR)

Selain UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan
mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan
rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan
MPR (TAP MPR) merupakan aturan hukum kedua setelah UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat
oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Hal itu ditegaskan dalam UU No. 15/2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korup  si,
Kolusi, dan Nepotisme.
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Ayo, Mengamati

Buatlah kelompok kecil. Tiap kelompok berisi masing-masing lima o rang.
Lalu cari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Cob a
cermati Ketetapan MPR tersebut. Menurut kalian, mengapa dalam
penyelenggaraan negara harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ?
Sampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas.

3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu)

Jika ingin masuk ke dalam rumah, apa yang kita butuhkan? Jawabannya adalah
kunci. Ya, dengan kunci yang ada, kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut.
Nah, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR bisa dikatakan sebagai kunci,
tetapi itu hanyalah kunci untuk bisa masuk ke ruang utama saja. Namun, jika
rumahnya memiliki banyak kamar, tentu kita tidak bisa masuk menggunakan
kunci utama tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan kunci-kunci yang lain.

Sebagai "kunci ruang utama”, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR
perlu didukung dengan berbagai undang-undang yang menjadi ketentuan
hukum di berbagai bidang. UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasarnya, sedang kan
undang-undang menjadi penjabaran atau pengaturan lebih rinci dari isi uuD
NRI Tahun 1945 tersebut.

Undang-undang dibuat supaya bisa mengatur semua bidang dengan
lebih rinci. Akan tetapi, karena banyaknya tantangan dalam menjalankan
undang-undang, sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika hal
tersebut terjadi atau karena adanya kepentingan umum yang lebih mendes ak,
pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu).

a. Undang-Undang (UU)

Perlu kalian semua ketahui, ternyata sebagai anak, kalian mendapatkan
perlindungan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung an
Anak. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) mengatur perlindungan anak dari
tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan
pendidikan.
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Penyusunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut didasari ol eh
UUD NRI Tahun 1945 di Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Di Pasal 28  (d)
UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”

Sebagaimana telah kita bahas di atas, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan
MPR merupakan dasar dari setiap penyusunan undang-undang. Oleh karena
itu, penyusunan undang-undang perlindungan anak di atas didasari juga oleh
UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum menjadi Undang-Undang, ternyata terdapat tahapan atau proses
dalam penyusunannya. UU diawali dengan pembuatan Rancangan Undang-
Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya diajukan
kepada presiden. Tahap berikutnya, presiden menugasi menteri bidang
terkait untuk melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Setelah terjadi
kata sepakat antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh menterinya, RUU
tersebut disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang (UU).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kalian bisa mencermati
proses pembentukan RUU menjadi 88 VHSHUWL GL LQIRJUD4V EHULN X\

,7,8:3,7:1%$8%:
tidak disahkan
dalam waktu
73:3,=47:1%%:
tersebut sah
Mendapat menjadi UU
Dapat DPR persetujuan bersama dan wajib
mengajukan diundangkan
1$$:D,92:
sesuai dengan '\:::;22225 1$$:/4-,3,>: Presiden L
kewenangannya sl U :703: 1:/,9: Berhak Mengesahkan
A ,>,7:p3:«’;‘ :0>4/09:@9<?_@ mengajukan 5 uu
menda.pat 18 S A >, 7:p3:«-=-A
Ikut membahas persetujuan B
dan memberikan <€ 922:7.: bersama A > 70 i«flm-A
ertimbangan berhak
’?7r>1!$g$3D,921 mengajukan Tidak mendapat #4/,6:-:703:
sesuai dengan @>@r: !,$ B persetujuan bersama Ll
kewenangannya NEESEAI g > Iagl_ dalam
A >, 7 t«pu----A perS|danl?an
masa itu

Gambar3.8 =:>0>: 08-09?@6,9:!$$:U095,/4:
Sumber: Sosialisasi MPR (2012)
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Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak ada lembaga negara di
Indonesia yang bisa membuat Undang-Undang. Hanya saja, selain DPR,
RUU juga bisa diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan DPR.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak bisa membuat undang-undang.
Namun, mereka bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah serta
memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU terkait APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.

Ketika mengajukan RUU, DPD mengajukannya secara tertulis kepada
DPR. Kemudian DPR membahas RUU tersebut. Bila RUU disetujui, DPR lalu
memproses RUU tersebut bersama dengan pemerintah sampai menjad i
Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Penyusunan Undang-Undang melalui beberapa tahapan mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Karena tahapannya panjang, penyusunan undang-undang secara otomatis
juga membutuhkan waktu yang lama. Padahal, ada situasi mendesak yang
harus diselesaikan, tetapi belum ada aturan hukumnya. Salah satu contohny a
terdapat dalam penanganan meningkatnya tindak kejahatan seksual terhadap
anak-anak.

Gambar39 ,8;,9D0:/,8,4:D,92:/47,6@6,9::703:,9,6°,9,6

Sumber: Aditya Pradana Putra/kalteng.antaranews.com (2023)
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Kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam dan membahayakan
jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta
mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban
masyarakat banyak terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016
telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 t entang
Perlindungan Anak.

Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Presiden dalam keadaan yang memaksa. Kondisi memaksa merupakan keadaan
yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu
kebijakan pemerintah. Kedudukan Perppu setara dengan Undang-Undang dan
memiliki muatan materi yang sama dengan UU.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan menyangkut Perppu dimuat pada
Pasal 11. Tiga ayat di pasal tersebut menyebutkan bahwa

a) dalam halihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;

b) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut; dan

c) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.

Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Perppu, salah satunya yaitu

Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, pemeri ntah
juga telah mengeluarkan beberapa Perppu lain. Perppu juga bisa digu nakan
oleh pemerintah untuk menangani berbagai situasi darurat yang memer lukan
penanganan segera, seperti penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 yang lal u.
Coba kalian cari dan cermati Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindung an

Anak. Menurut kalian, apakah Perppu tersebut sudah bisa menjawab
masalah tindak kejahatan seksual terhadap anak? Coba buat kelompok
dan diskusikan. Setelah itu, presentasikan di depan kelas.
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4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

Kalian masih ingat dengan piramida tata urutan perundang-undangan yang
pernah dibuat? Coba amati lagi piramida tersebut. Pada piramida tata urutan
peraturan perundang-undangan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menempati
bagian yang paling atas, sedangkan seluruh Undang-Undang serta Perppu
menempati bagian-bagian yang ada di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 serta
seluruh UU yang ada tersebut masih harus dilengkapi dengan bagian dari
piramida-piramida yang lain, yakni Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan
Presiden (Perpres).

Fungsi PP adalah menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang
telah diatur dalam Undang-Undang. lbaratnya, PP seperti buku panduan dari
penggunaan produk elektronik. Secara umum, pasti sudah ada keterangan
tentang produk tersebut, tetapi masih diperlukan petunjuk teknis y ang lebih
rinci. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam menggunakan produk
tersebut. PP hanya akan dikeluarkan jika sudah ada Undang-Undangnya.
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu Undang-Undang yang sudah
ada. Adanya PP akan membuat pelaksanaan Undang-Undang menjadi lebih
lengkap.

Peraturan Presiden (Perpres) bisa dikeluarkan dengan tidak berkaitan
dengan apa pun untuk melaksanakan Undang-Undang yang ada, tetapi bisa
dikeluarkan dari kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1
Nomor 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.

a. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2). Terdapat tiga tahap
untuk pembuatan PP. Pertama, tahap perencanaan rancangan PP yang
disiapkan kementerian atau lembaga pemerintah lain sesuai bidang terkait
Kedua, tahap penyusunan oleh panitia antarkementerian atau lembaga

88 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VI



pemerintah tersebut. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP oleh
Presiden.

Salah satu contohnya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register
Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Hadirnya PP ini diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pengelolaan
dan pelestarian cagar budaya di Indonesia.

b. Peraturan Presiden (Perpres)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses
penyusunan Perpres mengikuti beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
penyusunan rancangan Perpres melalui pembentukan panitia antarlembaga,
baik kementerian maupun bukan kementerian terkait. Selanjutnya adalah
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum.

Bersama dengan Perpres, terdapat juga Keputusan Presiden (Keppres )
yang juga dibuat oleh Presiden. Pemberlakuan Keppres adalah untuk su bjek
(khusus) yang diterangkan pada Keppres tersebut saja, sedangkan Perpre S
adalah untuk semua orang (umum).

Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang diterbitkan
oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan
pemerintahan. Perpres bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih
rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan Presiden sebelumnya. Perpres berfungsi sebagai aturan hu kum
yang memberikan petunjuk dalam tindakan administratif, mengatur struktur
pemerintahan, dan mengatur prosedur tertentu dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah.

Di sisi lain, Keputusan Presiden (Keppres) merupakan keputusan yang
diambil oleh Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan. Keppres berlaku sebagai instrumen hukum
yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek,
seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan
keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan.
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Salah satu contohnya adalah Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gu gus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Contoh Perpres adalah Perpres
Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan
Terhadap Anak.

Ayo, Menganalisis

Coba kalian cari Perpres No. 101/2022 tentang Strategi Nasional
Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Setelah itu, coba kalian analisis.
Sebagai generasi muda, kira-kira apakah Perpres tersebut sudah sesu ai
dengan yang kalian harapkan? Apakah ada hal-hal lain yang kalian
anggap masih kurang? Coba kalian analisis dan sampaikan hasil analisis
tersebut di depan kelas.

5. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota

Indonesia kini memiliki 38 provinsi setelah sebelumnya pemeri ntah menyetujui
penambahan 4 (empat) provinsi baru, yaitu provinsi Papua Selatan, Papua
Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan banyaknya provinsi
yang ada, tentu juga menyimpan banyak potensi, budaya, dan sumber daya alam.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya tersebut,
pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya masing-masing meskipun
Indonesia bukan negara serikat, melainkan negara kesatuan, yakni Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Jika di negara serikat, daerah berhak membuat peraturan sendiri di | uar
hal-hal yang diatur secara nasional. Akan tetapi, pada negara kesatuan sepert i
Indonesia, peraturan- peraturan daerah tetap harus merujuk pada Undang-
Undang yang berlaku secara nasional.

a. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Apakah kalian sudah pernah bepergian ke Yogyakarta? Mungkin sebagian

dari kalian sudah pernah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu
provinsi termaju kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta berdasarkan | ndeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis BPS tahun 2021.
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Mengapa Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya? Salah
satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY. Tentu bukan karena peraturan itu saja,
tetapi karena didukung oleh masyarakat Yogyakarta dan oleh pihak-pihak
terkait.

Contoh lain adalah Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Perikanan. Maluku merupakan provinsi yang kaya dengan
potensi perikanannya. Penangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya laut
lainnya menjadi pemasukan bagi perekonomian masyarakat Maluku.

Perda yang dikeluarkan oleh Pemda DIY Yogyakarta dan Pemda Maluku
merupakan peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Penyusunan
Perda harus berpegang pada aturan serta tidak diperbolehkan bertentang an
dengan peraturan-peraturan yang berada di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, proses menyusun
Perda dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD
Provinsi atau gubernur. Jika DPRD Provinsi yang membuatnya, DPRD
Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis atau
sebaliknya. Selanjutnya, kedua belah pihak membahas rancangan tersebut
secara bersama. Ketika telah disetujui, gubernur mengesahkan rancangan
tersebut menjadi Perda Provinsi. Nah, agar kalian mendapatkan gambaran
mengenai terbitnya Perda, coba cermati alur penerbitan Perda di bawah ini.

PERDA

Alur Penerbitan Sebuah Perda

Perencanaan dan
Penyusunan

Pengesahan dan
Pengundangan

Pembahasan Penyebarluasan

,GHQWL4NDVL Membahas draf Raperda yang Pemda wajib

isu, masalah, Raperda dan telah disetujui menyebarluaskan

pembuatan naskah naskah akademis dan disahkan oleh Raperda yang telah

akademis, dan draf melalui rapat kerja, bagian hukum dibentuk, agar

Raperda. hearing publik, diundangkan oleh dapat diketahui
kunjungan kerja, Sekretaris Daerah dan mengikat di
dan sebagainya. setelah ditanda- masyarakat.

tangani oleh Kepala
Daerah.

Gambar3.10 7@=: 090=-4?,9:>0-@,3: 0=,?7@=,9: ,0=,3:« 0=/,~
Sumber: Pusdiklat Pemda (2019)
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b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Terdapat 440 kabupaten dan 100 kota yang tersebar di 38 provinsi y ang ada
di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah
kabupaten/kota paling banyak, yakni 29 kabupaten dan 9 kota.

Luasnya wilayah tersebut menyebabkan kabupaten/kota membutuhkan
dasar hukum guna mengatur wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu,
pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerahnya masing-masing.
Setiap kabupaten/kota memiliki peraturan yang berbeda-beda, tergantung
kebutuhan daerahnya.

Salah satu contohnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor
8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Perda ini memberikan perlindungan
dan kesempatan untuk memperkuat keberadaan dan mendorong peran serta
masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di
Kabupaten Jayapura. Inti dari Perda ini adalah untuk penguatan lembaga adat
serta peningkatan partisipasi masyarakat adat.

Contoh lainnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun
2012-2025. Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan
daerah selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan. Oleh karena
itu, Pemkot Bandung merasa perlu membuat Perda yang mengatur sektor
pariwisata. Nah, apakah kalian pernah berwisata ke Bandung? Bagi yang
sudah, bagaimana Kota Bandung menurut kalian?

Semua Perda kabupaten/kota harus dibuat dengan merujuk dan tidak
boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sebagaimana Perda Provinsi,
Perda kabupaten/kota juga dapat diusulkan oleh DPRD maupun bupati/wali
kota dalam bentuk rancangan tertulis. Lalu, rancangan Perda tersebut dibahas
oleh DPRD dengan pemerintah daerah. Jika sudah sepakat, bupati/wali ko ta
akan mengesahkan rancangan itu menjadi Perda.

-~

Setelah kalian mengetahui Perda kabupaten/kota, sekarang coba kalian
cari tentang Perda kabupaten/kota yang ada di tempat kalian tinggal!
Kemudian, diskusikanlah dengan anggota kelompok! Berdasarkan
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pengamatan kalian, apakah perda yang kalian jadikan bahan diskusi
tersebut sudah efektif? Setelah selesai diskusi, presentasikan di depan
kelas, ya!

D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kalian sudah belajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan
yang ada di negeri kita. Harapannya, ketika membaca bagian ini, kalian sudah
paham mengenai tata urutan peraturan perundangan. Jika belum paham,
coba kalian baca kembali tulisan di atas dan cermati piramida tata urutan
peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat.

Kalian perlu tahu bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di
tanah air memiliki prinsip, yaitu undang-undang yang ada di tingkat bawah
tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sebagai
contoh, tidak boleh ada peraturan di tingkat kabupaten yang bertentangan
dengan peraturan di tingkat provinsi.

Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut?
Implementasi dilakukan melalui beberapa tahapan dan dilakukan oleh
lembaga yang bertanggung jawab. Nah, di bawah ini merupakan tahapan serta
lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan per undang-
undangan di tanah air.

1) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa
tahapan, mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR,
pengesahan, hingga pengundangan oleh presiden.

2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan
perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya
adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut
dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna
melaksanakan tugas dari UU tersebut.

3) Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-undang ada di DPR dan DPD melalui fungsi
pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang
melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan
peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui
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saluran-saluran lembaga yang tersedia, seperti DPR, DPD, pengadilan,
Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman.

4) Penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh kepolisian,
hakim, jaksa, dan pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak hanya
dilakukan oleh instansi tersebut, tetapi ada juga lembaga pemasyarakatan,
advokat, dan lembaga lain. Penegakan hukum merupakan suatu proses
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan
menjalankan aturan hukum yang berlaku.

5) Sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggar
peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat
berupa denda, pidana, atau sanksi administratif.

Demikianlah implementasi peraturan peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Mari kita kaitkan dengan implementasi di lingkungan sekolah.
Sekolah membuat tata tertib dan mengadakan sosialisasi kepada peserta didik
dan orang tua mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada di sekolah.
Di rumah, orang tua bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya
mengenai peraturan yang berlaku di rumah. Orang tua juga memberikan
teladan dalam mematuhi peraturan yang ada di rumah. Selain itu, masyarakat
juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak
supaya tidak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

E. Komitmen Penerapan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tata
cara penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan konsolidasi peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Berikut komitmen penerapan tata urutan
peraturan perundang-undangan tersebut.

1) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara
terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan
tidak ada tumpang tindih antarperaturan.

2) Penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif d engan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat,
akademisi, serta praktisi.
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3) Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala.
Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-
undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman
dan kebutuhan masyarakat.

4) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan
perundang-undangan haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa
pandang bulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan
memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Demikianlah poin-poin komitmen kita bersama dalam mematuhi
peraturan perundang-undangan yang ada di tanah air. Dengan kita mematuhi
semua peraturan perundang-undangan, pasti akan tercipta ketertiban bersama.

Sebagai warga negara, kalian juga harus memiliki komitmen terhadap
penerapan aturan yang ada di rumah, sekolah, lingkungan, bangsa, dan
negara. Komitmen kalian dapat berupa turut serta dalam penyusunan aturan,
analisis terhadap aturan yang ada, serta pengawasan terhadap aturan atau
tata tertib yang ada.

-~

Buatlah kelompok masing-masing beranggotakan minimal lima orang.
Coba amati aturan- aturan yang ada, mulai dari lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat, hingga negara. Dari peraturan yang ada tersebut,
coba kalian kritisi, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan
atau belum. Setelah selesai, presentasikanlah di depan kelas. Selamat
mengerjakan.

Tabel 3.3 /09?4 6,>4: 0=,?7@=Y92 0=/,2

No. | Nama peraturan/perda/UU
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Akhirnya, kalian sudah sampai pada akhir pembahasan bab 3 yang
membahas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa
kalian harus mengetahui tata urutan perundang-undangan tersebut? karena
dengan mengetahui tata urutan tersebut, kalian menjadi paham bahwa
peraturan dibuat dengan dasar. Dasar utama dalam penyusunan Undang-
Undang adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Penyusunan
peraturan yang ada di bawahnya, seperti penyusunan Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan daerah provinsi
(Perda provinsi), hingga peraturan daerah kabupaten/kota (Perda kabupaten/
kota), tidak boleh bertentangan satu sama lain karena dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur mengenai tata urutan atau hierarki nya.

Begitu juga dengan aturan- aturan yang ada di rumah, sekolah, dan
masyarakat. Semuanya itu ada aturan dan tata urutannya. Mulai lingkup kecil
sampai besar yang saling melengkapi. Jadi, dengan kalian menaati semua
aturan yang ada, sebagai generasi muda kalian bisa berpartisipasi dalam
menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Semua itu demi masa depan
Indonesia yang lebih baik.

Uji Kompetensi

A. Pilinlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberik an
tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

1. Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari car a
berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi
yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika
sekolah menerapkan tata tertib dengan ....

A, adil

B. mandiri
C. pesanan
D. tekanan

2. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan
kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan
tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
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musyawarah
demonstrasi

surat kaleng

o 0o w >

petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut,
tata urutan yang tepat adalah ....

A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-
undang, Peraturan Daerah

B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah

C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah

D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda)
dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari
pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....

A. Undang-Undang

B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Surat Keputusan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat
persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, sert a
bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ....

A. kejelasan tujuan

B. kejelasan rumusan
C. organ pembentuk
D. kesesuaian

Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan
suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu
kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
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Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Presiden (Perpres)

o o w »

Keputusan Presiden (Keppres)

Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat
mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan
daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan
tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah ....

A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan
pengundangan, penyebarluasan

B. perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan,
penyebarluasan, pembahasan

C. pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan
penyusunan, penyebarluasan

D. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan
pengundangan, dan penyerbarluasan

Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan.

1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap
warga.

2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam
bermasyarakat.

3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu
dan semua lapisan masyarakat.

4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara
tertentu saja.

Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan
ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2),dan (4)
B. (1), (2),dan (3)
C. (1), (2),dan (4)
D. (2),(3), dan (4)
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10.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Membersihkan tempat tidur

2) Menghormati semua anggota keluarga

3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah

Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah
ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2),dan (3)

B. (1), (2),dan (4)

C. (1), (3),dan (4)

D. (2),(3),dan (4)

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancang an
Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri

3) Mahkamah Konstitusi (MK)

4) Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara
lain ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), dan (2)
B. (1),dan (3)
C. (2),dan (4)
D. (3),dan (4)

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

Terdapat hirarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Coba
sebutkan tata urutannya beserta dengan penjelasan singkat dari masing-
masing peraturan perundang-undangan tersebut!
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2. Dalam situasi yang genting seperti situasi pandemi Covid-19 , pemerintah
dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut kalian, mengapa pemerintah
harus mengeluarkan Perppu? Apakah tidak cukup dengan adanya UU saja?

3. Setiap peraturan pasti ada dasar hukum/undang-undang yang dijadikan
rujukan serta tidak boleh dilanggar. Jika kita melihat piramida tata u rutan
peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat, landasan dasar
apa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

tersebut?

4. Data dari Kemenkumham menyebutkan bahwa per 18 Agustus 2022,
Indonesia memiliki 42.161 peraturan. Adapun jumlahnya terdiri dari
17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan
lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat.
%HUGDVDUNDQ GDWD WHUVHEXW FRED NDOLDQ EXDW GD
sertakan juga analisis atau penjelasan singkat di bagian bawahnya.
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5. Adanya aturan atau tata tertib, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan/
masyarakat, maupun negara dibuat agar tercipta kedamaian, kedisiplinan,
dan ketertiban bersama. Hal tersebut akan terwujud jika kita sebagai
warga negara patuh terhadap aturan atau tata tertib yang ada tersebut.
Sebagai generasi penerus, apa yang akan kalian lakukan dalam upaya
terciptanya tujuan-tujuan tersebut?

‘ Pengayaan

Agar dapat lebih memahami proses Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi
Undang-Undang (UU), kalian bisa simak video melalui tautan di bawabh ini.

Judul:

Begini Proses Pembentukan Undang-undang

https://buku.kemdikbud.go.id/s/PDFPPUU

Sumber: CNN Indonesia/YouTube
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Selain melihat tayangan video di atas, kalian juga bisa mencari informas i
lebih lanjut di YouTube dengan kata kunci antara lain: tata urutan peratu ran
perundang-undangan, tahapan membuat UU, tahapan membuat peraturan
daerah, dan seterusnya.

1. Setelah kalian mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan
di atas, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Mengapa harus
ada tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut? Seberapa
penting tata urutan tersebut?

2. Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari
bab 3 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya
pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian
setelah mempelajari bab ini?

3. Berikanlahtandacentang ( ) pada salah satu gambar yang dapat mewakili

perasaan kalian selama mempelajari materi ini!
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Bab 4

Melestarikan Budaya
Bangsaku

Q Apakah kalian mengenal tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah
kalian? Apa saja tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian?




Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kalian akan diajak mempelajari dan memahami pentingnya
pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan
identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Kalian juga akan diajak mengenali
budaya nasional yang terbentuk dari kearifan lokal dan budaya daerah
sebagai alat pemersatu bangsa.

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami
pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk
mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa, serta memahami
budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa.

E tradisi E budaya

E kearifan lokal E pelestarian
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Peta Konsep

Pelestarian Budaya
di Keluargaku

Pelestarian Budaya

T

Pelestarian Tradisi, di Sekolahku )
Kearifan Lokal, dan
Budaya Nasional I

Pelestarian Budaya
di Daerahku

I

Pelestarian Budaya

e

di Negeriku

Budaya Nasional
sebagai Alat
Pemersatu Bangsa

Melestarikan
Budaya
Bangsaku

Budaya Nasional
sebagai Identitas dan
Jati Diri Bangsa
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Pudarkah Jati Diri Bangsaku?

Seorang warga negara Indonesia pulang ke Indonesia setelah sekian
lama menetap di Australia. Namun, saat kembali ke Indonesia, ia
tercengang. la mendapati banyak yang pudar dari negerinya. la
merasa seperti tidak berada di Indonesia. la tidak menemukan jati

diri dan budaya bangsa Indonesia yang selama ini dikenalnya.

Saat ke pusat perbelanjaan atau pusat keramaian lainnya, ia
mendapati para remaja yang lebih mencirikan remaja mancanegara
dari segi berpakaian, gaya rambut, tutur kata, dan tingkah lakunya.

.HWLND PHQXMX ELRVNRS LD PHQ\DNVLNDQ 40P 40P
OHELK GRPLQDQ 40P 40P OXDU QHJHUL \DQJ NRQWHOQ(
dengan kearifan dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung
WLQJJL QLODL UHOLJLRVLWDY .DODXSXQ DGD 40P OF
diangkat di dalamnya sering kali tidak mencerminkan nilai luhur
budaya Indonesia.

7LGDN DGD ODJL 40P ORNDO \DQJ PHQXQMXNNDQ QLO|
UDPDK WDPDK NHNHOXDUJDDQ JRWRQJ UR\RQJ 1\DQJ
GLUL EDQJVD ,QGRQHVLD -DUDQJ SXOD GLWHPXNDQ 40
yang mengangkat nilai kepahlawanan dan patriotisme para pejuang
bangsa ini.

Ketika mencari makanan, ia pun kaget dengan menjamurnya
rumah makan cepat saji waralaba asing. “Apakah cita rasa lidah
orang Indonesia sudah berubah?” gumamnya. Padahal, Indonesia
kaya akan ragam masakan cita rasa khas kuliner Nusantara.

Hal yang paling membuatnya kecewa adalah ketika mendapati
perilaku remaja dan pemuda bangsa ini semakin kehilangan sopan
santun dan tata krama ciri khas jati diri bangsa Indonesia sejak
dahulu.

Sebagai gambaran budaya sopan santun yang menjadi jati diri
bangsa Indonesia, kalian bisa saksikan tautan video https://buku.
kemdikbud.go.id/s/YTUSS. Bila ada kendala untuk mengakses tautan
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ataumemindai QR Codeg cerita di atas sudah cukup
memberikan gambaran fenomena pergeseran
budaya di kalangan remaja masa kini.

PINDAI AKU

Sumber: TIMNAS TV/YouTube

Ayo, Berdiskusi

Setelah kalian membaca cerita dan menonton tautan video tersebut,
apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengenal tradisi, kearifan
lokal, dan budaya di sekitar kalian? Apa pentingnya melestarikan tradisi,
kearifan lokal, dan budaya daerah kalian? Bagaimana cara kalian untuk
melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah kalian? Tuliskan
pendapat kalian pada tabel di bawah ini. Kemudian, kalian diskusikan
bersama teman sebangku kalian.

Tabel 4.1 Pentingnya Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Daerah

Apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengenal tradisi, kearifan lokal,
dan budaya di sekitar kalian?

Apa pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah
kalian?
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Bagaimana cara kalian untuk melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan
budaya daerah kalian?

A. Pelestarian Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya
Nasional

Apakah kalian pernah bermain permainan tradisional, seperti gobak sodor,
bola bekel, congklak, egrang, atau menyanyikan tembang seperti macapat,
lohidu, dan batanghari sembilan? Tahukah kalian permainan dan tembang
tradisional merupakan bagian dari budaya? Lantas, apa itu budaya?

Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah
yang merupakan bentuk plural dari buddhi \DQJ EHUDUWL KDO KDO \DQJ
hubungan dengan akal budi manusia. Secara sederhana, budaya dapat
GLGH4QLVLNDQ VHEDJDL KDO KDO \DQJ PHUXSDNDI KDVLO N
dalam berbagai aspek kehidupan.

6HWLDS PDV\DUDNDW PHPLOLNL QLODL QLODLLARIQXU \DQJ
dalam bentuk budaya. Budaya tersebut kemudian diwariskan menjadi tradi si
VHFDUD WXUXQ P Hludayaintgrupdké&hlwarisan berharga dari nenek
moyang kita yang harus dijaga.

Sebagai analogi, apakah kalian memiliki barang yang sangat berharga bagi
kalian? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna tentang barang tersebut
atau karena merupakan pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian
harus menyimpan barang itu dengan baik, bukan? Kalian harus menjaganya
agar tidak rusak atau hilang. Jika rusak, apalagi hilang, pasti hilang pula
pengalaman berkesan dan maknanya.

Misalnya, seorang anak perempuan diberi hadiah kalung indah oleh
ibunya. Pasti ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung
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adalah benda berharga, tetapi makna yang terkandung dalam pemberian itu
jauh lebih bernilai. Inilah yang membuat dia terus menjaganya.

Demikian pula dengan budaya. Budaya merupakan warisan nenek moyang
kita. Banyak nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tradisi, kearifan lokal,
dan budaya merupakan identitas kita sebagai pribadi, sosial, dan bangsa. Ole h
karena itu, sudah semestinya kita menjaga dan melestarikannya agar tidak
punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Mari kita mulai dari
lingkungan keluarga.

1. Pelestarian Budaya di Keluargaku

Kalian tentu tahu asal daerah ayah dan ibu kalian? Misalnya, ayah berasal dari
Makassar, sedangkan ibu berasal dari Yogyakarta. Namun, apakah kalian juga
tahu kearifan lokal dan budaya Makassar dan Yogyakarta yang merupakan
daerah asal ayah dan ibu kalian?

Ayo, Mewawancarai

Jika belum mengetahuinya, kalian dapat bertanya langsung kepada
ayah dan ibu kalian seputar kearifan lokal dan budaya asal usulnya.
Agar memahami lebih dalam, kalian juga dapat bertanya tentang makna
dibalik kearifan lokal dan budaya tersebut. Nah, coba kalian tuliskan
hasilnya dalam tabel berikut berikut ini.

Tabel 4.2 Kearifan Lokal dan Budaya Daerah serta Maknanya

Ayah

lbu
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6HODQMXWQ\D LGHQW kdaxfanidka @al bDdaya N tah
ayah dan ibu kalian masih dilestarikan di lingkungan keluarga kalian?
Misalnya, bahasa daerah. Apakah kalian bisa berbahasa daerah ayah atau
ibu kalian sebagai bahasa ibu? Misalnya, jika ayah kalian berasal dari
Makassar, apakah kalian bisa berbahasa Bugis? Jika ibu kalian berasal
dari Yogyakarta, apakah kalian bisa berbahasa Jawa?

Gambar 4.1 Festival bahasa ibu merupakan upaya melestarikan bahasa ibu sebagai bagian
dari kekayaan budaya nasional.

Sumber: Nano Sumarno/sukoharjonews.com (2022)

Saat ini, bahasa ibu semakin sedikit diajarkan kepada generasi penerus
NHOXDUJD 3DGDKDO PHQXUXW 3DVDO D\DW GDQ
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara
menjamin masyarakat memelihara dan mengembangkan budayanya dan
bahasa daerah termasuk dari budaya yang harus dilestarikan.

Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah  sebagai kekayaan
budaya nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus senantiasa menjunjung
tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari beragam suku bangs a
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dengan ragam bahasa daerahnya, penting untuk melestarikan bahasa daerah
sebagai bahasa ibu yang mencerminkan khazanah budaya nasional.

Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan bahasa
ibu adalah dengan membiasakan diri berbahasa ibu di lingkungan keluarga
kalian. Selain itu, kalian juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa
GDHUDK GHQJDQ WHPDQ WHPDQ NDOLDQ \DQJ EHUDVDO
GDODP SHUJDXODQ VHKDUL KDUL

2. Pelestarian Budaya di Sekolahku

Setelah membahas pelestarian budaya di keluarga, apakah kalian memahami

dan menyadari pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya
daerah? Agar kalian lebih memahami lagi, kali ini kita akan mempelajari
pelestarian budaya di sekolah.

$SDNDK NDOLDQ SHUQDK EHUWDQ\D NHSDGD WHPDQ WH
mereka? Ya, mungkin beberapa dari teman kalian berasal dari daerah yang
berbeda sehingga mereka memiliki budaya yang berbeda pula dengan kal ian.
Perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah, tetapi sebagai pemersat u kelas
kalian yang menggambarkan keberagaman yang harus dijaga dalam persatuan
sebagaimana terdapat pada sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”.

Ayo, Berdiskusi

Bentuklah kelompok yang terdiri dari empat sampai enam orang!
Ceritakanlah tentang kearifan lokal dan budaya daerah kalian serta upaya
melestarikannya! Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan.

Setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian jadi mengetahui berbagai
ide untuk melestarikan budaya di sekolah. Nah, untuk melengkapi ide
yang sudah didiskusikan, coba kalian simak ulasan berikut ini.

Sebuah sekolah di Bogor setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan
Olimpiade Humaniora Nusantara. Kegiatan ini berskala nasional karena
pesertanya adalah peserta didik yang berasal dari sekolah di Sumatr a, Jawa,
Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam olimpiade ini, diselenggarakan berbagai

Bab 4 | Melestarikan Budaya Bangsaku 111



perlombaan, seperti opera, dokumentasi budaya, lintas budaya nusantara,
dan festival kuliner Nusantara.

Kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara memang dimaksudkan sebagai
upaya pelestarian budaya kepada para pelajar dari berbagai sekolah. Dalam
kegiatan tersebut, terlihat antusiasme para pelajar menampilkan ragam
EXGD\D GDHUDK PDVLQJ PDVLQJ

Gambar 4.2 Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
meresmikan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara 2019.
Sumber: metropolitan.id (2019)

Pada kegiatan tersebut, dinas pendidikan setempat memberikan dukungan
dengan meresmikan acara Olimpiade Humaniora Nusantara melalui sesi
pembukaan, seperti tampak pada gambar di atas. Ini merupakan kolaborasi
positif dari sekolah dengan dinas pendidikan dalam rangka melestarikan
budaya kepada para pelajar. Bagaimana dengan sekolah kalian?

Bentuklah kelompok terdiri dari empat sampai enam orang.
Kemudian, diskusikanlah bersama temanmu di dalam kelompok, apa
XSD\D XSD\D \DQJ WHODK GLODNXNDQ VHNMR&aEK XQWXN PF
Misalnya, setiap satu hari dalam sebulan, ada kegiatan apresiasi budaya
yang menampilkan aneka permainan tradisional, kuliner nusantara,
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GDQ EHUNRPXQLNDVL GHQJDQ EDKDVD GDHUDK GL VHNF
upaya yang telah atau akan dilakukan sekolah kalian untuk melestarikan
budaya pada tabel berikut, ya!

Tabel 4.3 Upaya Pelestarian Budaya di Lingkungan Sekolahku

Upaya pelestarian budaya di lingkungan sekolahku

3. Pelestarian Budaya di Daerahku

Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan EXGD\D PDVLQJ PDVLQJ 1DP
sayangnya, tidak semua kearifan lokal dan budaya dapat bertahan dan lestari.

Ada beberapa kearifan lokal dan budaya yang mulai memudar, bahkan

terancam punah karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya.

Salah satu contohnya yaitu seni pertunjukan Gambang Semarangan
sebagai identitas budaya masyarakat Semarang, yang mencakup seni musik,
vokal, tari, dan lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam
EHQWXN SHODWLKDQ SHODWLKDQ ROHK 3HPHULQWDK 'DHU
kelestariannya.

Gambar 4.3 Seni pertunjukan Gambang Semarangan gencar
dipentaskan untuk menjaga kelestariannya.

Sumber: Yulizar Farid Firdaus/ein-institute.org (2017)
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Fenomena semakin pudarnya budaya kesenian lokal tidak hanya terjadi
di Semarang, tetapi ada di berbagai daerah di Indonesia. Generasi mu da masa
kini kurang memiliki minat pada seni musik tradisional.

Jika kita melakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini tentang
pengenalan mereka terhadap kearifan lokal dan budaya asal daerahnya,
barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal
saja tidak, bagaimana bisa melestarikan dan memajukan? Agar muncul rasa
tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan kearifan lokal dan
budaya daerah, tentu harus mengenalnya terlebih dahulu.

E;2< 1:3-9-@5<0-:< 1:3501:@

Cobalah kalian amati dan kenali kearifan lokal dan budaya daerah kalian.
Setelah kalian mengamati berbagai kearifan lokal dan budaya daerah,
LGHQWL4 Nbavifa® Dkal dan budaya daerah kalian yang masih
terpelihara dan yang mulai memudar! Tuliskan penjelasan tersebut p ada
tabel berikut!

Tabel 4.4 Kearifan Lokal dan Budaya yang Masih Terpelihara

Kearifan Lokal dan Budaya .
\[o} : : Penjelasan
yang Masih Terpelihara

Tabel 4.5 Kearifan Lokal dan Budaya yang Mulai Memudar

No. Kearifan Loka] dan Budaya Penjelasan
yang Mulai Memudar
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Setelah kalian melakukan aktivitas tersebut, apakah kalian memperoleh
inspirasi bagaimana cara melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya
daerah? Sayang sekali jika tradisi, kearifan lokal, dan budaya kita sampai
punah. Padahal, tradisi, kearifan lokal, dan budaya merupakan warisan
EHUKDUJD GDUL QHQHN PR\DQJ NLWD \DQJ GLODQGDVL QL

Oleh karena itu, kalian harus turut serta menjaga kelestarian tradisi,
kearifan lokal, dan budaya daerah kalian. Mulailah dari hal sederhana
EHUVDPD WHPDQ WHPDQ NDOLDQ GL OLQJNXQJDQ PDV\D!
masyarakat Jawa ada tradisi nyadran . Nyadran berasal dari kata sadran yang
berarti ziarah. Setiap menjelang puasa Ramadan, masyarakat Jawa memiliki
tradisi berziarah ke makam orang tua dan kerabat untuk mendoakan mereka.
6HWHODK LWX GLODQMXWNDQ GHQJDQ DNWIPHQWCHOPIYU VL
dzuhur.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan dan memajukan
kearifan lokal dan budaya daerah adalah dengan melakukan akomodasi budaya
GDHUDK WHUKDGDS XQVXU XQVXU EDUX $NRPRGDVL LQI
substansi makna dari budaya daerah tersebut. Dengan adanya akomodasi
WHUKDGDS XQVXU XQVXU NHEDUXDQ GLKDUDSNDQ JHQHL
mempelajari dan melestarikan kearifan lokal dan budaya daerah.

Akomodasi unsur kebaruan bisa berupa tambahan alat musik kontemporer,
mengombinasikan gerakan taridengan tari kontemporer, atau mengakomodasi
lirik lagunya. Namun demikian, tentu saja akomodasi budaya daerah tidak
boleh dilakukan secara serampangan.

Akomodasi budaya harus dilakukan oleh para pegiat yang ahli dan
PHPDKDPL EHW Xkuddy@ RaéRf tersebut sehingga tidak mengurangi
atau menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, baru
disosialisasikan kepada masyarakat umum secara luas.

Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan terbang gede asal Serang,
Banten. Kesenian ini sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad
NH 0 .LQL VHQL WHUEDQJ JHGH WHO Didapa-ienyanODPL DN
VHQL PDUDZLYV \DQJ EHUNHPEDQJ FXNXS SHVDW DNKLU DN

7LGDN KDQ\D LWX DGDSWDVL MXJD WHUMDGL SDGLEL
digunakan dengan masuknya snare drum, bass drum, jimbe, dan sambal.
Demikianlah penuturan Mistar, pegiat seni terbang gede, dalam sebuah
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wawancara sebagaimana dikutip Rikza Fauzan dan Nashar dari Pendidikan
Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut ini adalah gambar seni
pertunjukan terbang gede.

Gambar 4.4 Seni pertunjukan terbang gede asli Serang, Banten,
mengalami akomodasi budaya dengan memasukkan seni musik marawis.
Sumber: Sony Tumbelaka/AFP PHOTO

Ayo, Mencari Informasi

Lakukanlah penelusuran informasi tentang pentingnya menjaga
kelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Apa hubungannya tradisi,
kearifan lokal, dan budaya dengan pembentukan identitas pribadi, sosial,
dan bangsa? Tulislah dalam bentuk esai, peta pikiran, atau poster sesuai
dengan minat dan kemampuan kalian.

4. Pelestarian Budaya di Negeriku

Setelah kalian mempelajari pelestarian budaya di keluarga, sekolah, d an

GDHUDK NDOLDQ PDVLQJ PDVLQJ DSDNDK NDOLDQ ELVD PHC(
dengan pembentukan budaya nasional? Bangsa Indonesia dibangun di atas

keragaman suku bangsa yang memiliki tradisi, kearifan lokal, dan budaya.

Keragaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya berbagai suku bangsa itulah

yang disebut dengan budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bang sa.
,GHQWLWDV \DQJ EHUEHGD EHGD GDQ EHUDJRPFVWHWD\IL WHW

Dalam hal ini, untuk menjaga kelestarian budaya nasional tersebut bisa
dimulai dari lingkungan keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil
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dalam kehidupan sosial. Dari keluarga meluas ke sekolah, masyarakat, sampai

ke negara. Karena itulah pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya menj adi
perhatian di negeri kita. Bahkan, bukan hanya melestarikan, melainkan juga
memajukan budaya nasional.

Pelestarian lebih bermakna merawat dan mempertahankan, sedangkan
SHPDMXDQ EHUPDNQD PHODNXNDQ butgyd \rasigrabDtelus DJD U
berkembang sehingga keragaman budaya yang kita miliki berdampak pada
meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia melalui industri pariwisata
nasional, memandu pembentukan karakter bangsa, serta memengaruhi
perkembangan peradaban dunia.

Kalian perlu mengetahui bahwa melestarikan dan memajukan kebudayaan
nasional merupakan amanah konstitusi negeri ini yang tercantum pada Pasal

D\DW 8QGDQJ XQGDQJ 'DVDU 1HJDUD 5HSXEWIDN ,QGRQ
NRI Tahun 1945). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Ayat 1; Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia  di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sebagai penerjemahan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut,
pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan
8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ SHPDMXDQ .}t
DGDQ\D XQGDQJ XQGDQJ LQL PDND XSD\D \DQJ PHVWL G|
Indonesia bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan
pemajuan budaya.

Gambar 4.5 Sejumlah anak belajar angklung sebagai
bentuk pelestarian budaya nasional.
Sumber: Kemenparekraf (2021)
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$SD \DQJ GLODNXNDQ DQDN DQDN SDGD JDPEDU GL DWDV
melestarikan dan memajukan budaya nasional. Bagaimana dengan kalian?

Pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional setidaknya tertuang
dalam pasal 1, 4, dan 5. Pasal 1 menyebutkan tentang pengertian kebudayaan,
kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan.

Ayat 1: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkait an dengan cipta, rasa,
karsa, dan hasil karya masyarakat.

Ayat 2: Kebudayaan nasional Indonesia adalah keselur uhan proses dan hasil
interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Ayat 3. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan k etahanan
budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah perad aban dunia melalui
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebud ayaan.

Pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu
PHQJHPEDQJNDQ QL O budagalbarda, O X K X U

memperkaya keberagaman budaya,

memperteguh jati diri bangsa,

memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa,

o~ DN

mencerdaskan kehidupan bangsa,
PHQLQJNDWNDQ FLWUD EDQJVD
PHZXMXGNDQ PDV\DUDNDW PDGDQL

8. meningkatkan kesejahteraan rakyat,

9. melestarikan warisan budaya bangsa, dan

PHPHQJDUXKL DUDK SHUNHPEDQJDQ SHUDGDEDQ GXQLD V
menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 5 menyebutkan tentang objek pemajuan kebudayaan yang meliputi

tradisi lisan,
manuskrip,
adat istiadat,

ritus,

a > 0 nhpoE

pengetahuan tradisional,

WHNQRORJL WUDGLVLRQDO
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VHQL
8. bahasa,
9. permainan rakyat, dan

RODKUDJD WUDGLVLRQDO

8QGDQJ XQGDQJ LQL ODKLU VHEDJDL SHGRPDQ EDJL S
pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan
PHPELQD REMHN REMHN SHPDMXDQ NHEXGD\DDQ \DQJ KLG
tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, upaya yang dilakukan
pemerintah untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional adalah
dengan mendaftarkan budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya dunia
NHSDGD 8QLWHG 1DWLRQV (GXFDWLRQDO 6FLHQWL4F D
(81(6&2 VDODK VDWX EDGDQ GDODP 3HUVHULNDWDQ %D
menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kalian juga bisa berpartisipasi untuk melestarikan dan memajukan
budaya nasional dengan cara mempelajari ragam budaya nasional sesuai
minat dan bakat kalian. Kemudian, promosikanlah budaya nasional tersebut
ke media sosial kalian. Bisa jadi konten yang kalian buat akan dibaca banyak
orang dan memberikan inspirasi. Dengan demikian, kalian telah berpartisipas i
memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan
tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional.

B. Budaya Nasional sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Tahukah kalian tentang batik? Ya, batik merupakan salah satu kekayaan
budaya nasional. Bahkan, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu
warisan budaya dunia asal Indonesia. Hebat, ya!

Nah, tahukah kalian mengapa batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu
warisan budaya dunia? Menurut penjelasan Yulia Ayu, wakil ketua Yayasan
Lasem Heritage, ada tiga alasan batik diakui sebagai warisan budaya dunia.
Pertama, ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi, mulai pe milihan
canting, cara mencanting, motif dan coraknya, sampai pewarnaannya.

Kedua, batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat Jawa. Batik digunakan untuk menggendong bayi,
khitanan atau sunatan, pernikahan, hingga menutup jenazah orang yang
sudah meninggal.

Bab 4 | Melestarikan Budaya Bangsaku 119



Gambar 4.6 Batik merupakan kekayaan budaya nasional yang telah diakui
oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Sumber: Harviyan Perdana/Antara Foto (2020)

.HWLJD EDWLN GLIJXQDNDQ ROHK PDV\DUDNDW ,QGRQHVLI
hari sejak dahulu hingga saat ini. Batik tidak hanya digunakan dalam suasana
nonformal, tetapi juga digunakan dalam suasana formal, seperti pakaian
dinas kantor dan seragam sekolah. Bahkan, batik juga menjadi busana resmi
SHUZDNLODQ EDQJVD ,QGRQHVLD SDGD DFDUD DFDUD LQWHI

Batik tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jawa, tetapi juga dikenakan
oleh masyarakat Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.
Batik setiap daerah di Indonesia memiliki motif, corak, dan makna yang
berbeda sesuai dengan NHDULIDQ ORNDO PDVLQJ PDVLQJ +DO LQL
bahwa batik tidak hanya menjadi budaya nasional, tetapi juga menjadi alat
pemersatu bangsa.

Kita adalah bangsa yang memiliki keragaman suku, tradisi, kearifan
lokal, dan budaya. Melalui tradisi, kearifan lokal, dan budaya itulah, kita
bisa saling mengenal dan memahami satu suku bangsa dengan suku bangsa
lainnya. Misalnya, kalian berasal dari suku Minang, sedangkan teman kalian
berasal dari suku Jawa, Bugis, dan Banjar. Kalian bisa saling mengenal dan
mempelajari tradisi, kearifan lokal, dan EXGD\D DVDO GDHUDK NDOLDQ P
masing, Dengan demikian, kalian akan mempunyai sikap saling mengerti
dan memahami EXGD\D PDVLQJ PDVLQJ 'DUL VLQL NLWD PHPSHU
tradisi, kearifan lokal, dan budaya yang bisa menjadi alat pemersatu bangs a.
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Ayo, Mencari Informasi

Kalian pasti mengetahui batik, bukan? Batik telah menjadi salah satu

budaya nasional. Bahkan, batik telah diakui UNESCO sebagai salah satu

warisan EXGD\D GXQLD DVOL ,QGRQHVLD SDGD 2NWREHU
NDOLDQ EDKZD PRWLI GDQ FRUDN EDWLN GL ,QGRQHVLD
Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Papua, dan batik dari daerah lainnya.

Lakukanlah penelusuran informasi tentang ragam batik Nusantara.
Pilinlah satu jenis motif batik dan jelaskan makna dibalik motif batik
tersebut. Buatlah dalam bentuk poster dan tempel di papan display kelas
kalian. Lengkapi dengan gambar motif batiknya, ya. Perhatikan contoh
berikut ini!

Batik motif wahyu tumurun latar pethak gagrak Ngayogyakarta sudah
ada sejak masa Penembahan Senopati lalu disempurnakan oleh Sultan Agung
Hanyokrokusumo dan dikukuhkan oleh Sultan Hamengkubuwono |I.

Makna dibalik motif batik wahyu tumurun adalah sebagai berikut:
Elar: Sayap malaikat.

Sawang: Ayam jago, simbol waktu fajar.

Ketopong : Mahkota terbang, simbol kemuliaan.

Lung-lungan &DEDQJ FDEDQJ WXPEXKDQ VLPERO WRORQJ
kebaikan.

P w DR

5. Kusuma (bunga) dan buah sawo kecik, simbol perbuatan baik akan harum
seperti bunga.
Isen-isen: Susunan batu granit yang keras, simbol jangan sampai kita
memiliki hati keras yang susah menerima nasihat.
Setelah itu, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Seandainya masyarakat
Indonesia meninggalkan batik yang penuh makna di balik motifnya, apakah
akan memengaruhi identitas pribadi, sosial, dan bangsa?

C. Budaya Nasional sebagai Identitas dan Jati Diri
Bangsa

-LND NDOLDQ SHUJL NH QHJDUD QHJDUD GL (URSD $XVwU
akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia,
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baik dari budaya berpakaian, berperilaku, makanan, gaya hidup, bahasa,

maupun kesenian. Mengapa bisa berbeda? Itu disebabkan oleh adanya

SHUEHGDDQ QLODL QLODL \DQJ PHQGDVDUL NHEXGD\DDQ EL
NHEXGD\DDQ EDQJVD EDQJVD ODLQ

.HEXGD\DDQ PHUXSDNDQ UH5HNVL GDUL QLODL QLODL \D(
komunitas atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun
nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religius, kolektif, d an
hidup harmonis dengan alam.

Gambar4.7 0-@/,D,,9:80=@;,6,9:=0 06>4:/,=4:947,4°947,4:D,92:/4,9@7?::703:8,:

Sumber: Discover Indonesia’/kompas.com (2021)

Coba kalian cermati gambar di atas! Tarian bukan sekadar ekspresi
EHUEXGD\D PHODLQNDQ UH5HNVL GDUL QLODL \DQJ KLGXS
di atas adalah tari saman yang merupakan tarian adat asal Aceh, tepatnya
berasal dari daerah dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Tari sam an
memiliki makna dan nilai religiositas dan kepahlawanan. Hal ini bisa dilih at
dari makna syair yang mengiringinya dan setiap gerakannya.

Pada perkembangannya, tari saman terkenal di seantero Nusantara,
EDKNDQ GXQLD 6HMDN Li&isahirak ditetapkan oleh  UNESCO
sebagai warisan budaya dunia tak benda asli Indonesia.

122 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VI



Karena itu, ragam kebudayaan yang lahir dari bangsa Indonesia adalah
kebudayaan yang berkarakteristik religius, sosial, dan harmonis dengan
alam. Kebudayaan tersebut dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kental
GHQJDQ QLODL QLODL VRVLDO GDQ NHPDQXVLDDRQVHUWLIL
lingkungan alam.

Contohnya, dalam masyarakat Minangkabau, terdapat seni pertunjukan
tradisional bernama randai yang sarat akan falsafah, etika, dan pelajaran hidup
orang Minang. Dalam masyarakat Serang, Banten terdapat seni pertunjukan
WHUEDQJ JHGH \DQJ VDUDW QLODL QLODL VSPMIDWBRNDWWD
.DUDQJDVHP %DOL WHUGDSDW WUDGLVL PHJILEXQUDWWDQJ
sosial dan kebersamaan. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, terdapat
tradisi nataki yang mengajarkan kearifan lokal dalam mengolah sumber daya
alam di hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya.

1LODL QLODL OXKXUODK \DQJ PHPEHGDNDQ NHEXGD\D
GHQJDQ NHEXGD\DDQ EDQJVD EDQJVD ODLQ .HEXGD\DDQ
NHEXGD\DDQ QDVLRQDO \DQJ WHUEHQWXN GDUL QLODL ¢
masyarakat Indonesia membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

-DGL QLODL QLODL OXKXU \DQJ KLGXS GL WHQJDK F
kebudayaan lokal yang kemudian berkembang menjadi kebudayaan nasional
yang pada akhirnya membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang
PHPEHGDNDQQ\D GHQJDQ EDQJVD EDQJVD ODLQ

Misalnya, kalian bisa bertanya kepada para pelajar Indonesia yang sedang
menuntut ilmu di luar negeri. Dalam pergaulan internasional, para pelaj ar
Indonesia dikenal sebagai orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu.
Mengapa bisa terbentuk karakter seperti itu? Itu tidak lepas dari pe ngaruh
tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Semasa masih belajar di Indonesia, para
pelajar tersebut hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat
yang memiliki tradisi dan EXGD\D \DQJ GLODQGDVL QLODL QLODL O

Ketika mereka belajar keluar negeri, sesungguhnya mereka tidak hanya
membawa identitas pribadi, tetapi juga identitas sosial dan bangsa. Dari
identitas pribadi para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di lu ar negeri,
bisa dibaca pula bagaimana identitas sosial dan bangsanya.

Karena itu, sebagai generasi muda bangsa ini, kalian harus menunjukkan
sikap syukur karena masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang
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G

LODQGDVL QLODL QLODL OXKXU -DGL NDOLDQ KDUXV

nilai luhur yang terkandung dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia

G

DODP NHKLGXSDQ VHKDUL KDUL

Ayo, Berpentas Budaya

Buatlah kelompok terdiri dari enam orang. Kemudian, kalian berdiskusi
dengan anggota kelompok untuk menyepakati penampilan budaya.
Boleh berupa tarian, seni musik, pakaian adat, makanan tradisional, dan
sebagainya.

Setiap kelompok mementaskan penampilan budaya di depan kelas.
Kelompok lainnya menjadi penontonnya. Setelah setiap satu kelompok
selesai melakukan pentas budaya, berikanlah apresiasi. Pentas budaya
ini merupakan upaya melestarikan budaya bangsa.

Uji Kompetensi

A.

124

Pilinlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberik an
tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Masyarakat Kalimantan mengolah alam dengan cara nataki.

(2) Masyarakat Labuan Bajo menangkap ikan di laut.

(3) Masyarakat Sunda mengumpulkan padi di lumbung bernama leuit.

(4) Masyarakat Banten bertani dengan sistem hidroponik.

Dari pertanyaan tersebut, yang merupakan contoh kearifan lokal
ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1dan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4
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7DUL 6DPDQ EXNDQ VHNDGDU HNVSUHVL EHUEXGD\D F
yang hidup di masyarakat. Pernyataan tersebut memberikan pengertian
bahwa budaya merupakan ....

A. ekspresi kehidupan bermasyarakat

% UHS5HNVL GDUL QLODL OXKXU PDV\DUDNDW
C. tradisi yang diwariskan leluhur

D. penerjemahan dari adat dan istiadat

Saat ini, bahasa ibu terancam keberadaannya karena semakin sedikit
keluarga yang mengajarkannya kepada para penerusnya. Padahal,
menurut Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, negara menjami  n
masyarakat memelihara dan mengembangkan budaya dan bahasa
daerahnya termasuk budaya yang harus dilestarikan. Pernyataan berikut

ini yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ....

A. banyak generasi muda yang tidak bisa berbahasa ibu

% SHOHVWDULDQ EDKDVD LEX GLMDPLQ ROHK XQGDQJ
C. bahasa ibu digunakan dalam berkomunikasi dengan keluarga

D. bahasa ibu harus digunakan di lingkungan sekolah

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari budaya

(2) Minimnya sosialisasi budaya kepada masyarakat, terutama generasi
muda

(3) Mementaskan budaya nasional di kancah internasional
(4) Mengajukan hak paten budaya nasional

'DUL SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW IDNWRU IDNWRUDDQJ PH
budaya nasional ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1dan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4

Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Membeli alat musik tradisional untuk dijual kembali

(2) Menulis penelitian seputar batik dan memublikasikannya
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(3) Menggelar olimpiade humaniora Nusantara
OHQJJHOXWL KREL IRWRJUDA4

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan upaya melestarikan budaya
nasional ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1dan?2
B. 1ldan3
C. 2dan3
D. 2dan4

6HQL SHUWXQMXNDQ *DPEDQJ 6HPDUDQJDQ DGDODK
masyarakat Semarang yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan
lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk

SHODWLKDQ SHODWLKDQ ROHK 3HPHULQWDK 'DHUDK 6HF
kelestariannya.

Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut yai tu
Seni Gambang Semarangan ....

A. mulai memudar di tengah masyarakat

B. digemari oleh generasi muda masa kini

C. merupakan budaya masyarakat Semarang
D. mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak

6HQL SHUWXQMXNDQ WHUEDQJ JHGH DVDO 6HUDQJ %DQV
6XOWDQ $JHQJ 7LUWD\DVD SDGD DEDG NH ODKLQL VHQ
mengalami akomodasi budaya dengan seni marawis yang berkembang

FXNXS SHVDW DNKLU DNKLU LQL 3HUQ\DWDDQ \DQJ VHVX
tersebut yaitu seni terbang gede ....

A. kurang berkembang pada masa Sultan Ageng Tirtayasa
B. mengalahkan popularitas seni marawis di Banten
C. terancam punah sebagai salah satu seni pertunjukan
D. bertahan eksis dengan proses akomodasi budaya
Perhatikan pernyataan berikut ini!
OHQJHPEDQJNDQ QLODL QLODL OXKXU EXGD\D EDQJVD
(2) Melakukan adaptasi budaya asing
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(3) Memperteguh jati diri bangsa
(4) Memperkaya devisa negara

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan tujuan pemajuan budaya
nasional ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1dan?2
B. 1dan3
C. 2dan3
D. 2dan4

3HUKDWLNDQ FRQWRK FRQWRK EHULNXW LQL
(1) tradisilisan
(2) manuskrip
IRWRJUDA4
(4) permainan tradisional

'DUL FRQWRK FRQWRK WHUVHEXW \DQJ PHQFHUPLQN
budaya nasional ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1,2,dan3
B. 1,2,dan4
C. 1,3,dan4
D. 2,3,dan4

6HWLDS EDQJVD PHPLOLNL NDUDNWHULVWLN EXGD\D |
EDQJVD ,QGRQHVLD +DO WHUVHEXW WHUMDGL NDUHGQ
mendasari kebudayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dari
NHEXGD\DDQ EDQJVD EDQJVD ODLQ 3HUQ\DWDDQ \DQJ
tersebut yaitu ....

A. budaya nasional memiliki persamaan dan perbedaan dengan budaya
bangsa lain

B. gaya berpakaian dan berbahasa bukan merupakan bagian dari suatu
budaya

C. budaya nasional menjadi identitas dan jati diri yang terdapat pada
suatu bangsa

D. budaya nasional dapat tersisih oleh budaya yang terdapat pada
EDQJVD EDQJVD ODLQ
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B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Dalam pergaulan internasional, para pelajar Indonesia dikenal sebagai
orang yang sopan, ramah, dan gemar membantu.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah terdapat hubungan antara
tradisi, kearifan lokal, dan budaya dengan pembentukan identitas pribadi,
sosial, dan bangsa? Jika ada, apa hubungannya?

2. Di sebuah sekolah terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Ada s eni
tari dan seni bela diri. Tari tango asal Argentina ternyata lebih me narik
para siswi untuk mendaftar, sedangkan pendaftar tari saman asal Aceh
relatif sedikit. Pada kategori seni bela diri, ekstrakurikuler karate lebih
digemari dibandingkan pencak silat.

Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena di atas? Apa solusi yang
kalian tawarkan agar budaya nasional lebih banyak diminati oleh siswa
dan siswi di sekolah tersebut?

3. Ada seorang pelajar yang lolos seleksi program pertukaran buday a ke
Korea Selatan. Pelajar ini memang sangat menggemari budaya Korea
Selatan. Namun, di sisi lain, ia kurang mengenali budaya nasional, bahkan
budaya asal daerahnya.

Menurut kalian, bagaimana sebaiknya sikap pelajar ini? Apakah pelajar

ini sebaiknya membatalkan program pertukaran budaya tersebut dan
mengenali budaya nasional terlebih dahulu?
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4. Gambang semarangan adalah contoh budaya nasional asal Semarang
yang hampir pudar.
Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan budaya nasional tersebut
memudar? Apa solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian
budaya nasional?

5. Pemerintah harus berupaya melestarikan budaya nasional melalui
berbagai regulasi dan kegiatan kebudayaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, mengapa sebuah bangsa harus
melestarikan budayanya? Jelaskan hubungan antara budaya dengan
pembentukan identitas dan jati diri pribadi, sosial, dan bangsa!

‘ Pengayaan

Budaya nasional merupakan identitas dan jati diri bangsa yang terbentuk

dari kearifanlokaldan EXGD\D GDHUDK \DQJ GLODQGDVL QLODL Q

Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus bangga dengan budaya nasional. Nah,

agar kalian lebih menghayati pentingnya menjaga kelestarian budaya nasional

sebagai identitas dan jati diri bangsa, simak video melalui tautan b erikut ini.

0 Judul:
Pentingnya melestarikan budaya bangsa
https://buku.kemdikbud.go.id/s/melesbud

Sumber: PGSD UIR/YouTube

PINDAI AKU
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9 Judul:

130

Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era
Globalisasi

https://buku.kemdikbud.go.id/s/umelesbud

Sumber: Nahak (2019)

PINDAI AKU

Setelah kalian mempelajari materi Melestarikan Budaya Bangsaku, carilah
WLJD EXGD\D GDUL GDHUDK DVDO NDOLDQ /DOX
menunjukkan upaya pelestarian budaya tersebut dan tulis pada kolom
realitas perilaku. Jika perilakumu belum mencerminkan pelestarian
budaya, apa rencana kalian untuk bisa berpartisipasi dalam pelestarian
budaya daerah kalian? Tulislah dalam rencana perilaku pada tabel berikut.

Perubahan perilaku apa yang kalian rasakan begitu selesai mempelajari
bab 4 ini? Apakah terjadi perubahan perilaku seperti bertambahnya
pengetahuan, berubahnya sikap, dan bertambahnya keterampilan kalian
setelah mempelajari bab ini?

Berikanlah tanda centang () pada salah satu gambar yang dapat mewakili
perasaan kalian selama mempelajari materi inil

. 0 @ e 6
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Bab 5
Merawat Keutuhan
Bangsa dan Negaraku

Q Menurut pendapat kalian, bagaimana cara merawat
keutuhan bangsa dan negara?




Tujuan Pembelajaran

3DGD EDE LQL NDOLDQ DNDQ GLDMDN XQWXN PHQJLGHQW
WLQJJDO NDOLDQ PHQJLGHQWL4ANDVL ZLOD\DK VHNRODK
OLQIJNXQJDQ PDV\DUDNDW \DQJ DGD GL VHNLWDU WHPSDW
VHIJDOD VXPEHU GD\D \DQJ GLPLOLNLQ\D .DOLDQ MXJD DNC
ZDZDQFDUD VHGHUKDQD GHQJDQ PDV\DUDNDW \DQJ DGD
WHQWDQJ PHUDZDW NHXWXKDQ EDQJVD GDQ QHJDUD GL :
kecamatan serta melakukan evaluasi diri tentang perilaku mendukung

ZDZDVDQ 1XVvDQWDUD 6HWHODK SHPEHODMDUDQ LQL VHO!
EHQDU EHQDU PHPLOLNL NHPDPSXDQ PHQJLGHQWL4NDVL
.HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD GDODP NRQWHNYV ZDZDVD

E wawasan Nusantara E NHVDWXDQ ZLOD\DK
E persatuan bangsa E lingkungan hidup
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Peta Konsep

Merawat Keutuhan Bangsa dan Negara
(J (J

A / A4

:DZDVDQ 1XVDQWDUD XQWX
Pelaksanaan :DZDVDQ 1XVDQ
. HXWXKDQ %DQJVD GDQ /1

DUD

~z

_< '"H4QLVL :DZDVDQ 1X)DQW uD Pelaksanaan :DZDVDQ
1XVDQWDUD GDODP .HKLGXSDGQ
%HUEDQJVD GDQ %HUQHJIDUD
7XMXDQ GDQ /DQGbVDOQ
_{ :DZDVDQ 1XVDQW}UD
7DQWDQJDQ 3HODNYVDQDDQ
_{ :DZDVDQ 1XVDQWDLD
.HGXGXNDQ GDQ )XQJVL
_{ :DZDVDQ 1XVDQW;?JD
Perilaku Mendukung
:DZDVDQ lXVDQWDUD
$UWL BHQWLQJ :DZDVDQ
{ Nusantara )D
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Ayo, Membaca

1HJDUD .HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD DGDODK QHJDUD I
DODP \DQJ PHOLPSDK 1HJDUD EHVDU LQL PHUXSDNDQ UX
VHOXUXK UDN\DW \DQJ DGD GL GDODPQ\D OHUDZDW PHQMD
DGDODK NHZDMLEDQ VHOXUXK UDN\DW VHVXDL GHQJDQ NI
WDQSD WHUNHFXDOL 1HJDUD EHVDU LQL LEDUDW VHEXDK
DQJIJRWD GL GDODPQ\D VDOLQJ EHNHUMD VDPD XQWXN P
NHXWXKDQ NHOXDUJD WHUVHEXW

Gambar 5.1 Potret Sebuah Keluarga
Sumber: Schied/Unsplash

.DOLDQ VHEDJDL DQDN WHQWX PHUDVDNDQ GDQ PHQJDOD
VDWX DQJJRWD NHOXDUJD $JDU NHOXDUJD WHRWBEXW Wt
NHOXDUJD KDUXV PHPEHULNDQ NRQWULEXVL WHUEDLNOQ\L
WHUNHFLO NDOLDQ \DLWX NHOXDUJD &RED SLNLUNDQ GI
UXPDK WHPSDW WLQJJDO NDOLDQ 3DGD NRQGLVUD®DP VHS
NDOLDQ" 0XQJNLQ NDOLDQ DGD \DQJ WLQJJDO GL GDHUDK SH
GDHUDK SDGDQJ UXPSXW SHUNRWDDQ NDZDVDQ LQGXVW!
SHUNHEXQDQ SHWHUQDNDQ DWDXSXQ GL GDHUDK ODLQQ\D
WLQJJDO GL GDHUDK GHQJDQ FRUDN EXGD\D PDV\DUDNDW
GDHUDK GHQJDQ FRUDN EXGD\D \DQJ EHUDJDP
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7HPSDW WLQJJDO GHQJDQ NRQGLVL DODP GDQ EXGD\I
DNDQ PHQMDGLNDQ NDOLDQ PHPLOLNL SHULODNX \DQJ EH!
GHQJDQ NDUDNWHULVWLN WHPSDW WLQJJDO WMIDWEXW
WLQJJDO NDOLDQ PDVLQJ PDVLQJ $SD VDMD EDWDV EDW
GD\D DSD VDMD \DQJ DGD GL WHPSDW WLQJJDO NDOLDQ" 7
VHQGLUL DSDNDK NDOLDQ SHUQDK EHUSHUDQ PHQMDJD
DODP WHPSDW WLQJJDO NDOLDQ" &RED WHOXVXWKNHPED
NDOLDQ ODNXNDQ XQWXN PHQMDJD ZLOD\DK PHOHVWDU
NDOLDQ GDQ PHUDZDW NHXWXKDQ NHOXDUJD" 7DQWDQJD
\DQJ NDOLDQ KDGDSL GDODP PHODNXNDQQ\D" 6HWHODK F
VDOLQJ EHUWXNDU FHULWD GHQJDQ WHPDQ \DQJ DGD GL C

e ,GHQWL4A4NDVLODK EDWDV EDWDV ZLOD\DK UXPDK WHP:¢
e ,GHQWLANDVLODK DQJJRWD NHOXDUJD
e ,GHQWL4NDVLODK VXPEHU GD\D \DQJ GLPLOLNL NHOXD

e 3HUDQ DSD \DQJ SHUQDK NDOLDQ ODNXNDQ XQWXN PF
alam, serta merawat keutuhan tempat tinggal dan keluarga?

e +DPEDWDQ DWDX WDQWDQJDQ DSD \DQJ GLKDGDSL
melestarikan alam, serta merawat keutuhan tempat tinggal dan
keluarga?

/ILQINXQJDQ WHPSDW WLQJJDO NDOLDQ DGDODK DODP
GDQ UDzZDW G6HEDJDL SHODMDU NDOLDQ KDUXV PHQ\DGDL
EDJLDQ GDUL HNRVLVWHP NHKLGXSDQ 7XQMXNNDQODK DN
DODP DJDU DODP GDQ OLQIJNXQJDQ WHPSDW WLQJJDO ND

-DGLODK SHODMDU \DQJ VHQDQWLDVD PHPEHUL UHVSH
GDQ PHPEDQJXQ NHVDGDUDQ WHQWDQJ DNLEDW \DQJ DND
SHUXVDNDQ DWDX PHQ\DODKJXQDNDQ IXQJVL DODP %DQJ
DODP VHNLWDU NDOLDQ LQL KDUXV WHWDS &HMQHWID &D Q
VDDW LQL GDQ JHQHUDVL \DQJ DNDQ GDWDQJ 7HUDSNDQ
UDPDK OLQJNXQJDQ +DO WHUVHEXW VHEDJDL VDODK VD!
VHIDOD DQXJHUDK 7XKDQ <DQJ ODKD (VD
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A. Wawasan Nusantara untuk Merawat Keutuhan
Bangsa dan Negaraku

3DGD EDJLDQ LQL NDOLDQ GDSDW EHODMDU VHSXWDU Gl
WXMXDQ GDQ ODQGDVDQ ZDZDVDQ 1XVDQWDUD NH ¢
ZDZDVDQ 1XVDQWDUD GDQ DUWL SHQWLQJ ZDZDVDQ 1XVI

1. 7ié % 8\Jawvasan Nusantara

Ayo, Membaca

.DOLDQ VXGDK PHQFRED XQWXN PHQJLGHQWLA4NDD/Q ZLOD\DK
PHQJJDOL SHQJDODPDQ GDODP PHQMDJD NHXWXKDQ ZLOD\
VHUWD PHUDZDW NHXWXKDQ NHOXDUJD \DQJ DGD GL GDODPC
SXOD EDKZD PHQMDJD ZLOD\DK NHOHVWDULDQ DODP VHL
keluarga harus disertai keselarasan cara pandang tentang bagaimana keluarga

\DQJ XWXK WHUVHEXW GLEDQJXQ GDQ GLSHUWDKDQNDQ

HXWXKDQ VHEXDK NHOXDUJD GLEDQJXQ GHQJDQ NHKLGX
VHODUDV GDQ GDPDL VHKLQJJD WXMXDQ NHONPUNDDWHUVHE
MXJD GDODP NHKLGXSDQ EHUQHJDUD .HXWXKDQ QHJDUD
NHVHMDKWHUDDQ EDQJVD LQL DNDQ WHUZXMXG MBND VHOXL
WRORQJ PHQRORQJ VDOLQJ PHQJKDUJDL KDUPR®@IDV GDQ V
FLWD QDVLRQDO \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HPEXNDDQ 8QGDC
5HSXEOLN ,QGRQHVLD 7DKXQ 88' 15, 7TDKXMXGNDQ\DNQL
QHJDUD \DQJ PHUGHND EHUVDWX EHUGDXODW DGLO GDQ

.DOLDQ VHEDJDL SHODMDU WHQWX KDUXV SDKDP GDQ V
PHUDZDW NHXWXKDQ QHJHUL LQL 8QWXN LWX SDGD EDE LC
NHSDGD ZzDZDVDQ 1XVDQWDUD GDQ EDJDLPDQD SHODNVDQDE
GDODP NHKLGXSDQ VHKDUL KDUL

BUHVLGHQ 6XNDUQR SDGD SHUHVPLDQ /HPEDJD 3HUWDKD

OHL PHQJDPDQDWNDQ DJDU EDQJVD LQL PHQJHQDOL ¢
GDQ WDQDK DLU %HOLDX MXJD EHUSHVDQ DJDU BQVXVXQ V
SHUWDKDQDQ \DQJ VHVXDL GHQJDQ NRQGLVL JHRJUD4V QHJI
makna mendalam dan menjadi salah satu tugas generasi saat ini untuk belajar
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PHQJHQDO WHQWDQJ WDQDK DLUQ\D %HULNXW LQL DGDO
ODXW

Gambar 5.2 Wilayah Darat dan Laut

Sumber: Laurentiu Morariu/Unsplash

:DzZzDVDQ 1XVDQWDUD WHUGLUL GDUL NDWD zZDzZDVDQ GI
EHUDVDO GDUL EDKDWaiwasD XDQJIDHAMWOUWL SDQGDQJDQ 1X
WHUGLUL GDUL G XibsaNdawdntaraD Nvg&X GDODP EDKDVD 6DQVNFE
EHUDUWL SXODX DW\Dsa WHXSXOOBIXIDRELO GDUL EDnesdy D /DWL
\DQJ EHUDUWL VHPHQDQMXQJ DWDX NHSXODXDQ

Antara GDODP EDKDVD 6DQVNHUWD EHUDUWL ODXW VHEL
/IDWLQ PHQ\HEXWQ\D detHEMRRIDDQJ EHUDUWL DQWDUD DWD
GDODP VDWX NHORPSRN \DQJ VDPD 'DODP EDKDVID,QJJUL'
dengan inter \DQJ DUWLQ\D DQWDU DQWDUD DWDX KXEXQJDQ
uraian tersebut, nusa dan antara kemudian digabungkan menjadi nusantara
\DQJ PHPLOLNL DUWL SXODX SXODX DWDX NHSXODXDQ \D
DWDX SXODX SXODX \DQJ WHUKXEXQJ ROHK ODXWDQ

E;2<#59<A8

%HUGDVDUNDQ XUDLDQ WHUVHEXW GLVNXVLNDQ GDQ
kalian tentang arti wawasan Nusantara!
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6HFDUD NHEDKDVDDQ ZDZDVDQ 1XVDQWDUD EHUDUWL SC
EDQJVD \DQJ WHUKXEXQJ ROHK ODXWDQ DWDX SDQGDQJDQ ¢
EHUDGD GL DQWDUD SXODX SXODX \DQJ WHUKXEXQDQROHK O
1XVDQWDUD GDODP *%+1 GLDUWLNDQ VHEDJDL FDUD
EDQJVD ,QGRQHVLD PHQJHQDL GLUL GDQ OLQJNXQJDQQ\D C
SHUVDWXDQ EDQJVD VHUWD NHVDWXDQ ZLOD\DK GDODP SHC
EHUPDV\DUDNDW EHUEDQJVD GDQ EHUQHJIDUD .HGXD
ZDZDVDQ 1XVDQWDUD WHUVHEXW EHUVLPSXO SDGD VDWX ¢
\DLWX ,QGRQHVLD DGDODK VDWX NHVDWXDQ EDLN GDODP
GDODP DVSHN LGHRORJL SROLWLN HNRQRPIEX@&DQ VRVLDO

7XMXDQ PHQJHQDOL GLUL GDQ OLQJNXQJDQ DGDODK DJDU
GHQJDQ OLQJIJNXQJDQ DODP GDQ KLGXS KDUPRQLY GDODP SH
PHPXQFXONDQ UDVD DPDQ GDQ Q\DPDQ 8QWXN KLGXS VHC
berbuatlah ramah dan peduli lingkungan, serta hindari perbuatan merus ak
OLQIJNXQJDQ DODP 8QWXN KLGXS VHODUDV GHQJDQ PDV
WROHUDQVL EHUJRWRQJ UR\RQJ GDQ VDOLQJ PHQJKDUJDL

3DGD DZDO NHJLDWDQ SHPEHODMDUDQ LQL NDOLDQ
tantangan untuk mengenali diri dan lingkungan tempat tinggal, serta
NHOXDUJD NDOLDQ 3DGD EDJLDQ LQL VHFDUD EHUNHORPS
PHQJLGHQWL4ANDVL WHPSDW NDOLDQ VHNRODK /DNXNDQODk

« ,GHQWL4ANDVLODK EDWDV EDWDV VHNRODK NDOLDQ

+ ,GHQWL4ANDVLODK ZDUJD VHNRODK

+ ,GHQWL4ANDVLODK VDUDQD GDQ SUDVDUDQD GL VHNROD}

« ,GHQWLANDVLODK OLQJNXQJDQ DODP

« 3HUDQ DSD \DQJ GLODNXNDQ XQWXN PHUDZDW OLQJNXC
NHXWXKDQ VHNRODK"

. +DPEDWDQ DWDX WDQWDQJDQ DSD \DQJ GLKDGDSL ¢
OLQJNXQJDQ GDQ PHQMDJD NHXWXKDQ VHNRODK"

6DDW LQL NDOLDQ VXGDK PHQJHQDO GDQ PHQJLGHQWL
WHUGHNDW NDOLDQ \DLWX NHOXDUJD GDQ VHNRODK .D(
bersikap sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut, menumbuhkan
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jiwa kekeluargaan dan semangat persaudaraan, mengembangkan sikap
WROHUDQVL EHUVLNDS UDPDK GDQ SHGXOL OLQDNXQJDQ
OLQIJNXQJDQ DODP ,WXODK VDODK VDWX WXMXDQ EHODMLTL
LQL

2. Tujuan dan Landasan Wawasan Nusantara

‘ Ayo, Membaca

7XMXDQ ZDZDVDQ 1XVDQWDUD DGDODK WHUZXMXGQ\D S
NHVDWXDQ ZLOD\DK .RQVHS SHUVDWXDQ EDQJVD VDQJDW
NDUHQD EDQJVD LQL WHUGLUL GDUL EHUDJDP DJDPD VX
LVWLDGDW .RQVHS NHVDWXDQ ZLOD\DK MXJD WLGDN ND
WHUGLUL GDUL JXJXVDQ SXODX SXODX \DQJ DAQHALDQHIDDU G L
NHVDWXDQ ZLOD\DK SXODX SXODX \DQJ WHMHE VD WKH U
NHVDWXDQ ZLOD\DK \DQJ GLKXEXQJNDQ ROHK ODXWDQ *X
GDSDW GLOLKDW SDGD JDPEDU EHULNXW

Gambar 5.3 Gugusan Pulau-Pulau NKRI
Sumber: Ernests Vaga/Unsplash

3HUVDWXDQ EDQJVD GLPDNQDL VHEDJDL NHKLGXSDC(
,QGRQHVLD \DQJ VDOLQJ PHQJKDUJDL SHUEHGDDQ PHPXS
GDQ SHUVDXGDUDDQ VHKLQJJD PHPXQFXONDQ VHPDQJDW
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'HQJDQ GHPLNLDQ SHPDKDPDQ SHQJKD\DWDQ GDQ XSD\|
NHXWXKDQ SHUVDWXDQ EDQJVD GDQ NHVDWXDQ ZLOD\DK
GLQL +DO LQL GLVHEDENDQ ROHK NRQGLVL JHRQUD4V GD
terpecah-pecah sehingga mudah menimbulkan sekat-sekat pemisah antara

VDWX GHQJDQ \DQJ ODLQQ\D 20HK NDUHQD LWX SHPDKDF
Nusantara penting untuk dipelajari karena wawasan Nusantara merupakan

SHQMDEDUDQ GDUL GDVDU QHJDUD GDQ NRQVWLWXVL QHJDL

'DVDU SHPLNLUDQ ZDZDVDQ 1XVDQWDUD DGDODK 3DQFEC
7DKXQ /LPD SHVDQ SRNRN \DQJ WHUWXDQJ SDGD SHP
7DKXQ SDGD DOLQHD NH \DLWX

D SHQJKD\DWDQ GDQ KDNLNDW PDUWDEDW EDQJVD

E NHVHSDNDWDQ DNDQ FLWD FLWD QDVLRQDO

F NHEXODWDQ WHNDG XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ QDVLRQ!
G PHPSHUWDKDQNDQ GDQ PHPSHUMXDQJNDQ NHSHQWLQJD
H NHVHSDNDWDQ WHQWDQJ SHQFDSDLDQ WXMXDQ QDVLRQ

3. ‘iZ Z T% ZT% hvawadan Nusantara

Ayo, Membaca

':DZDVDQ 1XVDQWDUD EHUNHGXGXNDQ VHEDJDL DMDUDQ

VLNDS WHQWDQJ NHQ\DWDDQ NHKLGXSDQ EHUEDQJVD GDQ
WHUVHEXW PHQXQMXNNDQ EDKZD ,QGRQHVLD WHUGLUL GDI
UDV GDQ DQWDUJRORQJDQ OHUXMXN SDGD GDWD %DGDQ 3
,QGRQHVLD PHPLOLNL VXNX EDQJVD EDKDVD GDHUDH
WHUVHEXW ZLOD\DK ,QGRQHVLD WHUVHEDU EBQWP QJ S X
GDUL 6DEDQJ GL EDUDW VDPSDL OHUDXNH GL WDPXWX OLDQJEL
5RWH GL VHODWDQ 'HQJDQ GHPLNLDQ ZDZDVDQ 1XVDQW!I
GLPHQVL IHQRPHQD NHKLGXSDQ EHUQHJDUD \DLWX VHEDJD

D 'LPHQVL NHZLOD\DKDQ GDQ JHRJUD4V PHQJDQGXQJ PDN
,QGRQHVLD \DQJ WHUGLUL GDUL GDUDWDQ GDQ ODXWDQ
DWDX HQWLWDV LGHRORJL SROLWLN HNRQHRPLHBEX\Q VRVI
PHUXSDNDQ VHEXDK NHQ\DWDDQ \DQJ KDUXV GLWHULP
7XKDQ <DQJ ODKD (VD %HQWXN V\XNXU DWDV NDUXQLD
NHOHVWDULDQQ\D GDQ WLGDN PHODNXNDQ SHUXVDNDQ W
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E

'LPHQVL NHKLGXSDQ EHUPDV\DUDNDW EHUEDQJVD GDQ |
PDNQD EDKZD ,QGRQHVLD PHUXSDNDQ VDWX NHVDWXI
PHPLOLNL NHUDJDPDQ VXNX HWQLVY GDQ EXGD\D \DQJ WHL
VDWX EDQJVD GDQ VDWX QHJDUD +DO WHUVHEXW PHL
VRVLDO \DQJ GLWDWD DJDU GDSDW PHQFDSDL WXMXDQ
GL DWDV SHUEHGDDQ LQL DNDQ WHWDS NRNRK MLND PL
VLNDS WROHUDQVL SHUVDKDEDWDQ WRORQIINRKMQRORC
LQL DGDODK JDPEDU NHEHUDJDPDQ VXNX EDQJVD GL ,QG

Deklarasi Djuanda
dicetuskan tanggal

13 Desember 1957
oleh Perdana

Menteri Indonesia
Djuanda Kartawijaya.
Deklarasi tersebut
merupakan
pernyataan Indonesia
kepada dunia bahwa
lautan yang berada

di antara pulau-pulau
Indonesia adalah
satu kesatuan wilayah
NKRI sehingga setiap
tanggal 13 Desember
diperingati sebagai
Hari Nusantara.

Gambar 5.4 Keberagaman Suku Bangsa

'XD GLPHQVL LQL KDUXV GLVLNDSL GHQJD
FDUD KLGXS EHUVDPD \DLWX FDUD SDQGTELC
GDQ OLQIJNXQJDQQ\D GDODP PHQFDSDL WX
&DUD SDQGDQJ LQL GL\DNLQL NHEHQDUDQ
UDN\DW DJDU WLGDN WHUMDGL SHQ\LPSDC(
PHZXMXGNDQ FLWD FLWD GDQ WXMXDQ
SDQGDQJ LQLODK \DQJ GLVHEXW EDQJVD ,C
ZDzZDVDQ 1XVDQWDUD .RQGLVL JHRJUD4V
kesejarahan, dan perkembangan lingkungan menjadi
DFXDQ GDODP PHUXPXVNDQ ZDZDVDQ 1XVD

:DzZDVDQ IXVDQWDUD GLUXPXVNDQ
NHEXWXKDQ DNDQ NHVDWXDQ GDQ NHXW?)>
'"HQJDQ NRQVHSVL ZDZDVDQ 1XVDQWDU!
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,QGRQHVLD EXNDQ ODJL ZLOD\DK \DQJ WHUSLWDKBLVDK RC
WHUWXDQJ GDODP XQGDQJ XQGDQJ NRORQLDO %HODQGD WD
,QGRQHVLD DGDODK VDWX NHVDWXDQ GHQJDQ ODXW VHEDJ
NHWHQWXDQ \DQJ WHUWXDQJ SDGD 'HNODUDVL '"MXDQGD WD

:DZDVDQ 1XVDQWDUD EHUIXQJVL VHEDJDL SHGRPDQ DWXL
UDPEX SHQHQWXDQ NHELMDNDQ \DQJ DNDQ GLDPELO EDLN (
GDHUDK 6HFDUD ULQFL IXQJVL ZzDzZDVDQ 1XVDQWDUD DGDO

D OHQXPEXKNHPEDQJNDQ NHVDGDUD
GDQ VHPDQJDW NHEDQJVDDQ ,QGRQHK *Jatuh bangunnya P NDQ

negara ini sangat
NHVDGDUDQ DNDQ NHUHODDQ XQW o DQ \DQJ
GLODQGDVL ROHK NHFLQWDDQ NH | bangsa ini sendiri. DLU

Makin pudar
E OHQXPEXKNDQ NHVDGDUDQ DNDQ ,ersatuan dan LEDQ

GDQ WDQJJXQJ MDZDE VHEDJDL Z|| kepedulian, Indonesia S\D Q J
PHPLOLNL UDVD EDQJJD VHEDJDL Ef |avaahsekadar VLD

nama dan seuntai

F OHQGDVDUNDQ GLUL SDGD QLOD || 9ambardipeta..” DWXDQ G
(Bung Hatta:

kesatuan dalam mengembangkan kehidupan .

EHUVDPD
G 6HPDQJDW PHQJHPEDQJIJNDQ NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW \D

)XQJVL ZDZDVDQ 1XVDQWDUD LQL GDODP UDQJND PHQMDP
QHJDUD ,QGRQHVLD 6HOXUXK ZDUJD QHJDUD KOBDA® EHUXSD
kekuatan, dan sepenuh hati mempertahankan persatuan, kesatuan bangsa,

VHUWD NHXWXKDQ ZLOD\DK

4. mcé &aij%\anshn Nusantara

Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang arti penting wawasan
IXVDQWDUD 6HEHOXP ODQMXW NH SHPEDKDVDQ EHULNXWQ
GXD SHUPDVDODKDQ SDGD DNWLYLWDV EHULNXW

Ayo, Menganalisis

$SD SHQWLQJQ\D ZDZDVDQ 1XVDQWDUD EDJL EDQJVD GDQ
%DJDLPDQD MLND EDQJVD LQL WLGDN PHPLOLNL ZDZDVDQ
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. Ayo, Membaca

%HUGDVDUNDQ MDZDEDQ \DQJ WHODK NDOLDQ EHULNDQ
GHQJDQ XUDLDQ EHULNXW LQL 'DODP VLGDQJ %GB® WDQ.
6XNDUQR PHQ\HmYanesi® &atu kelompok kepulauan di khatulistiwa,

dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua  benua, daratan Asia dan

Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu ketu  runan. Jadinya geopolitik

merupakan satu kesatuan darah-dan-tanah menjadi dasar  bagi suatu nationale

staat/negara kebangsaan.”

IDXW SHQJKXEXQJ DQWDUSXODX GDSDW GLOLKDW SDGD

Gambar 5.5 Laut Penghubung Antarpulau
Sumber: Bernd Dittrich/Unsplash

,VL SLGDWR WHUVHEXW PHQ\XUDWNDQ EDKZD ,QGRQ
NHVDWXDQ WDQDK DLU GDQ EDQJVD $PDQDW VHEDJDL VC
EDQJVD GLZXMXGNDQ GHQJDQ ODKLUQ\D 'HNODUDVL 'MX

bahwa laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak
oDbJL VHEDJDL ODXW EHEDV WHWDSL VHEDJDL SHQJKXEXQ

%LVD GLED\DQJNDQ ROHK NDOLDQ MLND ODXWDQ DQW
ODXWDQ EHEDVY PDND VLDSD SXQ GDSDW GHQJDQ BWHEDV P
WHUPDVXN SLKDN DVLQJ +DO LQL WHQWX VDQJDW PHPE
NHGDXODWDQ QHJDUD 20OHK VHEDE LWX VHEDJDL SHQHJ
3DVDO $ 88' 15, 7DKXQ P HQegard/ Resad@n Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan de  ngan undang-undang. ”
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,QGRQHVLD VHEDJDL NHVDWXDQ ZLOD\DK PHPLOLNL NHXQ|
ROHK QHJDUD ODLQ %HULNXW DGDODK NHXQLNDQ WHUVHEX
D OHUXSDNDQ QHJDUD NHSXODXDQ GHQJDQ MXPODK S
E OHPLOLNL OXDV ZLOD\DK NP
F 7THUGLUL GDUL SURYLQVL \DQJ WH@HWBEX®IDXBROD X
G

7HUOHWDN GL DQWDUD r /UQ@WRQBWHODWIIQGDQ GL D
rGDQ r %XMXU 7LPXU

H OHPLOLNL EDWDV EDWDYV

1) XWDUD QHJDUD O0DOD\VLD 6LQJDSXUD 9LHWQDP )LOL
GDQ /DXW &LQD 6HODWDQ

2) VHODWDQ QHJIDUD $XVWUDOLD 7LPRU /HVWH GDQ 6DI
3) EDUDW 6DPXGHUD +LQGLD
4) WLPXU QHJIDUD 3DSXD 1XJLQL GDQ 6DPXGHUD 3DVL4N

I %HUDGD SDGD SRVLVL VLODQJ GXD EHQXDW\DIGXD $VLD
VDPXGHUD \DLWX 6DPXGHUD 3DVL4N GDQ 6DPXGHUD +LQ(

J 'LODOXL JDULVY HNXDWRU DWDX JDULV NKDWXOLVWLZD S
K %HULNOLP WURSLY GHQJDQ GXD PXVLP \DLWX NHPDUDX

L OHUXSDNDQ WHPSDW SHUWHPXDQ GXD MDOXU SHJXQXQ.
GDQ 6LUNXP 3DVL4N

M OHUXSDNDQ ZLOD\DK \DQJ VXEXU VHUWD GDS®PW GLKXQ
(habittable

N OHPLOLNL NHND\DDQ 5RUD IDXQD GDQ VXPEHU GD\D DO

.RQGLVL WHUVHEXW PHQMDGLNDQ ,QGRQHVLD VHEDJDL Ql
XQWXN GLKXQL &DKD\D PDWDKDUL \DQJ PHQ\LQDUL VHSD!
KXMDQ GDQ NHPDUDX \DQJ GDWDQJ VLOLK EHUJDQWL PHQN
VXEXU XQWXN GLWDQDPL .HND\DDQ GL SHUDLUDQ MXJD VD
SHODMDU PXODLODK EHODMDU XQWXN PHPDQIDDWNDQ OLQ
VHNLWDU NDOLDQ %HODMDUODK PHQDQDPLQ\D EHODMDU |
DWDX EHODMDU PHPHOLKDUD LNDQ GL SHUDLUDQ \DQJ DGD

%DQJVD ,QGRQHVLD VHEDJDL VHEXDK SHUVDWXDQ \DQJ P
PHPEHQWXN FDUD KLGXS PDVLQJ PDVLQJ \DQJ EHUEHGD D
ODLQQ\D .HXQLNDQ ,QGRQHVLD VHEDJDL SHUVDWXDQ EDQJV
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D OHPLOLNL NHUDJDPDQ VXNX EDQJVD \DNQL VX NX
E OHPLOLNL MXPODK SHQGXGXN MXWD MLZD

F OHPLOLNL NHUDJDPDQ DJDPD UDV EXGD\D DGDW LVWI
GDUL NHUDJDPDQ VXNX EDQJVD

,QIRUPDVL WHUVHEXW PHQDQGDNDQ EDKZD EDQJVD G
PHPLOLNL NHND\DDQ \DQJ WLGDN WHUQLODL KDUJDQ\D 6}
WXUXW VHUWD GDODP PHQMDJD PHUDZDW GDG®IPXDLQGX
GHPL NHMD\DDQ QXVD GDQ EDQJVD

6HWHODK NDOLDQ PHQ\LPDN IDNWD NHXQLNDQ QHJHUI
SHQJDPDWDQ GDQ LGHQWL4NDVL WHUKDGDS ZLOD\DK VHU
GL VAHNLWDU WHPSDW WLQJJDO NDOLDQ

Ayo, Mengamati

%HULNXW LQL DGDODK SHWXQMXN DNWLYLWDV \DQJ GDS
e %XDWODK NHORPSRN \DQJ WHUGLUL GDUL VDPSDL Gt

e /DNXNDQ SHQJDPDWDQ VHSHUWL SDGD ZLOD\DK NHFI
ZLOD\DK 57 5: /DNXNDQ LGHQWL4NDVL SDGD NDUDN
SHQGXGXN GDQ NDUDNWHULVWLN VRVLDO EXGD\D

e /DNXNDQ ZDZDQFDUD NHSDGD DSDUDW SHPHULQWI
setempat agar mendapatkan data lengkap!

« 3HODMDUL MXJD NHXQLNDQ VRVLDO EXGD\D GL GDHU
PHQMDGL WDPSLODQ VDDW NDOLDQ PHQ\DMLNDQ ODSF

e %XDW ODSRUDQ VHVXDL NUHDWLYLWDVY NDOLDQ

« 3DPHUNDQ KDVLO ODSRUDQ NHORPSRN GL SDSDQ SHQ.
NDOLDQ GDSDW PHQJXQJJDKQ\D SDGD PHGLD VRVLDO

e 3UHVHQWDVLNDQ KDVLO ODSRUDQ WHUVHEXW GL GHSI

B. 4aj T } T % Wawasan Nusantara

Pada bagian ini dipaparkan (1) pelaksanaan wawasan Nusantara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) tantangan pelaksanaan wawasan
1XVDQWDUD GDQ SHULODNX PHQGXNXQJ ZDZDVDQ 1XVE
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1.

ai T IT%TT% -TAT}T% ¥ }T%<«<TmT ZT T ‘jaéz b
Berbangsa dan Bernegara

' Ayo, Membaca

'DZDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL NHVDWXDQ SDQGDQJDQ GDODP
GDQ EHUQHJDUD GLMDEDUNDQ PHQMDGL EHEHUDSD DVSHN
GDUL DVSHN DVSHN WHUVHEXW

D

146

:DZDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ SROLW

EHULNXW

1) .HGDXODWDQ ZLOD\DK QDVLRQDO GHQJDQ VHJDOD L\
PHUXSDNDQ VDWX NHVDWXDQ ZLOD\DK

2) %DQJVD ,QGRQHVLD WHUGLUL GDUL EHUEDJDL VXNX E
GDQ NHSHUFD\DDQ WHUKDGDS 7XKDQ <DQJ ODKD (VD
PHUXSDNDQ VDWX NHVDWXDQ EDQJVD \DQJ EXODW GDC

3) %DQJVD ,QGRQHVLD KDUXV PHUDVD VDWX VHQDVLE
VHEDQJVD GDQ VHWDQDK DLU

4) 3DQFDVLOD DGDODK VDWX VDWXQ\D LGHRORJL GDQ
QHJDUD
BHOXUXK ZLOD\DK 1XVDQWDUD PHUXSDNDQ VDWX NH'
GLVHOHQJJDUDNDQ EHUGDVDUNDQ 3DQFDVLOD GDQ 88

6HOXUXK NHSXODXDQ 1XVDQWDUD
merupakan satu kesatuan sistem
KXNXP

%DQJVD ,QGRQHVLD \DQJ KLGXS
berdampingan dengan bangsa

lain ikut menciptakan ketertiban

GXQLD

:DZDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL
VDWX NHVDWXDQ SROLWLN PHPEHULNDQ
pemahaman tentang kesepakatan

EDQJVD SDGD 3DQFDVLOD 88" 15,_ _
7DKXQ %KLQQHND Q};\&b@ﬁg Bae)casnaldeologl Bangsaku
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,ND GDQ 1.5, 6HEDJDL SHODMDU WHQWX NDOLDQ KD
GDODP PHQJXDWNDQ NHVHSDNDWDQ EDQJVD WHUVHE X\
OLQIJNXQJDQ NHOXDUJD GDQ VHNRODK /DNXNDQ KDO
menanamkan nilai kesepakatan bangsa tersebut dalam kehidupan sehari-

KDUL

:DzDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ HNRQF
EHULNXW

1) .HQ\DWDDQ ZLOD\DK 1XVDQWDUD DGDODK PRGDO GD(
NHSHUOXDQ KLGXS VHKDUL KDUL KDUXV WHUVHGLD C

2) 7LQIJNDW SHUNHPEDQJDQ HNRQRPL KDUXV VHUDVL G
GDHUDK

3) .HKLGXSDQ SHUHNRQRPLDQ VHEDJDL XVDKD EHUVDPD DW

Gambar 5.7 Pasar Terapung

Sumber: Bayu Pratama S./Antara Foto

7XKDQ <DQJ ODKD (VD PHQJDQXJHUDKNDQ NHND\D
PHOLPSDK NHSDGD EDQJVD GDQ QHJDUD ,QGRQHVLD .H
KDUXV GLNHOROD GHQJDQ ELMDN GDQ DGLO XQWXN NF
KDO LQL VHEDJDL SHODMDU NDOLDQ KDUXV PHPLOLN
WHQWDQJ SRWHQVL SHUHNRQRPLDQ \DQJ DGD GL VF
ELVD EHUSDUWLVLSDVL GDODP PHOHVWDULNDQ GDQ
SHUHNRQRPLDQ WHUVHEXW
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F :DzDVDQ 1XvDQwWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ VRVLE
PDNQD EHULNXW

1) ODV\DUDNDW ,QGRQHVLD DGDODK VDWX SHULNHKLG

PHUXSDNDQ NHKLGXSDQ \DQJ VHUDVL NHPDMXDQ \DQJ
VHLPEDQJ

2) %XGD\D ,QGRQHVLD SDGD KDNLNDWQ\D DGDODK VDW
UDJDP EXGD\D \DQJ DGD PHQJJDPEDUNDQ NHND\DDQ E>

Gambar 5.8 Tarian Cakalele dari Maluku Utara
Sumber: FB Anggoro/Antara Foto

%XGD\D GDQ DGDW LVWLDGDW EDQJVD ,QGRQHVLD VDQ
DGDODK NHND\DDQ EDQJVD \DQJ KDUXV GLOHVWDULNDQ
harus mengenal, mempelajari, dan berusaha memahami keragaman
EXGD\D WHUVHEXW 7XMXDQQ\D DGDODK DJDU NDOLDQ
PHQJKRUPDWL SHUEHGDDQ WHUVHEXW VHKLQJJD WHUF
KDUPRQLV

G :DzZzDVDQ 1XVvVDQWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ SHU
PHPSXQ\DL PDNQD EHULNXW

1) $QFDPDQ WHUKDGDS VDWX SXODX GDHUDK SDGD KDNL
DQFDPDQ WHUKDGDS VHOXUXK EDQJVD GDQ QHJDUD

2) 7LDS WLDS ZDUJD QHJDUD PHPSXQ\DL KDN GDQ NHZD!I
GDODP UDQJND SHPEHODDQ QHJDUD GDQ EDQJVD
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Gambar 5.9 Monumen Jalesveva Jayamahe di Surabaya
Sumber: arifrachmadr/Instagram

8UDLDQ GL DWDV PHPEHULNDQ SHWXQMXN EDKZD
memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan
QHJDUD OHQMDJD SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQ QHJIDL
PHQJIJXQDNDQ VHQMDWD DWDX EHUSHUDQJ OHQMDJD SH
QHJIJDUD ELVD GLPXODL GDUL KDO KDO VHGHUKDQD GL C

:DZDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ OLQJI

/ILQINXQJIJDQ KLGXS GLPDNQDL VHEDJDL NHVDWXDQ UXDQ
GD\D NHDGDDQ PDNKOXN KLGXS VHUWD SHULODNXQ
DODP LWX VHQGLUL NHODQJVXQJDQ SHULNHKLGXSDQ
5XDQJ OLQJIJNXS OLQJIJNXQJIDQ KLGXS ,QGRQHVLD LDODK
GLDQXJHUDKNDQ 7XKDQ <DQJ ODKD (VD NHSDGD EDQJVL

5XDQJ OLQIJNXS WHUVHEXW PHPLOLNL NHND\DDQ DO
XGDUD \DQJ KDUXV GLNHOROD XQWXN NHPDNPXUDQ
VXPEHU GD\D DODP \DQJ WLGDN ELMDN DNDQ PHPEXDW
GDQ XGDUD WHUFHPDU KXWDQ PHQMDGL JXQGXO SDVF
XGDUD PHQMDGL SDQDV PHQLPEXONDQ EDQMLU VHUWI

Hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan
PDV\DUDNDW 20OHK NDUHQD LWX PHQMDJD NHOHVWL
PHQMDGL NHZDMLEDQ VHOXUXK ZDUJD PDV\DUDNDW V
%DQ\DN FDUD \DQJ GDSDW NDOLDQ ODNXNDQ XQWXN
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PHQMDJD OLQJNXQJDQ KLGXS FRQWRKQ\D PHPEXDQJ
WHPSDWQ\D PHQDQDP GDQ PHPHOLKDUD WDQDPDQ KHF
DLU VHUWD PHPEHUVLKNDQ OLQJNXQJDQ

Gambar 5.10 Belajar Menanam Tanaman
Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

>

%YHUGDVDUNDQ XUDLDQ WHUVHEXW GLVNXVLNDQ GDQ EHU
wawasan Nusantara pada kelima aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara tersebut di lingkungan kalian masing-masing!

2. pT%<T%IT% aj TWawasdnN\santara

6HNDUDQJ NDOLDQ WHODK PHPDKDPL EDJDLPDQD SHUZ
IXvDQWDUD GDODP EHUEDJDL ELGDQJ NHKLGXSDQ EHUED
8QWXN PHZXMXGNDQ KDO WHUVHEXW WHQWX SHDW®WK NHVXQ
XQWXN EHUNRUEDQ 6HPXDQ\D KDUXVY GLODQGDS$DR®DHK UDV
WDQDK DLU
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BHODNVDQDDQ ZDZDVDQ 1XVDQWDUD GL WHQJDK NHPDMX
GDQ NRPXQLNDVL WLGDN VHPDNLQ PXGDK WHWDSL
WDQWDQJDQ \DQJ VHPDNLQ EHUDW OHQXUXW NDOLDQ W
\DQJ GLKDGDSL GDODP PHODNVDQDNDQ NRQVHS ZDZDVI
HUD WHNQRORJL LQIRUPDVL GDQ NRPXQLNDVL VDDW LQI
teman kalian!

‘ Ayo, Membaca

ODULODK NLWD VHODUDVNDQ MDZDEDQ \DQJ WHODK NDOLELC
EHULNXW LQL %HUEDJDL WDQWDQJDQ \DQJ GLKDGDSL GD
1XVDQWDUD GHPL WHUMDJDQ\D NHXWXKDQ 1.5, PAUDVDO
GDUL GDODP LQWHUQDO

D 7DQWDQJDQ (NVWHUQDO

7TDQWDQJDQ GDUL OXDU EHUXSD VHUDQJDQ EHUVHQ!
QHJDUD OXDU WHUKDGDS NHGDXODWDQ 1.5,

ODVXNQ\D SDKDP SDKDP HNVWULP \DQJ GDSDW
NHGXGXNDQ LGHRORJL 3DQFDVLOD

ODVXNQ\D EXGD\D EXGD\D DVLQJ \DQJ GDSDW PHU:
PRUDO DQDN EDQJVD

6HUDQJDQ cypbeEHWDQJ EHUWXMXDQ PHUXVDN VLVWHF
WHNQRORJL GL GDODP QHJHUL

Gambar 5.11 Patroli Keamanan Laut
Sumber: Nova Wahyudi/Antara Foto
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7DQWDQJDQ ,QWHUQDO

OXQFXOQ\D NHORPSRN NHORPSRN EHUVHQMDWD \DQJ
GLUL GDQ ZLOD\DKQ\D GDUL 1.5,

7THUMDGLQ\D SHUSHFDKDQ SHUVHOLVLKDQ GDQ VLNDSES
NHORPSRN PDV\DUDNDW

$SDUDW SHQ\HOHQJJDUD QHJDUD \DQJ WLGDN DPDQDK
NDQ NHWLGDNSHUFD\DDQ PDV\DUDNDW

6LNDS QDVLRQDOLVPH VHPDNLQ PHPXGDU

7LGDN ELMDN GDODP PHQ\LNDSL SHVDWQ\D SHUNHP
LOQIRUPDVL GDQ NRPXQLNDVL

.LWD KDUXV PHQJDNXL EDKZD SHVDWQ\D SHUNHPED
LQIRUPDVL GDQ NRPXQLNDVL PHPEDZD EHJLWX EDQ\DI
NHKLGXSDQ .DOLDQ MXJD SDVWL PHUDVDNDQ GDQ PHQ
1DPXQ VHPXD KDO SRVLWLI \DQJ NDOLDQ SHUR®HK WHUC
GHQJDQ KDO QHJDWLI \DQJ PHQ\HUWDLQ\D .HGXDQ\D LED!
\DQJ WLGDN ELVD GLSLVDKNDQ .DOLDQ SDVWL PHPDKDP
LQIRUPDVL \DQJ DGD GDODP JHQJJDPDQ DNDQ VDQJDW P
PHQJDNVHV LQIRUPDVL LQIRUPDVL \DQJ WLGDN VHVXDL
Jika hal itu kalian lakukan dan terus-menerus dilakukan, kepribadian
GDQ NDUDNWHU EDLN NDOLDQ DNDQ WHUNLNLY ROHK LQI
WLGDN VHVXDL GHQJDQ XVLD NDOLDQ

6HNDUDQJ OLKDWODK SDGD GLUL NDOLDQ VHQGLUL 6XGDKN
NHPDMXDQ WHNQRORJL LQIRUPDVL GDQ NRPXQLNDVL GHQ.
KDO SRVLWLI GDQ KDO QHJDWLI \DQJ SHUQDK NDOLDQ ODN»
LOQWHUQHW
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3.

aimé T ji%Z Wataban Nusantara

‘ Ayo, Membaca

6HWLDS zZDUJD QHJIJDUD PHPLOLNL KDN GDQ NHZDMLEDC
PHQMDJD PHUDZDW GDQ PHOLQGXQJL QHJHUL LQL %HU
\DQJ GDSDW NDOLDQ SUDNWLNNDQ VHEDJDL ZXMXG VLN
IXVDQWDUD

a.

ii%IT T T% %é Te3%e Té aT%[fT}e T ZT% «jlIT
TYVT T% %« i %IIT%<& ZT}Tm %ilTmT aT%fT

1LODL QLODL 3DQFDVLOD KDUXV GL\DNLQL NHEHQDUDQ
Q\D GDODP NHKLGXSDQ VHKDUL KDUL -LND QLODL LQL
dan kepribadian bangsa, ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila

GHQJDQ VHQGLULQ\D DNDQ WHUWRODN $MDNDQ PH
3DQFDVLOD KDUXV GHQJDQ WHJDV NLWD WRODN GDQ OL
dapat memperkuat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus

VHODOX PHQJDPDONDQ QLODL QLODLQ\D GHQJDQ FDUD
PHODNVDQDNDQ LEDGDK VHVXDL NH\DNLQDQ PHPXSXN
PHQJHPEDQJNDQ VLNDS PHQJKRUPDWL GDQ PHQJKDUJEL
PHPEHULNDQ EDQWXDQ NHSDGD RUDQJ ODLQ \DQJ PHPE

ii b mMT}T fé%<T «<T%Ta Tém ZT% (%6 T Zj
TYT T% %« i 6}Ta T Zémé ZTmé Aé TETa

OHQFLQWDL WDQDK DLU GDQ EDQJVD DGDODK VDODK
NHSDGD 7XKDQ <DQJ ODKD (VD 7XJDV NLWD VHNDUD
GDQ PHQMDJD NHXWXKDQ QHJHUL LQL 1HJDUD .HVDW)
PHPDQJ EXNDQ QHJHUL \DQJ VHPSXUQD $NDQ WHWDSL
GLUL GDUL 1.5, MXJD EXNDQ VHEXDK SLOLKDQEDIQNLWHS
\DQJ EHOXP EDLN GL QHJHUL LQL ODULODK NLWD VHF
VHPSXUQD GL QHJHUL LQL GHQJDQ VHPDQJDW GDQ NHU
%HULNXW LQL DGDODK JDPEDU VDODK VDWX FRQWRK P}t
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Gambar 5.12 Cinta Tanah Air
Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

fr ii Tc aé bimT«mT% ET%Il yim T

Peraturan dibuat dalam rangka menciptakan ketertiban dan menjamin

NHDGLODQ EDJL PDV\DUDNDW 6HEDJDL SHODMDU NDOL
SDWXK SDGD WDWD WHUWLE VHNRODK +RUPDWLODK JXL
+DGLUODK GL VHNRODK WHSDW ZDNWX NHQDNDQODK £
dengan aturan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, laksanakanlah tugas

SLNHW NHODV GHQJDQ SHQXK WDQJJXQJ MDZDE GDQ ODL:
JDPEDU FRQWRK VLNDS \DQJ EDLN GL VHNRODK

Gambar 5.13 Piket Kelas Gambar 5.14 Belajar Kelompok
Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023) Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)
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d.

ii%li yT%Il T% <6 imT%}é
7TROHUDQVL DGDODK VLNDS PHQDKDQ
diri, bersabar, dan berlapang

dada terhadap berbagai macam

SHUEHGDDQ 'HQJDQ VLNDS VHSHUWL
ini, persatuan bangsa dari beragam

VXNX EDQJVD DNDQ WHUZXMXG 7ROHUDQVL
juga mengandung makna kesediaan

untuk saling belajar, bekerja sama,

vVDOLQJ PHPDDINDQ MLND WHUMDGL
kesalahpahaman, saling memberi,

serta tidak memaksakan kehendak

NHSDGD RUDQJ ODLQ %HULNXW LQL
adalah gambar salah satu cara

PHQJHPEDQJNDQ WROHUD (SV]EM 5.15 Sikap Menyayangi Teman

Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

OT 6%l j%laém T<é& ZT% %6 T bi%EijyTmT%

6HWLDS RUDQJ PHPLOLNL NHZDMLEDQ XQWXN PHQXC
PHQJKRUPDWL GHQJDQ RUDQJ ODLQ GDQ WLGDN PHQ\HE
NHSDGD RUDQJ ODLQ 'L VHNRODK SXQ NDOLDQ KDUXV F
PHQJKRUPDWL RUDQJ ODLQ GHQJDQ EHUWXWXU NDWD

GDQ NHVRSDQDQ WLGDN PHODNXNDQ SHQJKLQDDQ GDC
RUDQJ ODLQ GDQ PHPSHUODNXNDQ WHPDQ WHPDQ NDO

i i%ET bTé T% bij%ZTbTec | T € 3}T mT% ET%I

.RQVWLWXVL QHIJDUD LQL PHQMDPLQ NHEHEDVDQ EHU
WHWDS PHQJKRUPDWL NHSHQWLQJDQ XPXP -LND GL VI
SHQGDSDW DWDX DVSLUDVL \DQJ EDLN GHPL NHPDMXDC
GHQJDQ FDUD FDUD \DQJ WHSDW .RPXQLNDVLNDQOD
WHUNDLW VHSHUWL ZDOL NHODV JXUX %. HNSRPBIKQD 2¢
DWDX ODQJVXQJ NHSDGD NHSDOD VHNRODK 9%HULNXW
VDWX FDUD PHQ\DPSDLNDQ SHQGDSDW
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Gambar 5.16 Penyampaian Aspirasi kepada Kepala Sekolah
Sumber: Tia Setiawati/Kemendikbudristek (2023)

g ii%fé%<Té& bm6Z z%Z6%i}eT

*XQDNDQODK EDUDQJ EDUDQJ \DQJ GLKDVLONDQ GDUL G
SHODMDU MDQJDQ PHQMDGL UHQGDK GLUL DWDX JHQJVL
NDOLDQ SDNDL EXNDQ EDUDQJ EHUPHUHN \DQJ GLSURG
%DQJJDODK PHQJIJXQDNDQ SURGXN ORNDO NDUHQD NXDO
WLGDN NDODK GHQJDQ NXDOLWDV SURGXN OXDU QHJHUL
NDOLDQ EDKZD PHQJJXQDNDQ VDWX EDUDQJ SURGXNVL
PHQMDGL VDWX VHO NHNXDWDQ XQWXN PHQMDJD WHJD!
PHQMDGL JHUDNDQ EHUVDPD SDVWL 1.5, \DQJ &KHELK WDC
DNDQ PHQMDGL VHEXDK NHQ\DWDDQ

,GHQWLANDVLODK EHUEDJDL FRQWRK SHULODNX PHQGXNXGQC
\DQJ GDSDW NDOLDQ ODNXNDQ GDODP NHKLGXSDQ VHKDUL
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.DOLDQ DGDODK DQDN DQDN ,QGRQHVLD \DQJ KHEDW
WHODK PHQXQMXNNDQ SHULODNX \DQJ PHQGXNXQJ ZDZD
NHKLGXSDQ VHKDUL KDUL ODUL SHUNXDW DNVL Q\DWD W
VHEXDK NRPLWPHQ VHEDJDL GHNODUDVL DWDX SHUQ\DWDTE
NHSDGD 3DQFDVLOD 88' 15, 7DKXQ %KLQQHND 7XQJJ
.HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD

Deklarasi Pelajar Indonesia

/IDNVDQDNDQ GLVNXVL NHODV \DQJ EHUNDLWDQ GHQJD
DWDX SHUQ\DWDDQ EHUVDPD VHWLD NHSDGD 3DQFDVL

%WKLQQHND 7XQJJDO ,ND GDQ 1.5, 6XVXQ NDOLPDW
SHUQ\DWDDQ GHNODUDVL WHUVHEXW _.HPXGLDQ EDF
GHNODUDVL WHUVHEXW GL NHODV DWDX GL ODSDQJDQ >
GRNXPHQWDVL GDUL NHJLDWDQ WHUVHEXW GDQ XQJJIL

\DQJ NDOLDQ PLOLNL VHEDJDL LQVSLUDVL EDJL WHPDQ \
WDQDK DLU

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberik an
tanda silang (X) pada pilihan jawaban A, B, C, atau D!

$PDQDW 3UHVLGHQ 6XNDUQR SDGD SHUHVPLDQ /HPEDJL
WDQJJDO  OHL DGDODK DJDU EDQJVD LQL PHQJHQD
GDQ WDQDK DLU ODNQD SHQWLQJ GDUL DPDQDW WHUVE

$ PHOQXQMXNNDQ VLNDS PHQJKDUJDL GDQ PHQFLQWD
tanah air

% PHPLOLNL VHPDQJDW GDQ EHNHUMD NHUDV GDODP
GDQ PDV\DUDNDW

& PHQMDJD NHXWXKDQ QHJDUD GDQ PHZXMXGNDQ
seluruh bangsa

PHQ\XVXQ VWUDWHJIL SHUWDKDQDQ \DQJ VHVXDL GH
negara
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SHUKDWLNDQ WDEHO EHULNXW LQL

o | am |

Wawas Pandangan

Nesos 6HPHQDQMXQJ
In dan terra Pulau

Antara /D XW

Inter Di dalam

%HUGDVDUNDQ WDEHO WHUVHEXW DVDO LVWLODK ZDZD
GLWXQMXNNDQ ROHK QRPRU

$ GDQ
% GDQ
& GDQ
' GDQ

7TXMXDQ zZDZDVDQ 1XVDQWDUD DGDODK WHUZXMXGQ\D S
NHVDWXDQ ZLOD\DK %HUGDVDUNDQ SHUQ\DWDDQ WHUV
GDODP NRQVHS SXODX SXODX \DQJ WHUVHEDU PHPLOLNL

$ VDWX NHVDWXDQ ZLOD\DK \DQJ GLKXEXQJNDQ ROHK O
% ZLOD\DK \DQJ WHUSLVDK DQWDUD VDWX VDPD ODLQ

& EHUSHQJDUXK GDODP SHPEDQJXQDQ GDQ SHUWDKDQE
' KDQ\D GLOLKDW GDUL VXGXW SDQGDQJ NHSHQWLQJDQ

3HUKDWLNDQ SHUQ\DWDDQ EHULNXW LQL
3HUQ\DWDDQ NHPHUGHNDDQ EDQJVD ,QGRQHVLD
3HQJKD\DWDQ GDQ KDNLNDW PDUWDEDW EDQJVD
_HEXODWDQ WHNDG XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ QDVLR
OHPSHUWDKDQNDQ GDQ PHPSHUMXDQJNDQ NHSHQWLQ.
%DQJVD ,QGRQHVLD DGDODK EDQJVD \DQJ UHOLJLXV
3HVDQ SRNRN \DQJ WHUWXDQJ GDODP 3HPEXNDDQ 8QGDQ

7DKXQ GLWXQMXNNDQ ROHK QRPRU
$ GDQ
% GDQ
& GDQ
' GDQ
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:DZDVDQ 1XVDQWDUD PHPLOLNL GXD GLPHQVL GDODP

GDQ EHUQHJDUD \DLWX GLPHQVL NHZLOD\DKDQ GDQ
EHUPDV\DUDNDW %HUGDVDUNDQ SHQ\DWDDQ WHUVHE
GHQJDQ GLPHQVL NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW DGDODK

$ KXEXQJDQ PDV\DUDNDW \DQJ KDUPRQLY GDODP NHD

% ZLOD\DK ,QGRQHVLD \DQJ WHUVHEDU GL DQWDUD
7XKDQ <DQJ ODKD (VD

& VLNDS WROHUDQVL SHUVDKDEDWDQ JHPDU PHQROT
kerja sama

' NRQGLVL JHRJUD4V VRVLDO EXGD\D GDQ NHVHMD

perumusan wawasan Nusantara

'"HNODUDVL '"MXDQGD PHQ\DWDNDQ EDKZD ODXW GL DQ
OobJL VHEDJDL SHPLVDK WHWDSL VHEDJDL SHRDKXEXQJ
SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW DSDELOD ,QGRQHVLD WLGDN I
\DQJ DNDQ WHUMDGL DGDODK

$ KDQ\D SHQGXGXN DVOL ,QGRQHVLD \DQJ GDSDW
tersebut

% VLDSD SXQ EHEDV PDVXN ZLOD\DK PHVNL PHQJDQFD
& QHJDUD ,QGRQHVLD NHKLODQJDQ NHGDXODWDQ DWI
' NHDPDQDQ GDQ NHGDXODWDQ QHJDUD GL SHUDLUDQ

SHUKDWLNDQ SHUQ\DWDDQ EHULNXW LQL

:LOD\DK 1XVDQWDUD DGDODK PRGDO PLOLN EHUVD
VHKDUL KDUL KDUXV WHUVHGLD GL VHOXUXK WDQDK

.HGDXODWDQ ZLOD\DK QDVLRQDO PHUXSDNDQ VDWX
S3DQFDVLOD DGDODK VDWX VDWXQ\D LGHRORJL IDOV

4) Ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap
VHOXUXK EDQJVD GDQ QHJDUD

'DZDVDQ 1XVDQWDUD VHEDJDL VDWX NHVDWXDQ SRO
QRPRU

$ GDQ
% GDQ
& GDQ
' GDQ
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160

6DODK VDWX WDQWDQJDQ LQWHUQDO SHODNVDQDDQ ZD
VLNDS NXUDQJ ELMDN GDODP PHQ\LNDSL SHVDWQ\D SHU
LQIRUPDVL GDQ NRPXQLNDVL \DQJ GLSHUOLKDWNDQ PHOL

$ PHPDQIDDWNDQ LQIRUPDVL GL LQWHUQHW VHEDJDL V3
% PHPRGL4NDVL NDU\D VHQL \DQJ DGD GL LQWHUQHW X:
& PHQJJXQDNDQ LQWHUQHW XQWXN SURPRVL NHXQJJXO
' PHQJJXQDNDQ LQWHUQHW XQWXN EHUPDLQ JLP EHUED
OHQMDJD PHUDZDW GDQ PHOLQGXQJL NHXWXKDQ 1.5,

VHOXUXK ZzDUJD QHJDUD 6DODK VDWX SHULODNX \DQJ VH
WHUVHEXW DGDODK

$ VDOLQJ PHQJKRUPDWL GDQ PHQRODN SHQ\HEDUDQ NH
% PHPDWXKL SHUDWXUDQ GDQ QRUPD QRUPD \DQJ EHUC
& PHQRODN DMDNDQ XQWXN PHQJJDQWL GDVDU QHJDUD
' PHQRODN DMDNDQ XQWXN PHPLVDKNDQ GLUL GDUL 1.5
.RQVWLWXVL QHJDUD ,QGRQHVLD PHQMDPLQ NHEHEDVD(

FDUD FDUD \DQJ VHVXDL GHQJDQ HWLND GDQ QRUPD \DQ

VHNRODK \DQJ VHVXDL GHQJDQ SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW

$ PHQ\HEDUOXDVNDQ SHQGDSDW PHODOXL PHGLD VRV
menjadi perhatian pejabat terkait

% PHQJDMDN VHPXD SHVHUWD GLGLN GL VHNRODK XQ\
GHPRQVWUDVL

& PHQIJRPXQLNDVLNDQ NHSDGD ZDOL NHODV JXUX %. .
NHSDOD VHNRODK

' PHQJKXEXQJL PHGLD PDVVD XQWXN PHODSRUNDQ NHO
menjadi berita

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

6DODK VDWX IXQJVL ZDZDVDQ 1XVDQWDUD DGDODK PHQ:
DNDQ KDN NHZDMLEDQ GDQ WDQJJXQJ MDZDE VHEDJDL
PHPLOLNL UDVD EDQJJD VHEDJDL EDQJVD ,QGRQHVLD

WHUVHEXW NHZDMLEDQ GDQ WDQJJXQJ MDZDE DSD \DQJ ¢
OLQJNXQJDQ VHNRODK VHVXDL GHQJDQ ZDZDVDQ 1XVDQW
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'"HNODUDVL '"MXDQGD WDQJJDO '"HVHPEHU PHQHJD
di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai laut bebas, tetapi sebagai

SHQJKXEXQJ DQWDUSXODX OHPSHUKDWLNDQ LVL GHNOD
DSDELOD ODXWDQ GL ,QGRQHVLD WLGDN PHQMDGL SHQ

,QGRQHVLD PHUXSDNDQ QHJDUD NHSXODXDQ \DQJ EHU
GXQLD GLDSLW ROHK GXD EHQXD GDQ GXD VDPXGHUD ¢
QHJDUD \DQJ WHUGLUL GDUL EHUDJDP VXNX DJDPD Ul
OHQXUXW SHQGDSDW NDOLDQ DSD GDPSDN SRVLWLI G|
NRQGLVL WHUVHEXW"

6HSXODQJ VHNRODK NDOLDQ PHQJHWDKXL EDKZD DND!
SHVHUWD GLGLN GL VHNRODKPX GHQJDQ SEUMDWND®L G L
KDO WHUVHEXW VLNDS WHUEDLN DSD \DQJ VHKDUXVQ
menjaga persatuan dan kesatuan?
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6DODK VDWX PDVDODK \DQJ GLKDGDSL ROHK PDV\DUDN
NHELDVDDQ PHPEXDQJ VDPSDK %HUGDVDUNDQ PDVDODK
Q\DWD DSD \DQJ GDSDW NDOLDQ ODNXNDQ VHEDJDL EXN)
lingkungan?

‘ Pengayaan

1IDVNDK '"HNODUDVL '"MXDQGD \DQJ GLEDFDNDQ SDGD XSDFDU

Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Jakarta
Pengumuman Pemerintah Mengenai
Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia

'HZDQ PHQWHUL GDODP VLGDQJQ\D SDGD KDUL -XPDW WD

PHPELFDUDNDQ VRDO ZLOD\DK SHUDLUDQ 1HJDUD 5HS
%HQWXN JHRJUD4 ,QGRQHVLD VHEDJDL VXDWX 1HJDUD NH
GDUL EHULEX ULEX SXODX PHPSXQ\DL VLIDW GDQ FRUDN \

%DJL NHXWXKDQ WHULWRULDO GDQ XQWXN PHOLQGXQ
,QGRQHVLD VHPXD NHSXODXDQ VHUWD ODXW WHUOHWD
GLDQJJDS VHEDJDL VXDWX NHVDWXDQ \DQJ EXODW 3HQI
WHULWRULDO VHSHUW L TéritbbiaReZeVeiX HarGidn® Brihgen
Ordonantie 6BWEO 1R DUWLNHO D\DWGHG@WDEDN ODJL
SHUWLPEDQJDQ SHUWLPEDQJDQ WHUVHEXW GL DWDV NDL
GDUDWDQ ,QGRQHVLD GDODP EDJLDQ EDJLDQ WHUSLVDK
VHQGLUL VHQGLUL

%HUGDVDUNDQ SHUWLPEDQJDQ SHUWLPEDQJDQ LWX |
PHQ\DWD NDQ EDKZD
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"Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghu  bungkan pulau-
pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan N  egara Republik
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya ad alah bagian-
bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Rep  ublik Indonesia
dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nas ional yang
berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Repu  blik Indonesia.
Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi k  apal-kapal asing
dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/men gganggu
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia

3HQHQWXDQ EDWDV ODXW WHULWRULDO \DQJ OHEDL
JDULV \DQJ PHQJKXEXQJIJNDQ WLWLN WLWLN XMXQJ WHL
1HJDUD ,QGRQHVLD .HWHQWXDQ NHWHQWXDQ WHUVHE.
VHOHNDV OHNDVQ\D GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ 3HQGLULD
DNDQ GLSHUKDWLNDQ GDODP NRQIHUHQVL LQWHUQDVL
DWDV ODXWDQ \DQJ DNDQ GLDGDNDQ GDODP EXODQ )HEL

Jakarta, 13 Desember

3(5'$1% 0(17(5,
WW G

+ '-8%1'$

,VLODK UHBHNVL EHULNXW VHVXDL GHQJDQ SHUDVDDQ
kegiatan pembelajaran ini!

$SDNDK PDQIDDW \DQJ NDOLDQ UDVDNDQ VHWHODK I
wawasan Nusantara?

3HUXEDKDQ VLNDS DSD \DQJ DNDQ NDOLDQ ODNXNDQ
NRQVHS ZDZDVDQ 1XVDQWDUD"
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$GDNDK VDUDQ PDVXNDQ \DQJ GDSDW NDOLDQ VDPSDLI
SHPEHODMDUDQ EHULNXWQ\D"

%HULNDQODK WDQGIDEBOQWDIM@®XK VDWX JDPEDU \DQJ GDSD
perasaan kalian selama mempelajari materi ini!
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Glosarium

amendemen

anglo saxon

batobo
budaya

chemistry

class meeting

deklarasi
eksekutif

festival

. usul perubahan undang-undang

:suatu sistem hukum yang didasarkan pada yuris-
prudensi

: penyebutan lain dari gotong royong di Riau

. hal-hal yang merupakan hasil kreasi akal budi manusia
dalam berbagai aspek kehidupan

. keserasian dan kepaduan dengan pasangan

: perlombaan antarkelas setelah ujian semester di
sekolah

. pernyataan sikap tentang sesuatu hal

: lembaga negara pelaksana undang-undang

: perayaan atau pesta yang dilakukan untuk mem-
peringati suatu peristiwa atau momentum penting
dan bersejarah

40RVR4VFKH JURXQGVOV®BIDR 40VDIDW MLZD SLNLUDQ

*RRJOH ODSV

hierarki

ideologi

dalamnya yang di atasnya didirikan negara Indonesia

merdeka
: layanan pemetaan web yang dikembangkan Google.
Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan,

panorama 360°, kondisi lalu lintas, dan perencanaan
rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, sepeda
(versi beta), mobil, atau angkutan umum

. struktur yang terdiri dari berbagai level atau tingkatan

yang setiap levelnya diatur berdasarkan tingkatannya,
lebih tinggi atau lebih rendah

»ilmu tentang ide, konsep dasar yang mengarahkan
pada cita-cita

MXGLFLDO UH Y:lfEateril undang-undang indonesia

kesatuan wilayah

: cara pandang terhadap tanah air indonesia bahwa

pulau-pulau yang tersebar di lautan adalah satu
kesatuan, dengan laut sebagai penghubungnya
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konstitusi : Undang-Undang Dasar/Hukum Dasar suatu negara

konstitusional : sesuai atau menurut undang-undang

konvensi : hukum yang tumbuh dalam praktik ketatanegaraan
negara untuk melengkapi, menyempurnakan, meng-
hidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum
perundang-undangan atau hukum adat ketata-

negaraan

kuliner : ragam masakan dan makanan khas daerah

legislatif : lembaga negara penyusun undang-undang

leuit . lumbung padi

lingkungan hidup : kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk

hidup yang mempengaruhi alam

peraturan : tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat
untuk mengatur

persatuan bangsa : semangat persaudaraan diatas keberagaman bangsa

Rukun Tetangga (RT) : pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun

Warga

sambatan . penyebutan lain dari gotong royong di Daerah D. I.
Yogyakarta

UNESCO : organisasi internasional di bawah PPB yang mem-

bidangi pendidikan, sains, serta kebudayaan

undang-undang : aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif
seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang
memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perilaku
dan kegiatan di dalam sebuah negara

wawasan Nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan
persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara

ZHOWD QV FKD XXeékiimpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi
atau panduan untuk memahami dan menjalani
kehidupan.
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66, 69, 70, 71, 72, 77,78, 79, 80, 81,
82, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99,
100, 101, 166, 167

Perda 53, 79, 80, 90, 91, 92, 95
Perppu 67, 79, 80, 84, 86, 87, 95, 99
Piagam Jakarta 17, 40

PPKI 9, 40, 47, 48, 50, 51, 82
Proklamasi 45, 48

Radjiman Wedyodiningrat 42, 45, 47,
48

sadran 115

Soepomo 43, 44, 45, 46, 47, 49

Sukarno 9, 15, 39, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 50, 168

supel 45, 51, 52

tari saman 122, 128

tata tertib 13, 36, 37, 38, 66, 72, 73, 74,
75,77,78, 93, 95, 100, 101

Terebang Gede 116, 169



UUD NRI Tahun 1945 9, 10, 11, 17, 34,
35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 78,
Uu 52, 67, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 82, 83, 84, 85 87, 88, 95, 110,

93, 95, 99, 101 117
UUD 9, 10, 11, 17, 34, 35, 37, 38, 39, 40,

41,42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67,

78,79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 95,

110, 117, 169

UNESCO 119, 120, 121, 122, 166, 169

wawasan nusantara x, 133, 136, 137,
139, 140, 141, 142, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 153, 159, 168
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Nama Lengkap : Tudi Setiawan, S.Pd.

( PDLO

Instansi

. tudisetiawan65@gmail.com
. SMPN 4 Satap Wanasalam

Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

2008-2010 : Guru PPKn SMAN 70 Jakarta Selatan
2. 2009-2012 : Guru PPKn SMPN 3 Satap Cijaku
3. 2012-2020 . Guru PPKn SMPN 7 Rangkasbitung
4. 2020-2022 : Guru PPKn SMPN 2 Rangkasbitung
5. 2022-sekarang : Kepala Sekolah SMPN 4 Satap Wanasalam

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

2006 :
2. 2001 :
3. 1998 :
4, 1998 :

S1 Prodi PPKn, Jurusan limu Sosial Politik-Universitas Ne  geri Jakarta
SMUN 1 Rangkasbitung

SMPN 2 Rangkasbitung

SDN MCT VI Rangkasbitung

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Metamorfosis Sebuah Perjalanan Calon Guru Penggerak Angkatan Kedua
Kabupaten Lebak (Tata Akbar, 2021)
2. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII,

Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022
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Nama . Tia Setiawati, S.Sos., M.Pd.

( PDLO . tiasetiawati855@gmail.com
Instansi : SMPN 1 Cimalaka - Sumedang,
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):
1. 2015 - sekarang: Guru PPKn di SMPN 1 Cimalaka, Sumedang
2. 2012 -2015 : Guru PPKn di SMPN 8 Sumedang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:
1. S2 : Magister Pendidikan IPS STKIP Pasundan Cimahi (2017 — 2019)
2. Akta Mengajar IV: PPKn Universitas Terbuka (2001- 2002)

3. S1 : Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman Purwok erto
(1996 — 2000)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jejak Karya di Kampus Pelangi (2022)

2. Strategi Komplementer 7 Metode Pembelajaran Holistik Integratif (Buku
Antologi, 2022)

3. Implementasi Tujuh Strategi Pembelajaran Masa Pendemi Covid-19 d i
Kampus Pelangi (2020)

Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada

Informasi Lain dari Penulis:

1. Juara 3 ASN Berprestasi Kabupaten Sumedang (2023)

2. Narasumber Nasional Komite Pembelajaran Pengawas Program Sekolah
Penggerak Angkatan 2, Kemdikbudristek (2022)

3. Narasumber Berbagi Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka,
BBGP Jawa Barat (2022)

4. Pengembang Perangkat Ajar Pusat Kurikulum dan Pembelajaran,
Kemdikbudristek (2022)

5. Penulis Soal Seleksi ASN PPPK/PPG Kemdikbudristek (2021)
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Nama : Muhammad Sapei, S.Pd.|
( PDLO PXKDPPDG V\D4LH#\DKRR
Instansi : Yayasan Pengembangan Insani
Bidang Keahlian : 1. Pengembangan Sumberdaya
Manusia
2. Pendidikan Pancasila

3. Penulisan dan Perbukuan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):
2023 — sekarang : Fasilitator Sekolah Penggerak Kemdikbudristek

2022 — sekarang : Konsultan dan Trainer Pendidikan Profesional

2017 — 2021 . Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan

2015 - 2017 : GM SMART Ekselensia Indonesia Boarding School
2014 - 2015 : Manajer Litbang Makmal Pendidikan

2013 - 2014 . Kepala SD Islam Al-Syukro Universal

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

S-1 Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001-2005 )

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila Kelas VII (BPIP, 2022)

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII (Kemdikbudristek,
2021)

Total 52 buku yang sudah ditulis

Judul Penelitian/Artikel dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Sintesis Model Pesantren (Koran Republika, 12 November 2021)

2.  Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Koran Republika, 23 Oktober 2021)
3. Covid-19 dan Paradigma Belajar (Koran Republika, 24 Maret 2020)

4. Mengkaji Ulang Makna Remaja (Koran Republika, 10 Maret 2020)

Google Scholar:
OXKDPPDG 6\D4 LH HO %DQWDQLH
https://scholar.google.com/citations?user=LHtupU4AAAAJ&hI=i d&oi=ao
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Nama Lengkap : Prayogo
( PDLO . prayogo@karakterpancasila.id
Instansi : Yayasan Karakter Pancasila

Bidang Keahlian : Penulisan dan Perbukuan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):
1. Tahun 2013-2019, Kontributor Riset di Pusat Penelitian Politi k, Lembaga
llImu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI)

2. Tahun 2020-sekarang, Manajer Riset dan Program di Yayasan Karakter
Pancasila (YKP)

3. Tahun 2022-sekarang, penulis di Upakata Yorkshire Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Strata Satu (S-1) STMIK Nusa Mandiri, Jurusan Manajemen Informatika,
lulus tahun 2014

2. Strata Dua (S-2) IPB University, Peminatan Penyuluhan Pembangunan
(proses tesis).

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII.
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia. 2020.

2. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP
Kelas VIII. Jakarta: Kemendikbudristek. 2020.

3. Buku Elevating Civilization To The Next Level ASDP Menjadi Ke  las Dunia.
Penerbit ASDP Indonesia Ferry. 2021.

4. Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/
MAK Kelas XI, Penerbitan bersama antara BPIP dan Kemendikbudristek.
2022.

5. Buku Knowledge Repository: Pencapaian Produksi Peruri 2018-2 022 (Edisi
Uang Kertas). Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan Yorkshire
Publishing. 2023.

Informasi Lain:
1. Anggota luar biasa Asosiasi lImu Politik Indonesia (AIPI).

2. Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia
(PAPPI) dari tahun 2021-sekarang.
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Nama . Asep Dahliyana, S.Pd.,M.Pd.
( PDLO D -
Instansi . Universitas Pendidikan Indonesia

Bidang Keahlian : Pendidikan

Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Tim Ahli Konsultan PT. Sangkuriang Perfekta untuk Survei Kinerja S KPD
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2015

2. Dosen Departemen Pendidikan Umum FPIPS Universitas Pendidikan
Indonesia tahun 2015-sekarang

3. Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS Universit as
Pendidikan Indonesia tahun 2015-sekarang

4. Tim Penulis Soal Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi Kompetensi Dasar
CPNS tahun 2018-2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),
2008.

2. Program Studi Magister Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia, 2011.

3. Program Studi Doktor Pendidikan Umum dan Karakter Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia, masuk 2019.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penguatan Karakter Bela Negara di Perguruan Tinggi melalui “Projec t
Citizen Digital”, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022

2. Pengembangan Model Peer Mediation di Perguruan Tinggi, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan
Indonesia, 2022
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SBHPHWDDQ .DUDNWHULVWLN 3HPELQDD @anési® NWHU
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Pendidikan Indonesia, 2022
Model Pendidikan Karakter Pancasila untuk Memperkuat Identitas
Kebangsaan bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, 2022
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Nama Lengkap : Hilwan Givari
( PDLO . g2givari@gmail.com
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Bidang Keahlian : Politik dan Ideologi

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):
1. Analis Kebijakan

2. Dosen/Pengajar limu Politik

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:
1. S-1limu Politik, 2014-2017
2. S-2 llmu Politik, 2018-sekarang (sedang berjalan)

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa (Editor)

2. Ketuhanan Yang Maha Esa: Perspektif Lintas Iman (Editor)
3. Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila (Editor)
4

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMP/MTs Kelas
VII, Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokrati k
Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada Era “Doi Moi (2018)

2. Ekonomi Pancasila (2022)
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Nama Lengkap : Okky Bagus Wahyudi, S.Ds.

( PDLO : Okkybwo3@gmail.com
Instansi : JUHHODQFHU

Bidang Keahlian : llustrator

Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. lustrator

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. (2017) S1 Desain Komunikasi Visual

60. 1HJHUL *UD4ND 0ODODQJ

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. English For Nusantara Kelas 7
2. English For Nusantara Kelas 8

3. English For Nusantara Kelas 9

185



Nama . Indah Sulistiyawati S.Sos.
( PDLO . indahsatrianugraha@gmail.com
Alamat Instansi : Taman Tirta Cimanggu Bogor

Bidang Keahlian : Penyunting Lepas

Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):
2002-2012 : Penyunting di Penerbit Regina
2012 — sekarang : CV. Bukit Mas Mulia, Eka Prima Mandiri

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1996 — 2001 : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilm u Politik
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

e Pertarungan Dito melawan Corona, (Buku nonteks pelajaran untuk tingkat
PAUD), Penerbit Bukit Mas Mulia

e Buku Soal Siap Belajar Beraktivitas Mandiri PKN Kelas | SD, Penerb it Jepe
Press

Informasi Lain dari Editor (tidak wajib):

e Meraih Prestasi Kumpulan Soal-Soal Ujian Sekolah untuk SD/MI, Tahun
2021, Penerbit Bukit Mas Mulia

e Buku Siswa dan Buku Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
Kelas Il, VI dan XII (Kemendikbudristek, 2021)

¢ Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk Sekolah
Dasar Kelas IV dan V1 (Kemendikbudristek, 2021)

e Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga untuk SMA/MA
Kelas XlI(Kemendikbudristek, 2022)

. Buku Siswa Dasar-Dasar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X
(Kemendikbudristek, 2022)

. Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK Kelas
X (Kemendikbudristek, 2022)
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Namalengkap : 7DX4T <XQLDUWR
( PDLO . ipotskye@gmail.com
Instansi Do-

Alamat Instansi @ -

Bidang Keahlian : desain, ilustrasi, komik, dan animasi

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Falcon Entertainment - Creative Director (2010-2016)

2. Darul Argam Animation Studio - Storyboard Artist (2016-20 20)
3. BDouin Studios - lllustrator (2021—-Sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. STID DI Al Hikmah - Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

%XDK .HMXMXUDQ .RPSLODVL NRPLN
(Gramedia), 2010

2. “Ligomik” (buku 1 - 4) Kompilasi Komik Islam ( 2015-202 0)

1 OREXE XUL!Y
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améé 7j}Tée%im

Nama Lengkap : Imee Amiatun

( PDLO . imeealma@gmail.com

Bidang Keahlian : /D\RXW 6HWWLQJ

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1.
2.

) UHH O 2y@it k2018 s/d sekarang)
Layouter PT Sarana Panca Karya Nusa (2004-2009, 2015)
/ID\RXWHU 37 *UD4QGR OHGLD 3UDWDPD

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1.

Manajemen Informatika - D3 “STMIK AMIKBANDUNG” (2003)

Judul Buku yang Pernah Dilayout dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1.
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Buku Siswa dan Buku Guru Dasar-Dasar Kimia Analisis Kelas X SMK,
Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2023)

Buku Siswa dan Buku Guru Dasar-Dasar Pemasaran Kelas X SMK, Pusbuk
BSKAP Kemdikbudristek (2023)

Buku Siswa dan Buku Guru Bahasa Inggris: English for Change Ke  las X,
Pusbuk BSKAP Kemdikbudristek (2022)

Buku Siswa Bahasa Inggris: Work in Progress Kelas X, Pusbuk BS KAP
Kemdikbudristek (2022)

Buku Panduan Guru Matematika Kelas XlI, Pusbuk BSKAP Kemdikbudris tek
(2021)

Buku Siswa dan Buku Guru Kimia Kelas XlI (lisensi), Pusbuk B SKAP
Kemdikbudristek (2021)

Buku Panduan Guru Matematika Kelas 1V, Pusbuk BSKAP Kemdikbudrist ek
(2020)

Kumpulan Soal dan Pembahasan UN Fisika SMA, PT Bhuana limu Populer
(2021)

Buku Teks IPS Kelas VIl & IX, As-Syifa Learning Center (201 9)
%XNX 7HNV ,36 .HODV 9,, 37 *UD4QGR OHGLD 3UDWDPD



